
Ci Dipindai dengan CamScanner 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubLik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5562); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae rah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kcrja mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 

5. Pera tu ran Daerah Kabupaten But on Tengah Nomor O 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah chm Retribusi Daerah (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Bu ton Tengah Tahun 2024 Nomor O 1): 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 103 Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tcngah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah; 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUTON TENOAH, 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON TENOAH 
NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINS! SULAWESI TENOOARA 

-1- 

https://v3.camscanner.com/user/download


Ci Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
1. Daerah adaJah Kabupaten Buton Tengah. 
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adaJah 

Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang bertugas rnernbantu Bupati 
dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. KepaJa Bapenda adaJah KepaJa Sadan Pendapatan Dacrah Kabupaten Buron 
Tengah. 

5. Pejabat adaJah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau 
retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kcwenangannya. 

7. KepaJa Perangkat Daerah adalah KcpaJa Perangkat Daerah yang mengelola 
pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat rnemaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbaJan secara 
langsung dan digunakan untuk keperlunn Daerah bagi sebesar-besamya 
kemakmuran rakyat. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Rctribusi adalah pungutan Daerah 
sebagai pernbayaran atas jasa atau pembenan izin tertcntu yang khusus 
discdiakan dan/atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
Mcnetapkan . PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERJ\11. 
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11. Wajib Pajnk adnlah orang pribadi atau badan, meliputi pcrnbnyar pajak. 

pcmotong pajak, dun pernungut pajak, yang mcmpunyai hak dan kewajiban 

perpajnkan sesuni dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan. 

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab 

atas pernbayaran Pajak. tcnnasuk wakil yang mcnjalankan hak clan mcmcnuhi 

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

13. Subjck Reoibusi adalah orang pribadi atau badan yang 

mcnggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 

14. Wajib Rctribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pcmungut retribusi tertentu. 

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usa.ha rnaupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usa.ha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi Jainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bum.i dan/atau bangunan yang dimiliki. 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan. 
17. Bumi adalah permukaan burni yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. 

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang rnengakibatkan dipcrolehnya hak atas tanah dan/atau 
Bangunan oleh orang pribadi atau Sadan. 

21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, scbagaimana dimaksud dalam 
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 
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menganjurkan, mernpromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 

sesuaru. 
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 

penga.mbilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

33. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan 

di bawah permukaan tanah. 

memperkenalkan. komersial tujuan untuk clirancang ragamnya 

23. Barang dan .Jnsa Tcrtcntu adalah bo.rang dan jasa tcrtcntu yang dijual 

dan/atau diserahkan kepada konsumcn akhir, 

24. itakanan dan/atau Minurnan adalah makanan dnn/ntau rninurnan ~nng 

disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik sccara langsung maupun tidak 

langsung, atau melalui pesanan oleh rcstoran. 

25. Restoran adalah fasilitas penycdiaan layanan makanan dan/atau minuman 
dengan dipungut bayaran. 

26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan olch suatu 

pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan 

listrik. 

27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau 

fasilitas lainnya. 
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan dan/atau pelayanan rnemarkirkan kendaraan untuk 

diternpatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan Kendaraan Bennotor. 

29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 

dan/ a tau kerarnaian untuk dinikmati. 

30. Pajak Reklarne adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 

31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

-4- 

?2. Pajnk Barring dan .Insa Tertcntu ynng sclnnjurnya disingknt PB.JT adnlah Pnjnk 

) ang dibaj arkan olch konsumcn akhir ntns konsurnsi barang dan/utau jasa 

rcrtcntu. 
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34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kcgiatan 

pcngambilan mineral bukan logarn dan batuan dari sumbcr alam di dalam 
dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adaJah 
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di daJam peraturan 
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 

36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung walet. 

37. Pajak Sarang Burung Walet adaJah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung waJet. 

38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collocalia 

fuchliap haga, col/ocalia maxina, collocalia esculania, dan collocalia linchi: 

39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenaJ diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan daerahnya. 

40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor 
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan 
ketentuan tertentu. 

41. Nilai JuaJ Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata 
yang diperoleh dari transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, dan bilarnana 
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti. 

42. Pemungutan adaJah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghirnpunan data 
objek dan subjek Pajak atau Retribusi, pencntuan besamya Pajak atau 
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Pcnagihan Pajak atau Retribusi 
kepada Wajib Pajak atau \Vajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

43. Surat Pernberitahuan Pajak Daerah yang sela.njutnya disingkat SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kctenluan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan Daerah. 
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4A. Surat Pcndaflamn Objck Pajnk Daernh yang sclnnjumyn clisingkat SPOPD 

adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk rnendaftarkan diri dan 

mclaporkan objck pajak atau usahanya kc Ba.pcnda 

45. Sumt Pemberitahuan Objck Pajak yang selanjutnyn disingkat SPOP adalah 

surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 

objek PBB-P2 sesuai dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

46. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP 

adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan data subjek dan Objck Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan pcrundang-unda.ngan. 

47. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat menjadi 

SP\VPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai 

pemberitahuan bahwa Wajib Pajak Lelah terdaftar pada sistem administratif 

perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
48. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Bapenda dalarn 

rangka pemberian NP\VPD. 

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang 
terutang. 

50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 

surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 

52. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

Pajak, besarnya sanksi adrninistratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 

dibayar. 
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan 

atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 
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54. Surat Kctetapan Pajak Dacrah Nihil yang sclanjutnya disingkat SKPDN adalah 

surnt ketetapan Pajak yang mcnentukan jurnlah pokok Pajak sarna bcsarnya 

dcngan jurnlah krcdit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
Pajak. 

55. Official Asscsment System adalah suatu system pcmungutan pajak yang 

membcn wewenang kepada pcmungut pajak (fiskus) untuk mcnentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh sesorang. 

56. Self Assesment System merupakan salah satu system pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh 
wajib pajak yang bersangkutan sccara mandiri. Oalam hal ini, kegiatan 

menghitung. memperhitungkan, membayar dan mclaporkan pajak dilakukan 

oleh wajib pajak yang berperan aktif datan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

atau melalui system administrasi online yang sudah disiapkan pemerintah. 
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagi.han Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/ a tau denda. 

59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan rulis, kesa.Jahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketencuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Sl(PDLB, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap 

pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh \Vajib Pajak. 

61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh \Vajib Pajak. 

62. Penelitian adaJah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 

kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan lampiran-Iarnpirannya termasuk penilaian tentang 

kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat 
pemberitahuan dengan SSPD. 
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63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak mclunasi 
utang Pajak dan biaya Pcnagihan Pajak dcngan mcnegur atau 
mernperingatkan, mclaksanakan Pcnagihan seketika dan sekaligus, 

mernberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, mclaksanakan penyandcraan, dan menjual barang yang telah 
disita. 

64. Penagihan Seketika dan Sckaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kcpada Penanggung Pajak tanpa rnenunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari 
sernua jenis Pajak, masa Pajak. dan tahun Pajak. 

65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar tennasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan/ a tau kenaikan yang tercantu m dalam 
surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

66. Surat Teguran adalah surat yang cliterbitkan oleh Pejabat untuk menegur 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang 
Retribusi. 

67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya 
Penagihan Pajak. 

68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi 
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 

69. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan mengolah data, 
keterangan. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
dan Retribusi Daerah. 

70. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun kalendcr, 
kccuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

71. Jasa Urnum adalah jasa yang disediakan atau diberikan olch Pemcrintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kcmanfaatan umum scrta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan. 
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72. .Jasa Usaha adalah jasa yang discdiakan atau dibcrikan oleh Pcmcrintah 

Dacrah yang dapat bcrsifat mcncari keunlungan karcna pada dasarnya dapat 

pula disediakan olch sektor swasla. 
73. Perizinan Tcrtcntu adalah kcgiatan tcrtcnt u Pcmcrintah Daerah dalam rangka 

pcrnbcrian izin kcpada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk 

pernbinaan, pcngaturan, pengcndalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pernanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertcntu guna mclindungi kcpenlingan umum dan 

mcnjaga kelestarian lingkungan. 
74. Surat Kctetapan Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketctapan Rctribusi yang menentukan besarnya jurnlah pokok Retribusi 

yang terutang. 
75. Surat Ketctapan Retribusi Oaerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKROLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada 

Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
76. Surat Tagihan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat STRD adalab surat 

untuk melakukan tagihan Rerribusi dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 
77. Sadan Layanan Umum Oaerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan 
kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
78. Lcmbaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat WK adalah lembaga yang 

melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal dan perasuransian 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 
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Pasal 3 
(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri 

dan/atau objek pajaknya kepada KepaJa Bapenda. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 pada ayat ( 1) mendaftar 

dengan menggunakan dokumen sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak PBB-P2 menggunakan SPOP dan LSPOP. 
b. Wajib Pajak Reklamc, PAT, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung 

WaJet menggunakan SPOPD. 

Paragraf l 
Pendaftaran Wajib Pajak 

Bagian Kesatu 
Pendaft.aran, Pendataan dan Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Pasal2 
(1) Jcnis Pajak yang dipungut bcrdasarkan pcnctapan Bupati mcliputi: 

a. PBB-P2; 
b. Pajak Rcklamc; 

c. PAT; 

d. Opscn PI<B; dan 

c. Opscn BBNKB. 

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak 

meliputi: 

a. BPHTB; 

b. PBJT atas; 

1. Makanan dan/atau Minuman; 

2. Tenaga Listrik; 

3. Jasa Perhotelan; 

4. Jasa Parkir; dan 

5. Jasa Kesenian dan Hiburan. 
c. Pajak MBLB; dan 

d. Pajak Sarang Burung Walet. 

- IQ. 

BAB II 
P8MUNGUTAN PAJAK DAERAI I 
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c WnJtb p:ijak Opsen PKB dan Opsen BBNKB rncnggunakan surat 

pendaftaran sesum format yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda Provin I 

melalui knntor sistem adrninlstrasi manunggal satu atap 
d. Wajib Pajak BPHTB mendartor dengan menggunakan formulir pendaftaran. 

(3) ketentuan sebagnimana dirnaksud pada ayat ( I) drkecuahkan untuk Waj1b 

Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah. 

(4) WaJib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf 
d wajib mendaftarkan objek paiaknya kepada Bupati melalui Bapenda dengan 
menggunakan perrnohonan pendaftaran wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari 

scbelum pengambilan dan/atau pernanfaatan serta penyelenggaraan objek 
pajaknya. 

(5) SPOP, LSPOP, SPOPD, dan fonnulir pendaftaran sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara: 
a. mengarnbil sendin ke Bapenda melalui loket pendaftaran; 
b. diperoleh secara online; dan/atau 
c. dikirim oleh perugas Bapenda yang ditunjuk. 

(6) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dan 
dituhs dengan benar dengan rnenggunakan Bahasa Indonesia, jelas, den 
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. 

(7) Pennohonan pendaftaran yang telah ditandatangani wajib melampirkan 
dokumen pendukung sebagai berikut: 
a. untuk PBB-P2 melampirkan: 

1. fotokopi idenutas kependudukan; 
2. fotokopi nomor induk berusaha: 
3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan 

bangunan; 
4. fotokopi SPPT PBB-P2 mduk etau SPPT P88-P2 tetangga objek; dan 
5. rote lokasi. 

b. untuk Pajak Reklame m lampirkan: 
J. fotokopr rdentitas kcpenduduknn; 

2 fotokcpi nomor induk berusaha: 
3. fotokopi NPWP Perusahaan, dan 
4. gambar, isi ringkas reklame, don dcnah lokasi pernasangnn. 

c. untuk PAT melampirkan dokumen: 

https://v3.camscanner.com/user/download


~ Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 4 

(1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran rnelakukan venfikasi terhadap 

permohonan pendaftaran Wajib Pajak. 

(2) Venfikast sebagaimana dimaksud pada a~ at ( 11 dilakukan dengan merneriksa 

kelcngkapan administrasi yang dipersyaratkan 

(8) Permohonan pendaftaran yang ditandatangaru oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampui dengan surat kuasa. 

e. unruk PBJT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kcpendudukan 

2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau 

3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan. 
f. Untuk Pajak MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas kependudukan; 

2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/alau 
3. fotokopi NPWP Perusahaan. 

g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet melampirkan dokumen pendukung 

sebagai berikut: 
1. fotokopi idenritas kependudukan; 

2. fotokopi nomor induk berusaha; dan/atau 
3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan. 

J? 

l. fotol opi idenutae kependudukan: 

2. Iotokopr nomor mduk 1,,.1 usahn: 
3. fotokopi NPWP Perusahaan, dan 

4. ringkasan mengcnai tujuan pengambilan air dan jenis mesin pompa 
yang digunakan. 

ct. untuk BPHTB mr-lampirkan dokumcn pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopr rdentitas kependudukan; 

2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan tanah: 

3. kuitansi jual bell atau perjanjian pengikatan juaJ beli yang diterbitkan 

notaris aiau pejabat pembuat akta tanah; 

4. fot.okopi SPPT dan SSPD/STTS PBB-P2, lunas PBB-P2 5 (Jima) tahun 

terakhir; dan/atau 
5. fotokopi bukti waris atau hibah wasiat dalam hal waris atau hibah 

wasiat. 
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(1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk 

memperoleh, melengkapi, dan mcnatausahakan data objek Pajak dan/atau 

Wajib Pajak, termasuk informasi gcografis objck Pajak untuk kcperluan 

admirustrasi perpajakan Daerah. 

Paragraf 2 
Pendataan dan Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Pasal 8 

13· 

Pasa! 5 
( 1) Terhadnp permohonan pendattaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, 

Bapenda mcnerbitkan Kartu NPWPD clan SPWPD paling lama 3 (tiga) hari 

kerja setelah perrnohonan dinj atakan telah ditcrimn secara lengkap. 

(2) Wojib Pajak yang telah rncndaftnrkan diri den mclaporkan objck pajaknya 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (J), dibcrikan satu NPWPD. 

(3) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kepend ud u kan. 

(4) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk 
berusaha. 

(SJ Kartu NP\VPD dam SPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung 

arau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa 
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

Pasal6 
(ll Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap Wajib 

Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran objck pajaknya 

sebagairnana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1). 

(2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan 

data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda. 

Pasal 7 

Kepala Bapenda menerbitkan nomor registrasi dan NOPD untuk jenis Pajak yang 
memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain: 

a. Untuk PBB P2 diterbitkan NOPD; dan 
b. Untuk Pajak Reklarne, PAT, BPHTB, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang 

Burung Walet diterbitkan nomor registrasi. 
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Pasal 9 

( I) B J)f'ndn melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasr pajak daerah 

ra bcrkaln p.-iling sedikit setiap 3 (tigal tnhun sekali 
fll Pend tnnn d n ek ten ifika · sebagaimana dimaksud pada avat (lJ dilakukan 

tr"rhnd p W u1b Pn;ak). ng berdasarkan data )·any duruliki dan/at.au diperoleh 

Bllpt.nda menunjukkan telah rnemenuhi persyaratan ubJd,uf dan ol>Jckt1f 

(21 Pendntnnn dilakuknn terhntlap: 

,, Untuk l'BB-P2 mehpun seluruh Bum, dsn/atnu Bangunan: 

b. untuk Pnjnk reklnme mcliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi 

pcnempatan, waktu pennynngnn, jangkn waktu pcnyclcnggaraan, jurnlah 
dnn ukurnn media rcklnmc, dnn 

c. untuk Pajak PAT meliputi J nis surnber air, rujuan pengambilan air, dan 
volume nir ynnr. dinmbil dnn/atnu ynng dirnanfaatkan. 

d. Untuk Pa] k OPI ITO meliputi nilni perolehan bum, dan bangunan 
, .. untuk f>BJT berupa: 

I. Mokonnn dan Minumnn mehpuu penjunlan dan/atau penyerahan 
Mnkannn don/ntau Minumnn 

2. Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pcngguna 
khir. 

3. Jn P rhot<"lnn meliputi ja n penyediaan akornodasi dan fasilitas 
penunjangnya, rta penyewnnn runng rapat atau pcrtcmuan pada 
penyedta Jo a Pcrhotelan 

4. Jn Pniktr meliputi P nyedinan atau penyelenggaraan ternpat pa.rkir; 

d n/atnu peln.rannn memarkirkan kendaraan (parkir ualeq 

5 Ja man dan ff iburan melipun penyelenggaraan kcsenian dan 
hiburan di Daerah. 

(. untuk Pajnk MBLB meliputi kegintan pengambilan MBLB. 

ii Untuk Pajak Sarnng Burung Wale: meliputi kegiatan pcngambilan 
d n/otnu pengu h n r ng burung walet. 

(3) Petuga pend taan h rus mrmHiki surut tugas yang diterbitkan olch kepala 

Bnpenda. 
(4) llnsil pendatenn oteh pctugaa dimuat dnlnm Berita acorn yang 

chtandantnngnni ol h Pctugn, p-ndatnan, Wojib Pajak yang didata, dun Ketua 

RT atnu Kepala De . 

• J 4. 
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J 12 

(l) Permohonan penghapu n NPWPO bagoimana dimuksud dal m Posa) 61 

B)Dl (2) huruf dil4kukan oleh W1 Jib P jak dengan menyampaikan 
pcnnohonan seeara tertulis, 

(2) r rmohonan secara tertuli sebagaunnna dimaksud pad ay t ( 11 harus 
n menuhi persyaratan srbftgal berikut: 
a. tu su t permohcnan unruk l ( tu) WoJ1b PaJ k; 

b d ukan ra tertuhs dalam baha Indonesia; 
c, <WlJU • n l.zpa.d Bupan me lu1 Kepaln Bapenda: 

d dilAm ri Kanu , 'P\\'PO dan/ u SP\1.'PD ~ ng daaJul• n penghapu n: 

_____ mum dunaksud pnda a) ot ( l I ditnkukan 

P, rngraf 3 
Pen pu n PWPD 

Po I l l 
'PWPO d u n rerh d p W&1J1b Pajak )Wlg sudah tidak 

uin ll)C'ktar d n/ t u objtktJf eesuai dengan kctentuan 

· undan n d1 but ng per~ k n daeruh, 

dn O) t ( l) dapat dilakukan: 
1h wan n)a, tau pennnggung pajak: 

( l) Penghapu 

meroenuh! 

(2) pu 

J 
lAU 

b. 

(31 

n 

-15 

uai dengan ketentuan perundnng-undangan perpajakan daerah dan belum 

mend ftarkan diri untuk diberiknn NP\\'PO. 

(3) Pendataan dan ekstensifikasi sebagnimana dimaksud pada aynt 11) 

dilaksanakan dengan cara: 
a. mcndntangj Wnjib Pl\jak dt lokusi WaJtb Pajak: atnu 
b. mengirimkan surat irnbauan kepadn WaJib Pajnk. 

P,1Sal 10 
( 11 Dalam hal pendataan d n ekstensifikasi dilakukan dengan cam mengirimkan 

surat imbauan se gairnana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (3) huruf b. Wajib 
Pajak harus memberiknn tangg pan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
surat imbau n ditenrna. 

(2J Tanggapan ba iman dimnksud p. do O), t (1) adnlah Wajib Pajak telah 

mendaf rkan dm untuk memperoleh NP\\'PO. 
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'P\\'PD: 

b. udak ten! 

n ha il pemeriksaan terdapai rekomendasi penghapusan a. 

Paool 13 
111 D rn mcmbenknn kcputu 1 at.n permohonan penghapusan Wajib Pajak 

} ng d' mpniknn olch W ~tb P J k, l\e la Bnpcndn mernpernmbangkan: 

a. tun n jnk; dan 
b. pro drrum trauf berupa: 

1. pembetulan; 
2. I tnn. 

3. penguran dmini r uf, pengurangan atau pembetulan surat 

k.el t pan p.'lJ k, pengur f18110 u pembetulan STPD; 

4. gu t n; 
5. banding; dan 
6. pcnmjau n k mbali, 

(2) Kepuiusan ht gnimana dunakaud pn.d~ ayut ( 1) dupat bcrupa penerbitan 

Surat Keputu n Penghapusan NPWPO atau penerbit n Surat Penolakan 

P ngh pus: n l'\PWPD. 

(3) Sumt Kc-putusan Penghapusan NPWPD eebagaimane dimaksud pada O)Ot (2) 

ditertntkan datam hal; 

16- 

e. dilnmpiri dokumen pendukung sebagai berikut: 
1. surat I eterangan kernatian ntau dokumen scjcnis dari instansi yang 

erwenang, untuk WRJib Pajak yang meninggal dunia: 

2. dokumen yang m nyatnkan bahwa Wajib Pajak telah mcninggalkan 

lndoncsia untuk selama larnanya, untuk Wajib Pajak yang 

meninggalkan lndonesm selama lamnnya: 

3. aumt pernyntann mcngenm kepcrmlikan NPWPD ganda den fotokopi 

semun kartu NPWPO yang dirniliki, untuk Wujib Pajak yang merniliki 

lebih dari satu NPWPO untuk objek pajak yang same: atau 
4. dokumen y ng menunjukkan bahwa Wujib Pajak Badan tclah 

dibubarkan, pcrti aktn pembubarnn badan yang tclah disahkan olch 

in tansi berwenang suai dcngon kctcntuan peraturan pcrundang­ 

und ngan. 
f. surai pcnnohonan ditnndatangnn. oleh WnJtb Pajak atau ahli warisnya. 

tau pen nggung pajak. 
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PasaJ 14 
Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diketahui: 
a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan 
b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Wajib pajak 
dapat mengajukan kembali perrnohonan penghapusan NPWPD dan 
permohonan tersebut dianggap sebagai pennohonan baru. 

c, tcrdapat tunggakan pajnk tctapi: 
1. pcnagihannya sudnh kedaluwnrea: 
2. \\'aj1b Pajak mcninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan chm 

tidak rnernpunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat clitcmukan; atau 
3. Wajib Pajak tidak mernpunyai harta kekayaan: 

d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b. 

(4) Surat penolakan penghapusan NPWPD sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

ditcrbitkan dalam hal: 
a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak 

melakukan penghapusan NPWPD; atau 
b. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan 

NPWPD, namun: 
1. terdapat tunggakan pajak; dan/ atau 
2. terdapat proses hukum atau proses adrninistratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b. 
(5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal 

pennohonan diterima secara lengkap. 
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui 

dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), perrnohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan 
Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

berakhir. 

17- 
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Pasal JS 
(1) Kepala Bapenda menctapkan pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (11, dcngan menggunakan SPPT dan SKPD. 

(2) SPPT diterbitkan untuk menctapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP 

dan/atau LSPOP. 

(3) SKPD diterbitkan untuk menetapkan PBB-P2 terutang apabila: 

a. SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah 

diberikan surat teguran secara tcrtulis. 

b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang 

terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP 

dan/atau LSPOP. 

(4) SKPD diterbitkan untuk menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang. 

(5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) 

hari kalender setelah berakhir masa pajak. 

(6) SPPT dan SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4). diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda. 

Pasal 16 

(1) SPPT untuk PBB-P2 diterbitkan berdasarkan penilaian PBB-P2 dan 

perhitungan NJOP yang ditetapkan Bupati. 

(2) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap Nilai Sewa RckJame yang diperoleh dari: 

a. nilai kontrak reklarne dengan pihak ketiga; atau 

b. penghitungan sendiri nilai sewa reklamc dengan memperhatikan faktor 
jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu 
penyelcnggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. 

(3) SKPD untuk PAT diterbitkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap Nilai 

Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor jenis 

surnber air, lokasi sumher air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, volume 

air yang diambt.1/dimanfaatkan, kualitas air dan tmgkat kerusakan lingkungan 

yang diakibatkan oleh pengambiJan dan/atau pernanfaatan air. 

(4) SKPD harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. 

Bagian kcdua 
Penetapan Bcsaran Pajak Terutang 

- 18- 
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Pasal 19 
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan 

rnenyerahkan SSPD dan/atau SPPT/Sh'.PD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD yang 

Bagian Ketiga 
Pembayeran den Penyetoran 

Pasal 18 
(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib 

Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/ a tau 

informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum 

dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD untuk Masa Pajak sebelum 

dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila sctelah penghapusan NPWPD 

diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban 

perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(3) SKPD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sete1ah saat terutangnya pajak, atau 
berakh.imya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya 
yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan 

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(4) SK.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu 
mengaktifkan kernbali NPWPD yang te1ah dihapus. 

- 1 (). 

(5} \ot.1 penghitungnn scbagnirnnnn dirnnksud padn avnt (4) dibunl 1 rein irkan 

lnpomn hasil penclitian, lupomn hasil Pcmeriksann, lnpornn hasil perneriksann 

ulang, atau lt\J>Oran pemeriksaan bukti permulann. 

Pnsal 17 
(l} S"PD harus disarnpaikan kepada Wajib Pajak. 

(2} Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada nynt (I), dapat 

dilakukan: 
a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat: 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat: atau 
d. rnelalui clektronifikasi. 
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')() 

~u<l h <Iii~, ch ngnn l<'nRkHp Jee n1111k ntn11 t,·mpat lnin vung ditunjuk oleh 
nup,\li. 

(..!) l't'ml~\\'.ll,tn ntnu pcnvotomn pnjnk m•hap,nimnnn dimaksud pacln nvat '11 
menvosuruknu dcngnn nominal yang tertern pada SSPD don/nt~1u 
SPPT/SKPD/SKPDKD/SKPDKl3T / STPD. 

(3) Pcmbwamn atau penyetornn Pajak sebagnimnna dimaksud pada ayar I I J 

dilakukan melnlui sistcm pembaynran berbasis elektronik, 

(4) Dnlam hnl sistcrn pcmbayarnn berbasis elcktronik bclum tersedia. pernbayarnn 

atau pcm ctornn Pajak dapat dilnkukan melalui pernbayaran tunai ke Bank 
atnu ternpat lain yang ditunjuk. 

(5) Pcmbayaran PBB-P2 yang dilakukan rnelalui jaringan elektronik bank 

dianggap sah apabila Wajib Pajak telah mcnerima bukti pernbayaran dan Lelah 
rnendapatkan validasi oleh Bapenda. 

(6) Bank atau tcmpat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

Pasal 20 

(1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama: 
a. PBB-P2 yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT: dan 
b. Pajak Reklame dan PAT yaitu 1 (satu) buJan sejak tanggal pengiriman 

SKPD. 
(2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang 

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib 
Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet paling lama 
1 O (sepuluh) hari kerja setelah bcrakhimya masa Pajak. 

(3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikcnakan sanksi 
administratif berupa bunga keterlambatan bayar sebcsar 1 % (satu pcrsen] per 
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor. 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pernbayaran sampai dengan tanggal 
pernbayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan 
menggunakan STPD. 
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Pasal 21 

(1) Terhadap pernbayaran atau penyetoran BPHTB dilakukan penelitian SSPO 
BPHTB. 

(2) Penelitian SSPD BPHTO rneliputi: 

a. kesesuamn 1 'OPD ) ng dicantumkan dnlarn SSPD BPHTB dengan NOPD 

yang tercanturn: 
1. dalarn SPP'T atau bukti pembaynran PBB-P-2 lainnya; dan 

2. pada ba i datn PBB P2; 

b. k • uaian a 'JOP Bumi per met r persc•gi yang dicantumkan dalam SSPD 
BPHm dengan • '.JOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

c. ke: sunian 'JOP Bangunan per m -ter persegi yang dicanturnkan dalam 

SSPD BPHTB dcnw n NJOP Bongunnn per meter persegi pada basis data 

PDB· P?.; 

d. kcbenarnn penghitungan OP} ITB ) ng meliputi nilai perolehan objek 

pajak, 1 'JOP, NJOP tidak kenn pajak, tnrif, pengenaan atas objek pajnk 

tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; 

e. kebenarnn penghitungan BPHTB yang disetor, tcrmasuk besarnya 

pcngurangan ) ang dihitung sendiri: clan 

r. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecunlikan dari 
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

{3) Objek pajak tertentu bagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf d rnehputi 
perolehan hak karena \• aris clan hi bah wasiat. 

(4) Knteri..-i pengecualian objek BPHTB bagj masyarakat berpenghasilan rendah 

srbagajill.'lne dimaksud pada ayat t l I huruf f yaitu untuk kepernilikan rumah 

pertama dengan kriteria tertenru ~ ang drtetapkan oleh Bupau 

-21- 

(4) Pembayaran atau penyetoran BPI ITB atas perolehan Hak atas Tanah dnn/atau 
Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak dan paling 

lam bat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. 
(5) Apabila terjadi perubahan atau pernbatalan perjanjian pcngikatan jual beli 

sebelurn ditandatanganinya akta jual beli mcngakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mcngajukan 

perrnohonan pengembalian kelebihan pcmbayomn BPHTB; atau 
b. jumlah BPI ITB kurang dibayar, Wajib Pajak mclakukan pembayaran 

kckurangan dimaksud. 

------------~~-~~----~--------~-- ---- 
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PasaJ 24 

l l) Bank atau ternpat lain yang dirunjuk wajib melirnpahkan seluruh saldo 

rekcning penenmaan pernbayaran Pajak Daerah kc Rekening Kas Umum 

Dacrah pada seuap akhir hari kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
n untuk penerimaan pembayaran Pajak Dacrah sampai dengan pukul 15.00 

WtTA dilimpahkan pada akhir han kerja yang bersangkutan; 

Pasal 23 

Bapenda melakukan monitoring terhadap data pernbayaran don pelaksanaan 
pemungutan pajnk daerah melalui sistem mformasi administratif perpajakan 

daemh. 

-22- 

(SJ Kriteria tcrtentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan 

kebijakan pernberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi 

rnasyarakat berpenghasilan rendah. 

(6) Proses Pcnelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kcrja sejak diterirnanya secara lengkap 

SSPD BPHTB untuk Penelitian di ternpat. 

(7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 3 (tiga) hnn kerja sejak diterimanya secara lengkap 

SSPD BPHTB untuk Penelitian lnpangan. 
{8) Dalarn haJ berdasarkan hasil Penclitian SSPD BPHTB sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) jurnlah paja.k yang disetorkan lcbih kecil dari jumlah pajak 

terutang, Wajib Pajak wajib mcrnbayar selisih kckurangan tersebut, 

Pasal 22 
( 1) Bank ntau tempat lain yang duunjuk mernberikan validasi dan diparaf oleh 

petugas pada lernbar SSPD scoog-_'li bukti telah menerima pembayaran pajak. 

(2) Setelah melakukan vahdasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain 

yang ditunjuk m n) rahkan SSPO kepeda WnJtb Pajak. 
(3) WaJib P jak menyirnpan SSPD lernbar kc 1 ( atu] dan kc 2 (dua} dan 

rncnyerahkan lcmbar ke 3 (Ugttl clan kc 4 [empat] kepada Bapenda. 
(4) Bnnk atau temper lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi 

pcnerimaan harian Pajnk Daernh dan rekon 1liasi internal atas penerirnaan 

PnJnk Daerah. 
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Pasal 25 

(1) Bapenda rnelakukan rekonsiliasi clalam rangka pencrimaan pajak daerah yang 

terdiri dari: 

a. rekonsiliasi data transaksi; dan 

b. rekonsiliasi penerirnaan Pajak Daerah. 
(2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang 

tertera dalam SSPD atau SPPT/SKPD/SKPDl<B/SKPDKBT/STPD dengan data 

pada sistem infonnasi adrninistratif perpajakan Daerah. 
(3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir han kerja 

layanan bcrsangkutan antara Bapenda dengan Bank atau tempat lain yang 

ditunjuk. 

(..J) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda 
bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan 

tersebut dan dituangk.an dalam berita acam. 

(5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kegiatan pencocokan penenmaan pendapatan daerah 

antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau larnpiran rincian 

transaksi dengan dokumcn pernbayaran SSPD dan/atau 

SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT /STPD. 

(6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan sccara bulanan paling 

Jam bat tanggal IO pada buJan berikutnya. 

(7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data \HlJJb 

pajak, Bapenda bersama Bank atau ternpat lain yang ditunjuk, Bank Rekening 

kas Umum Daerah, dan SKPKD menyelesaikan perbedaan tersebut clan 

dituangkan dalam berita acara. 

23 
b. untuk penenmaan pembnynran Pajak Daerah setelah pukul 15.00 WIT/\ 

dilirnpahkan paling lama 1 (satu] hari kerja terhitung sejak uang kas 

tersebut diterima: clan 

c. untuk penerirnaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari 

kerja berikutnya. 

(2) Bank atau ternpat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerah 

mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/ a tau rekening koran 
dan/atau lampiran rincian transaksi alas pcnerimaan pajak daerah per jcnis 

pajak daerah ke Bapenda. 
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Pasal 28 

( J) Pembukuan atau pencatatan harus mencenninkan kcgiatan usaha yang 
sebenarny a dcngan menggunakan satuan mata uang rupiah. 

Pasal 27 
( 1) Wajib Pajak wajib melakuknn pernbukuan atau pcncatatan secara clektronik 

dan/atau non elektronik yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit 
Rp4.800.000.000,00 (ernpat rnilyar delapan ratus juta rupiah) per tahun, 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip 
pcmbukuan yang berlaku secara umum. 

(2) Wnjib Pajak \hjab yang melakukan pembukuan atau pencatatan secara 
elektronik dan/ tau non clektronik .) ang rnelakukan usaha dengan omzet cli 

bawah Rp4.800.000.000,00 [empat milyar delapan ratus juta rupiah) per 
tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pernbukuan, akan tetapi tetap 
diwajibknn menyelenggarakan pencatamn nilai peredaran usaha yang menjadi 
dasar penghitungan Pajak. 

(3) Kewajiban pernbukuan sebagaimnna dirnaksud pada oyat ( 1) dan kewajiban 
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) udak berlaku untuk wajib 
pajnk P13JT jasa kesenian do.n hiburan yang bcrsifat insidcntil. 

(4) Pembukuan otnu pencatatan harus diselenggarakan dengan mempcrhatikan 
iktiknd baik dan mcncenninkan keadaan atau kcgiaian usaha yang 

sebenarnya. 

Paragraf 1 
Kewajiban Pernbukuan dan Pencatatan 
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Pasal 26 
Dalam hal terjadi gangguan sistern antara Bank atau tcmpat lain yang ditunjuk 
rnaka Bank atau ternpat lain yang ditunjuk melakukan pclayanan pencrimaan 
pernbayaran Pajak Daerah secara offline dcngan memberikan nomor transaksi 
bank. dan didaftarkan untuk mendapatkan nomor transaksi pcnerimaan Daerah 
scielah sistcm kcmbah normal. 

Bagian Kecmpal 
Pelapomn 
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Pasal 30 

(1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pernbebasan dari kewajiban 
pencatatan yang disampaikan oleh Waj1b Pajak, Kepala Bapenda 

mcmpcrtimbangkan: 
a. bentuk usaha yang djjalankan; 

b. kernampuan rnanajerial dari usaha yang dijalankan: dan 

c ornzet usaha. 
(2) Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa penerbitan 

Sumt Keputusan Pernbebasan dari Kewajiban Pencatatan atau pcnerbitan 

Surat Penolakan Pernbebasan dari Kewajiban Pencatatan. 

-25 

(2) Pcncatatnn sebagnimnnn dimnlcsud dnlam Pasal 27 nyat (2) dibuat secara 

teratur seuap hari bcrdasarkan tanggal, jerns transaksi clan nilai transaksi 

sesuai dengan pcnggunaan bon pcnjunlan atau nota mesin register. 
(J) Dalarn hill Wajib Pajak mernberikan diskon atau potongnn harga atau namn 

lain yang sejenisnyn dan harga juul yang berlaku, pernbcrian tersebut wajib 

dicatat dalnrn pernbukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pernbayaran. 
(4t Pcmbukuan atau pencatatan scbagaimana dirnaksud pada R)Rl (1) <lan 

dokurnen yang mcnjadi dasar pernbukuan atau pencatatan, seperti ban 

penjualan atau mcsin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang 

\\ ajib disimpan selama 5 (hma) tahun. 

Pasal 29 
( 1) Dalam hal Wajib Pajak tidak marnpu menyelenggarakan pencatatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Wajib Pajak dapat 
mcngajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban mcnyclenggamkan 

pencatatan. 
(2) Pennohonan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut; 

a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wn.J1b Pajak; 

b. diajukan secara terrutis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kepada Bupati melolui Kepala Bapenda; 

d. dilampin fotokopi Kartu NPVlPD: 

e. rnembuat uraian berisi alasan ynng mendukung permohonan; dan 

f. surat permohonan ditandatangani olch Wnj1b Pajak, dan dnlrun hat sumt 

perrnohonan ditandat.angani oleh bukan Wajib Pajak harus dilarupiri 

dcngan Surat Kuasa. 
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PasaJ 31 
(1) Wajib Pajak PBJT atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, dan 

jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan dan jasa parlor 
wajib mengguna.kan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang 
menjadi Objek Pajak Daerah. 

(2) Bon penjualan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan 
terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak 
terutang. 

(3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat 
insidentil, kewajiban penggunaan bon penjuaJan diganti dengan kewajiban 
penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda. 

(4) Kewajiban pcnggunaan bon penjualan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan 
pembebasan dari kewajiban pcncatatan. 

Pasal 32 

(1) Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayat (I) paling sedikit 
tcrdiri dari 3 (tiga) rangkap: 
a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak; 
b, lernbar kedua, untuk Subjek Pajak; dan 
c. lembar ketiga, untuk Bapenda. 

(2) Bon pcnjualan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) paling kurang mernuat: 

a. narna dan alamat Wajib Pajak; 
b. tanda atau logo Wajib Pajak; dan 

Paragraf 2 
Kewajiban Penggunaan Bon PenjuaJan 
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(3) P<·1w1 bitan kcputusun scbagnimann dimnksud pada ayar (2) dilakukan dalarn 

jnngkn wnktu paling lama 1 (satu) bulan y,mg dihitung sejak tanggal 

permohonan ditcrima sccara lcngknp. 
Hl \p1l>iln jnngka waktu scbagairnana dimaksud pada ayat (3) telah tcrlampaui 

dnn Bapcnda tidak mcnerbitkan kcputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kcpala Bapenda 
rnenerbitkan surat keputusan pembebasan dari kcwajiban pencatatan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) bcrakhir. 
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, . uomm hon p,•nj1111l1111 r1111g tlll>1111I •,, ur u bcrur utnn dirnulai dari n<)m!Jr 

11t 111 t1•1 l<,•1·il 1111p11i, 11111~ 11•1lw1111 

(3) 'I' rli n 1/1><•tfo1 i tilu t/lmH'I' pen ,•h n1.m11rnn11 j1wa ke enlnn ,fan hiburan 
111ii h<•t :;ilnt i11• 1d,•111 ii r.c·h:w11i111a1111 dlrnak IHI dularn Pa is 11y: l n, 

dil ,lrnl nn dc•nu.1111 11u•11i~n111lmn permohouan tcrlltli kepada Kepala Bapenda 

th ngnn mek ngl npi JW• vm 111111 pali111~ kurnng lmgni berikut: 
n. lotokopi Km tu NPWPI); 

b. dattru til«·t/knrc.H yang ukan dilt•r,alisn,;1/pr rfora n: dan 

c. membawn tikct/lmrd• yung akan clilcg,'lllb<t• 1/p, rforasi. 

Pnsal 11 
( 1) Untuk mengnntiaipasi perkernbangan teknologi informa i dalarn rangka 

mempercepnt pelnyanun pcmbayarnn, Wajib Pajak dapat rnengajukan 

pcrmohonan untuk dibebanknn dari kewajiban rnelakukan Jcgalisasi/perforasi 

rikct j'knrcis scbagnimana dirnnksud pada Pasal 31 ayat (3) 

(2) Pcrmohonnn sebagairnana dirnaksud pada ayat ( I J harus memenuhi 
pcrsyarntan sebagai bcrikut: 

a. surat permohonan Wajib Pajak; 

b. diojukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
c. diajukan kcpada Bupati mclalui Kepala Bapcnda; 

d. dilarnpiri fotokopi Kartu NPWPD; 

e. dikemukakan alasan yang mcndukung permohonan pembebasan dari 

l<cwajiban 1cgalisasi/ perforasi: 
f. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha 

beroperasi atau sebelurn penggunaan peralatan komputer atau mesin kas 

register. 
g diJampiri dokumcn pcndukung sebagai bcrikut: 

J. Surat pemyataan bcrmctcrai cukup yang menyatakan bahwa: 

a) Wajrb Pajak tetap mcnyelenggarakan pcmbukuan atau pencatatan; 

dan 
b} Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyirnpan data transaksi paling 

singkat 5 (limn) tahun: 
2. Spesifikasi dan sistern atau rnesin transaksi pernbayaran rneliputi jenis, 

tipe, dan tahun pernbuatan: dan 

h. mekanisrne kerja Sistern Pengendali lntcmnl. 

').'/ 
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l. surnt permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan Waj1b Pajak harus dilarnpiri 
clengan Surat Kuasa. 

(3) Berdasarkan pcnnohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kcpala 
Bapenda mencrbitkan Surat keputusan pernbebasan dari kcwajiban 
legalisasij'perforasi tikct/karcis atau penerbitan surat penolakan pernbebasan 
dari kewajiban legc'\.lisasi/ pcrforasi tiket/karcis. 

(4) Pcnerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan daJam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal 
pcrmohonan diterima secara lengkap. 

(SJ Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui 
dan Bapenda tida.k menerbitkan keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat 

(3), pennohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan 
surat keputusan pembcbasan dari kewajiban legalisasi/pcrforasi dalarn jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berakhir. 

(6) Senap Wajib Pajak diwajibkan mernbuat rekapitulasi transaksi pembayaran 
dari sistem kornputerisasi atau mesin kas register sccara urut dan teratur 

sebagai lampira.n pada penyarnpaian SPTPD. 
Pasal 34 

( 1 J Dalam setiap transaksi Wnjib Pajak menggunakan bukti transaksi pcnjualan. 
(2) \VaJtb Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin 

transaksi pernbayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau 
mesin transaksi pembayaran kepada Bopcnda dalam jangka waktu l x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat tcrjadinya kerusakan. 
(3) Sclruna terjadinya kerusakan sistern kornputer atau mesin tmnsaksi 

pembayaran, \Vajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(41 Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapcnda dapat memberikan 
sanksi adrmmstratif 
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Pnnnl J5 
(I) ~rti:1p Wn,.11h Pn1,lk untuk 11•ni~ I 1jnl ynnn dipu111;111 berdasarkan perhitungnn 

. .t•nd11 t oh h WOJ•h Pnjak hngnimun11 dimnlrsud dnlnm Paru,J 2 ny I (:I.), wnJth 

mcnghitung dnn mclnporl nn · ·ncliri pujnk ynng tcrutang dcngan 

m<'nr~unnknn SPTPD. 
(2) lwt<'ntunn scbagaimaua dimaksud parla ayat ( 11 tidnk herlnku uni uk WnJ1b 

Pajak BPI ITB. 

(3l WnJib Pajnk r3Pl ITO mcnghitung dan mclaporkan sendiri pnjak yang tcrutang 
dengan menggunakan SSPD BPI ITB yang dipersamakan dengan SPTPD. 

Pasal 36 

( 11 Penyampainn SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (I), 

dilakukan pahng lama 15 (limn be las) hari kerja setelah berakhimya mesa 

pajak. 

(2) Kepala Bapenda melakukan Penehtian atas SPTPD yang disampaikan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 35 ayat (1). 
(3) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rneliputi: 

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal 

pclunasan dalam SSPD: 

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 

c. kebenaran penulisan. penghitungan, dan/atau administrasi lainnya. 

(4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, 

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. 

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah 

kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa 

bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang 

dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh em pat) bu Ian serta bagian dari 

bulan' dihitung penuh 1 (satu] bulan. 

(6) Dalarn hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari \Vajib 

Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan 

Pemeriksaan. 

Pm •H1ll f • , 
l'<'mn1111 amn 81"''1 Pl> 
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(1) SPT'PD paling scdikit rnernuat: 
a. jenis Pajak Daerah; 

b. narna Wajib Pajak dan NPWPO; 
c. masa Pajak yang bersangkutan; 

d. jurnlah dasar pengenaan Pajak; 
e. jumlah Pajak yang terutang; dan 
f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. 

(2) SPTPD PBJT Jasa perhotelan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), juga memuat data mengenai: 
a. golongan/kelas hotel; 
b. tipc dan jumlah kamar yang dirniliki; 

c. tarif kamar; clan 

d. tingkat hunian bulanan. 
(3) SPT'PD PBJT Makanan dan/atau minuman selain berisi data sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1). juga memuat data mengenai: 
a. jurnlah meja makan dan kursi; 
b. hari dan jam operasi; 
c. ketersediaan layanan pesan antar: dan 
d. rata-rata jumlah pengunjung harian, 

(4) SPT'PD PBJT jasa kesenian dan hiburan selain berisi data sebagaimana 
dtmaksud pada ayat [l], juga memuat data mengenai: 
a. jcnis/golongan hiburan yang diselenggarakan; 
b. menggunakan kas register; 

PasaJ 38 

30- 

Pasal 37 

( l) Untuk keperluan pcnyampaian SP'T'PD atau SSPO BPIITB, Wnjib Pajak dapat 
mcminta keterangnn secara tertulis kepada Bapcnda atau berkonsultasi 
melalui petugas pnda tempat pelayanan Pajak Daerah rnengenai dasar 
pcngenaan dan/ntnu penghitungan pajak yang terutang. 

(2) Keterangan sebagnimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan datam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja scjak perrnintaan Wajib Pajak 
diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 ). 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas 
waktu penyampaian SPTPD. 
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c. mengadakan pcmbukuan/pencetakan; dan 

d. mengadakan bon. 

(5) SPTPD PBJT Tenaga Listrik Penerangan Jalan PLN selain berisi data 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1), juga memuat: 
a. jumlah keseluruhan pelanggan dan masing-rnasing golongan tarif. 
b. data jumlah pelanggan dan KWH pemakaian. 

(6) SPTPD PBJT Tenaga Listrik Penerangan JaJan Non PLN sela.in berisi data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). juga memuat data mengenai: 
a. jenis dan kapasitas terpasang mesin pembangkit listrik: 

b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik; 
c. jumlah jam penggunaan mesin pembangkit; dan 
d. faktor daya (Cos e). 

(7) SPTPD PBJT Jasa Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1). juga memuat data mengenai: 
a. tarif dan kapasitas parkir: 
b. hari dan jam operasi; dan 

c. jumlah parkir harian. 
(8) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jurnlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 
(9) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

termasuk potongan harga park:ir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 
kepada peneri ma jasa parkir. 

(1 O) Perhitungan Pajak Parkir bagi penyelenggara parkir cuma-cuma sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) tercantum daJam lampiran, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
PasaJ 39 

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda atau 
ternpat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/ melaporkan secara clektronik melalui 
sistem informasi administratif perpajakan daerah. 

Pasal 40 
(1) SPJ'PD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib 

Pajak serta disampaikan kc Bapenda. 
(2) Dalam hal SPTPD ditandatangani ol h kuasa Wajib Pajak. SPTPD harus 

dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bldang perpajakan. 
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(3) Pcnandatangannn SPTPD dilakukan dengan cnra: 

a. tanda tangan biasa: 
b. tanda tangan stempel; atau 

c. tanda tangan elcktronik; 

(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan 

huruf c mernpunyai kekuatan hukum yang sama. 

Pasal 41 

( 1) Penyarnpaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; 

dan/atau 
d. rnelalui elektronifikasi. 

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri: 
a. data atau dokumen yang menjadi dasar peoghitungan pajak terutang; 

b. SSPD lembar 2 (dua) yang telah divalidasi. 

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a 

diberikan bukti penerimaan. 

(4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPf PD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dan huruf c clianggap sebagai bukti penerimaan 

sepanjang SPf PD tersebut lengkap. 

(5) TanggaJ pengirirnan surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan 

sepanjang SPTPD tersebut lengkap. 

Pasal 42 

( 1) SPf PD dianggap tidak disarnpaikan apabila: 

a. SPf PD tidak ditandatangan.i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(l); dan 

b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayar (2). 

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhirung sejak 

SPTPD tersebut diterima, 
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Pnsal 43 

( 1) Apabila SPTPO tidnk disarnpaiknn dalnrn jangka waktu penyarnpaian, Wajib 

Pajak dikcnai sanksi ndmmistratif berupa derula. 
(2) Sanksi admiuistrnsi berupa denda sebagairnana climalcsud pada ayar { l) 

ditetapkan dengan STPO dalarn satuan rupiah untuk setiap SPTPO. 

(3) Sanksi adrninistrasi berupa denda sebagairnana dimaksud pada ayat {I) tidak 
dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar. 

(4) Knteria keadaan kahar sebagairnane dimaksud pada ayat {4) meliputi: 

a. bencana alarn: 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/atau 

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 
Pasal44 

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah 

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat KepaJa 

Bapenda belum melakukan tindakan: 
a. penyarnpaian surat pernberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, 

kuasa. pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; 

a tau 
b. penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

c. Pernyataan tertulis dalam pernbctulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada ternpat yang telah 
disediakan daJam SPTPD yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang 

bcrsangkutan membetulkan SPTPD. 
d. pernbetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum 

kadaJuarsa penccapan. 
e. dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan 

utang pajak menjadi lebih besar. kepadanya dikenai sanksi adrninistratif 

berupa bunga sebesar 1 % (sat u persenl per bulan atas jumlah pajak yang 

kurang dibayar, dfhitung scjak jatuh tempo pernbayaran sarnpai dengan 

tanggal pembayaran unruk jangka waktu paling lama 24 [dua puluh empat] 

bulan sena bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satul bulan. 
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Pasal 45 
11) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 

a. kesesuainn NOPO yang dicantumkan dalarn SSPD BPHTB dengan NOPD 

yang tercamum: 
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan 
2. pada basis data PBB-P2; 

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalarn SSPD 

BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter pcrsegi yang dicanturnkan daJam 

SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data 
PBB- P2: 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, 

NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertenru. 

dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya 
pengurangan yang dihitung sendiri; dan 

f. kesesuaian kriteria objek pajak terteruu yang dikecualikan dari pengenaan 

BPHTB. tennasuk kriteria pengecuaJian objek BPHTB bagi rnasyarakat 

berpenghasilan rendah. 

(2) Objek pajak tertenru sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi 

perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. 

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepernilikan rurnah 

pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan olch Bupati. 

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan 

kebijnkan pernberian kemudahan pembangunan dnn perolchan rumah bagi 

rnasyarakat bcrpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 
menyclenggarakan Urusan Pernerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

pcrumahan rakyat 
(5) Proses penelitran atas SSPD BPI ITS sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) 

dilakukan paling lama I [satu] han kerja sejak diterirnanya secara lcngkap 

SSPD BPHTB urnuk penelitian di ternpat. 

Baginn Kclirnn 
Penelitian SSl-'D BPHTB 

-34- 
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1. mernberikan Nomor Registrasi Formuhr SSPD BPHTB yang terdapat pada 

sisi kanan ates formulir SSPO BPHTB, dan mencatat dalam buku register. 
Pcmberian Nomor Registrasi dibcrikan berdasarkan nomor urut 

pcrmohonan, dengan struktur kodevikasi nomor urut permohonan 6 

[enarn] angka drmulai dengan 000001; 

2. mencocokan NOP yang dicanturnkan daJam SSPD BPHTB dengan NOP 

yang tcrcantum dalam Forokopi SPPT dan STI'S/Struk ATM Lunas 

pernbayaran PBB. 
3. mencocokan NJOP Bumi dan Bangunan permeter persegi yang 

dicanturnkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi clan Bangunan 

permeter perscgi pada basis data PBB. 

4. rnenelni kebenaran perhit ungan PBB vang mchputi komponen: 

a. Nil.u Perolehan Objek Pajak ; 

b. NilOJ Perolehan Objek Pajak Tidnk Kena Pajak; 

c. Tarif; 
d. Pengenaan atas Objck Pajak tertentu: 

e Besarnya BPtfTB) ang terurang: 

f. Besarnya BPI ITB ) ang harus dibayar. 

cam: 

35- 
(6) Pro -s Peneluinn ams SSPD BJ>llTR sebagaimana dimaksud pada ayat fl) 

dilakuknn pnhng larnn 3 (tiga) hori keJJO sejak diterimanya sccara lengkap SSPD 
BPI ITB untuk pcneliuan lapangan, 

(7) Dnlarn hat berdasarkan hnail penelitian SSPD OPHTB sebagaimana dimaksud 

pada avat (1) jumloh PAJAI< yang disetorkan lcbih kccil dari jumlah pajak 

tcrutnng, \VaJ1b Pajak wajib rnernbayar selisih kekurangan tersebut. 

Pasal 46 
Mekanisme validasi atau pcnelitian SSPD BPI ITB adalah sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak mengisi pcnnohonon validasi atau penclitian SSPD BPHTB yang 
mcliputi: 

1. formulir SSPD BPJ lTB; 

2. fotokopi idcntitas WaJib Pajnk (KTP); 

3. fotokopi NPWP (bila ada); 

4. fotokopi SPPT dan STTS/Struk ATM tunas pembayaran PBB dan tidak 

merniliki tunggakan. 

b. Petugas validasi SSPD BPHTB menindaklanjuti pcrmohonan validasi dengan 
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5. mcneliti kcbcnnran pe: hitungan BPI !TB ynng disetor, rermasuk besarnya 
pengurangan yang cl1hllung sendiri bila ada. 

c Penghitungnn pcmbayaran BPHTB telah sesuai dengan rumus sebagai berikut: 
NPOP NPOPTl<P x Tarif 5%. 

~POPTKP sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama Wajib 
Pajak; 

NPOPTKP sebesar Rp300.000.000,00 untuk hibah wasiat atau waris; 

NPOPTKP sebesar Rp320.000.000,00 untuk warts sesuai adaL 
d. Apabila tahapan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

telah dilaksanakan, petugas memberikan forrnulir SSPD BPHTB dan 

larnpirannya kepada Wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran ke Bank 
penenma pembayaran. 

c. Setclah wajrb pajak melakukan pembayaran akan mcndapatkan validasi Bank 

pencnma dan akan mcndapatkan NTPD (Nomor Transaksi Penerimaan daerah] 
maka berkas dan formulir SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 akan 
dikembaJikan ke Joket pelayanan BPHTS untuk sclanjutnya dilakukan validasi 

oleh petugas loket pelayanan BPHTB, forrnulir SSPD BPHTB lembar ke 5 dan 

ke 6 disimpa.n oleh Bank sebagai bukti pembayaran bahan pelaporan. 
r. Petugas loket pelayanan BPHTB/Bapenda menandatangani dan membubuhi 

tanggal serta stempel pada formulir SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3. dan 4 
drkolom bagian bawah yang telah tersedia. 

g. Mengarsipkan formulir SSPD BPI !TB lernbar 4 bcserta persyaratannya sebagai 
bahan laporan. 

h. Mcngembalikan forrnulir SSPD BPHTB lembar 1, 2, dan 3 yang telah 
divalididasi kepada pcmohon untuk selanjutnya olch pemohon diberikan 

kepada: 
a. Lernbar ke 1 untuk wajib Pajak: 

b. Lem bar kc 2 untuk PPAT / Notaris sebagai arsip; 

c. Lernbar ke 3 untuk Kepala kantor Pertanahan sebagai larnpiran 

permohonan pendaftaran: dan 

i. Mernbuat rekapitulasi penerimaan harian untuk dilaporkan kepada Koordinator 

Sub 81dnng Pembukuan Pelaporan. 
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Pasal 48 
( 1) SKPDKO diterbitkan dalarn hal terdapai pajak yang tidak atau kurang dibay or 

berdnsarkan: 
a. hasil Pemeriksaan, 

b pcrhitungan karena jabatan karcna: 
J) Wajib Pajak udak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertcmu 

paling lama 15 {limit belas) hari kerja setelah berakhir rnasa pajak: atau 

Bagian Ketujuh 
Penerbitan SKPDKB. SKPDKBT. SKPDN, den SKPDLB 

Pasal 47 
( 1 J Masa Pajak rnerupakan jangka waktu yang mcnjadi dasar bagi Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan mclaporkan Pajak yang terutang untuk 

jems Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri WaJib Pajak atau 

menjadi dasar bag, Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

(2} Masa pajak untuk jenis Pajak rang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 
ditctapkan sebagai berikut: 

a PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalcndcr: 

b. Pajak Rek)ame yaitu 1 (satu] tahun kalcnder; 

c Pajak Air Tanah yairu 1 (satu) bulan kalender; 

d. Opsen PKB yaitu 1 (satu) tahun kalendcr; den 

e. Opscn BBNKB yaitu dibayar hanya satu kali saar pertarna kali melakukan 
peralihan kepermlikan kendaraan. 

(3) Masa Pajak untuk jenis PBJak yang dipungut berdasarkan pcnghitungan 

sendiri Wajib Pajak sebagannana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. PBJT atas makanan dan minuman yaitu 1 (satu) bulan kalender; 

b. PB.JT atns Tenaga Listrik yaitu 1 (satu) bulan kalender; 

c. PBJT atas Jasa Perhotelan yaitu 1 [satu) bulan kalcnder; 

d. PBJT Jasa Parkir yaitu 1 (satu] bulan kalcnder: 

c. PBJT Josa Kesenian dan Hiburnn yaitu 1 (satu] bulan kalcnder. 

(4) I( nentuan masa Pajak sebagairnnna dimaksud pada ayat (31 dikccuelikan 

untuk BPHTB. 

Bagian Keenam 
Masa Pajak 

-37- 

https://v3.camscanner.com/user/download


~ Dipindai dengan CamScanner 

-38- 

2) Wajib Pajak tidak mernenuln kewajiban pernbukuan atau pencatatan 

atau Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya meliputi: 

a) mernperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan objek Pajak yang terutang: 

b) mcmberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang <lianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 

Perneriksaan; danj atau 
c) mernberikan keterangan yang diperlukan. 

(2) Jumlah kekumngan pajak yang terutang dalam Sl<PDr<B sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 1,8l}o (satu korna delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang 

atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sarnpai 

dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh ernpat] bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat {I) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2,2 % (dua korna dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak etau berakhirnya 
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dcngan 

ditcrbiikannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan serta bagian dan bulan d1hitung penuh 1 [satu] buJan, sejak saat 
terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi adrninistratif berupa: 

a, kenail<an sebesar 50% (lima puluh perscn] dari pokok Pajak yang kurang 

dibeyar untuk jenis Pajak PBJT; atau 
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang 

kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a. 

Pasal 49 

( l) SKPDKBT ditcrbitkan berdasarkan hasil Perneriksaan atau hasil Pernenksaan 

ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jurnlah pajak 

yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap, 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang tcrutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimnksud pada ayat (I) dikenakan sanksi adrmnisrratif berupa kenaikan 

sebesar 100~-o [serarus persen] dan jurnlah kekurangan pajak tersebut. 
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(3) Oikccuahkan dari sanksi adrninistratif be, upa kenaikan sebagairnana 

dimnksud pada ayat (2) jika data baru dipcroleh bcrdnsarkan keterangan 

rertulis dari Wajih Pajak atas kchendak sendiri. 

Pasal 50 

Sl<PDN ditcrbitkan berdasarkan hasil Perneriksaan terhedap SPTPD apabila jumJah 

pajak yang seharusnya terut.ang sama dengan pajak yang telah dibayar. 

Pasal 51 
( l) SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan tcrhadap SPTPD dalam 

hal tcrdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak 
yang terutang, 

(2) SKPOLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan apabila 
terdapat data baru, termasuk data yang sernula belum terungkap, apabila 
ternvata pajak yang lcbih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan 
pcmbayaran pajak yang telah ditetapkan, 

PRsaJ 52 
(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk suatu Masa 

Pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagairnana dimaksud pada ayat 
( J) diterbitkan sesuai dengan Masn Pajak yang dilakukan penelitian, 

Pemeriksaan, Perneriksaan Ulang. atau Pcmeriksaon Bukri Pennulaan. 

Pasal 53 
(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPD~. atau SI\PDLB harus diterbitkan berdasarkan 

Nata Penghitungan. 
(2) Not.a Penghitungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan 

laporan hasiJ penelitian, laporan hasil Pcmenksaan, laporan hasil Pcmeriksaan 
Ulang, atau laporan Perneriksaan Bukti Permulaan. 

Pasal 54 

( t) Pcnerbit.an SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( II dilakukan 
pahng lama 1 (satu) hulan sejak tanggal laporan hasil Perneriksaan. laporan 

hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pcmeriksaan Bukti Pcnnulaan. 

(2) Penerbitan SKPDKBT sebagairnana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 

drlakukan paling lama J (satu] bulan sejak tanggal laporan hasil Perneriksaan, 

ta u laporan basil Perneriksaan U lang. 
f3) Penerbitan SKPDN sebagnirnana dimaksud dalarn Pasal 52 dilakukan paling 

lnrna 1 (satu] bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan. 
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PasaJ 56 
(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, Sl<PDKBT, SKPDN, atau 

SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan 
NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau infonnasi yang rnenunjukkan 

adanya kcwajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau 
SKPDLB untuk Masa. Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, 

apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang 

menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib 

Pajak. 
(3) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagairnana dimaksud pada ayat 

(JI dan / a tau ayat (2) diterbitkan daJam jangka waktu 5 (lima] tah un setclah 

saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak. kecuah terhadap WeJ1b 
Pajak drpidana karena mclakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau 
rindak pidana lainnya yang dnpat mengakibatkan kerugian pada pendapatan 
daerah berdasarkan Putusan Pengadllan yang telah mernpun ai kekuatan 

hukum tetap. 
(4) SKPDKB, SKPDKBT, SKJ>DN. atau SI-.PDLB sebagrumenn dimnksud pada aynt 

(2) diterbltkan dengnn lerlebih dahulu rnengaktifkan kembah NI WPD yang 

tclah dihapus. 

Pasal 55 
(I) SKPD"B. SKPDKBT. SKPDN, atau SKPDLB harus disampaikan kepada Waj1b 

PAJBk. 

(2) Penyarnpaian kepada W&Jib Pajak sebagnimana dirnaksud pada eyat (I). dapar 
ditakuknn: 
a. secara langsung: 
b. rnelalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. rnelalui pcrusa.haao jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengirirnan 

surat; atau 

d, rnelalui elektronifikasi. 

40 
(41 Pcnerbirnn SI\Pl11 H sch 1gnimnnn chmaksud dnlam Pasnl 5:1 dilakuknn palmg 

lnrna 1 ( ntu) bulnn sejnk tanggnl lnpornn hasil penelitinn ntnu lapornn ha ii 

Pcrneri ks, an. 
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... 

a Pn1nk terutang ynnA udak atnu kurang dtbavar: 

b. dan hosil penehrian SPTPO tcrdapat kekurangan pernbayaran paj11k 1 ga1 

akibat salah rulis dan/atau salah hitung serta kesalnhan administratif 
lamnya: 

c. SI PDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputu n 

Keberatan, dan putusan banding yang tidak at.au kurang dibayar setelnh jntuh 

tempo pembavaran. 

d. Wajib Pajak dikenai sanksi admimstratif berupa denda dan/atau bunga; 

Pasal58 
Kepala Bapenda dapat menerbit.kan STPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 57 

setelah meneliti data administratif perpajakan atau setelah rnelnkukan 
Pemetiksaan. Pemeriksaan ulang, atau Perneriksaan Bukti Permulaan dalarn 

rangka penerbit.an surat ketetapan pajak. 

Pasal59 

( l) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a 

dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% 

(satu pcrsen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung 

dari tanggaJ jatuh tempo pembayaran sa.mpai dengan tanggaJ pembayaran, 

unruk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak 

serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satul bulan. 

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagairnana dimaksud pada Pasal 57 huruf c. 

dikenai sanksi adrnirustratif berupa bunga sebesar 0,6°0 (not koma enam 

persen] per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang drbayar, dihuung dari 

tanggaJ jatuh tempo pernbayaran sampai dengan tanggal pembayaran. untuk 

jangka waktu paling Jama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya 

Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I [saiu] bulan. 

Pasal 60 

(1 J Kepala Bapcnda dapat menerbukan STPD untuk Masn Pajnk sebelum \\ ajrb 

Pajak dibenkan ainu diter bitkan NPWPD, apabrla cl1pPmle-h data dan/arau 

:jnk terurangnvn PI\J k, Krpal 

Pnjnk rlnlnm hnl; 

f>n ,J 57 
n, lam Jan~kl\ waktu p~ling lnrna 5 (limn) tnhun 

Bapcnda d pot menei bitk.m ::;TrD untuk suatu Mn 

Bllf inn I rlim111 
Penr-rbttnn sr PD 
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Pasal 62 

( 1) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 1). 
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda. 

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat; 

a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; 

b. besarnya u tang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 

d. jangka waktu pelunasan utang pajak. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo 

pembayaran yang tercantum dalam STPO, SKPDKB, SKPDKBT. Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding/Peninjauan Kembali. 

Pasal 61 
(1) Bupati menunjuk Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan pajak daerah. 

(2) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

terhadap pajak yang terutang dalarn STPD, SKPOKB. SKPOKBT. Surat 

Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

banding/peninjauan kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal 

jatuh tempo pembayaran. 

Paragraf I 
Pcnagihan Pajak dcngan Surat Teguran 

8agian Keenom 
Pcnagihan Pajak 

clnn/atAu srtt•lnh pcnghnpusnn NPWPD, llJltlb1ln ".l'tt'lnh p-nghnpu n NPWPD 

dipe roleh dntn clnn/nlnu mformasi ynnr, rnenunjukknn ndanya k a11 n 

pcrpajakan ynng bclum dipenuhi oleh Wajib Pnjnk. 

brlum ()) I\ 'IX la Bnpcndn dnpn: rnenr-r hirknn S1 Pl) untuk Mn 

infnrmnst ynnt-t meuunjukknn nd m n kt'\\ njihan pierpnJnknn yang I lum 

drpcnulu oleh \Vf\J1IJ r, jnk. 

42 
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Pasal 64 

(1) Kepala Bapenda mencrbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sarnpar 

dcngan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran Kedua. 
(2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pernasangan stiker 
peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya. 

Pasal 65 
(1) Bupati dapat membentuk tim yustisi untuk melakukan penagihan pajak 

dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewaiiban 
pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran Ketiga. 

(2) Dalam rangka pendarnpingan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak 
hukum sebelum ctiterbitkannya Surat Paksa. 

(3) Tim yustisi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 
Pasal 66 

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat 
perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila: 
a Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya at.au 

berniat untuk itu; 
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalarn rangka menghenlikan atau mengecilkan kegiatan usahany a 
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c. terdapat t.anda bahwa Penanggung Pajak akan membu barkan badan 
usahanya, menggabungkan usahanya, atau mcmekarkan usahanya, atau 

'1 :J 
(4) Sm t Trf'umn dlanmpnllmn kepndn Wnjth Pn1nk nrnu Pf"nftn,rgun« P j k 

RC.'rm,, lnnK!'lllllR nmu cliMmpnlknn clrnnnn bukn pengirirnan urnt. 
,,oonl 63 

(l) Kepaln Bapendn mcnerbuknn Smnt T,•gun11l Kt<Jun npabiln WRJth P,,nk nr.nu 
PcnanAA,mR Pajnk belum memenuln t«-wRjibon paJnk yftnR terutang ,;nm 1 

dcngnn pnlmg lnmn 7 (lujuh) hnri sejnk ditnrbitknnnyn Surat Teguran 

P rtnma. 
(2) Sumt Tegurnn Kedua hnrus disarnpaikan kepada Wejib Pajak atau 

Pcnanggung Pajak secara langsung atau disarnpaikan dengan bukti 
pengirirnan surat. 
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Pasal 68 

( 1) Surat Paksa dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa mempunyai kekuatan elcsekutorial dan kedudukan hukum yang 

sarna dengan purusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa paling sedikit harus memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 

Pasal 67 
{l) Surat Pnksa diterbitkan alas Utang Pajak yang tidak dilunasi olch Pennnggung 

Pajak setelah lewat bates waktu yang ditetapkan sejak tnnggaJ 

disampaikannya Surat Teguran Ketiga. 
(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setetab lewat waktu 

21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran Ketiga 

disa.rnpaikan, Penanggung Pajak belurn melunasi Utang Pajak. 
(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberitahukan secara 

langsung oleh Jurusita Pajak lcepada Penanggung Pajak. 
(4) Dalam hal tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disarnpaikannya 

Surat Teguran Ketiga, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya 
membayar utang pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan kepada 
Jurusita untuk memasang spanduk di tempat atau lokasi wajib pajak yang 

bersangkutan yang tidak taat membayar pajak. 
(5) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat Paksa 

juga dapat diterbitkan dalam hat: 
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sek:aligus; atau 
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak. 

Parngrnf 2 
Sumi Paksa 

mr-nundahtnngnnknn pcrusnlmnn vnn" rllmfllld ntau drku Min)U, r•u 

mclnkuknn 1,c1 ubnhnn bentuk lninnvn: 

d bndnn usohn nknn clibuhnrktln oleh ncgnrn: ntnu 
e. tr1Jncti penvitnan nlnR bnrnng PrnnnlJP.ung Pnjnk oleh pihnk krtig;, atau 

tc·rdnpot tnndn kcpallltnn. 
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Pasal 6() 

11) Sumt Pt\kSR dibcritnhuknn oleh .Jurusita Pnjnk dcngnn pernyatann dan 

pcnyernhan salinan Sumt Paksa kcpada Pcnanggung Pajak 

12) Pcmberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud 

pads. avat ( 1) dilaksanakan dcngan mcmbacakan isi Surat Paksa oleh .Jurusita 

Pajak dan dituangkan dalarn berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat 

Paksa telah diberitahukan. 

(3) Betita acara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi: 

a. hari dan tanggal pcmberitahuan Surat Paksa; 

b. narna .Jurusita Pajak: 
c. narna penerirna; 

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan 

e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak. 

Pasal 70 
(1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: 

a. penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi di tempat tinggal, tempat 

usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau 
b. pihak orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja 

di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang 

bersangkutan tidak dapat dijurnpai. 
(2) SuraL Paksa terhadap Sadan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: 

a. penanggung Pajak atas Wajib Pajak Sadan baik ditempat kedudukan 
Sadan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain 

yang memungkinkan; atau 
b. pihak pegawa.i tetap di tempat kedudukan at.au tempat usaha Sadan yang 

bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 

sebagairnana dimaksud dalam huruf a. 
(3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada 

pihak Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. 
(4) DaJam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau clalam likuidasi, Surat Paksa 

diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibcbani uruuk melakukan 

pemberesan atau Jikuidator. 

b. clol'Ot Pennmhnn Pajolc; 

c. be, u nvn t1tnng Pnjnkxlnn 

ct. permtnh uniuk memb var. 

.45 
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Pasal 72 
Apabila Utang Pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 x 24 

(dua kali dua puluh ernpat) jam setelah Surat Paksa dibetitahukan, Pejabat 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 73 

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada 

di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain 

termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang 

dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. 

(2) Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 

berupa: 

a. barang bergerak tennasuk kendaraan, peralatan elektronik, logam mulia, 

perhiasan em.as, pennata dan sejenisnya, barang kesenian, mebel, uang 

tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran. giro, atau 

bcntuk lainnya yang dipersarnakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat 

Paragraf 3 
Penyitaan 

·1 ) 

Pn. nl 71 
(I) I alnm hnl l\•n "•r.ung P, jnk ntnu prhnk h.1nnimnn chm k. ud ti, I m p 

70 menol tk untul men nm Surnt P,il , .Jurui 1tn P J k m<n1nrn1lk n Surnt 
PAkt.ll duunksud dnn mcncntatnvn elnlnm l:,r, itH '" nr: h h\\, Pt>nnny;:1JnP, 

Pajak nt: u pihak dirnal sud t,clak rnnu men nrnn Surnt P ik t, cl n Sur t 

Pak dinn , p tcmh diberitahuknn. 
(2) D tam hal pcmbcntahuan Surnt Pnksu tidak dnpnt dilnks nakan antarn lain 

karenr Penanggung Pajak atau pihak sebagairnnna dimaksud dalarn P gaJ 70 

tidak bernda di tcmpat, Surat Paksa disarnpaiknn rnelnlui Sekretans 
Desa/Keluraban tcrnpat domisili usaha dan/ntou objek pajnk dengan 

membuat berita acara, 
(3) Dalam hat Penanggung Pajak tidak diketshui ternpat tinggalnyn, ternpat 

usaha, atau tempat kedudukannya, penyarnpaian Surat Paksa dilaksanakan 

dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman d1 

kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, 

atau dengan cara lain. 
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negara; 
d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan 

alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan; 
e. peralatan penyandang disabilitass yang digunakan oleh Penanggung Pajak 

dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau 
f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dcngan jurnlah 
seluruhnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

(2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

-47- 

bcrharga lainnya, piutnng, dan pcnyertaan modal pada pcrusahaan lain; 
dan/atnu 

b. barang tidak bcrgerak tcrrnasuk tanah, bangunan, dan kapal dcngan isi 
kotor poling scdikit 20 (duo puluh) meter kubik. 

(3) Penyitaan tcrhadap Pcnanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas 

Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik suami atau istri, dan 
Bamng milik anak yang masih dalam langgungan, kecuali dikehendaki 
dilakukan pemisahan secara tertulis olch suami atau istri berdasarkan 
perjanjian pernisahan harta dan penghasilan. 

(4) Pcnyitaan tcrhadap Penanggung Pajak Sadan dapat dilaksanakan terhadap 
Ba.rang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala 
perwakilan, Barang milik kepaJa cabang, Barang rnilik penanggung jawab, 
Barang milik pernilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di 
tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. 

(5) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita 
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan rnemperhatikan jumlah Utang Pajak 
dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjuaJan, atau pencairannya. 

PasaJ 74 

(1) Ba.rang bergerak milik Penanggung Pajak yang di.kecualikan dari Penyitaan, 
an tara lain: 
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh 

Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; 
b. persediaan rnakanan dan minuman untuk keperluan l (satu) bulan beserta 

peralatan memasak yang berada di rumah; 
c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari 
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umum. 
(10) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Pcnanggung Pajak 

dan instansi terkait. 

48- 

llnMI 75 

(1) .Jurusun P~Jnk mclnk: nnknn Pcnyitann terhndnp objck sit.n berda irkan 
su: lt pcrintnh melaksanakan peny itnnn 

(2) Pcnyiinnn tcrhadnp obj le sitn sebagmrnnnn drmaksud pndn nynt r J} 

dilaksanakan olch Jurusitn Pajak dengan disaksikan palmg ncchkit ) (due] 

orang ynng tclah dewasa, pcnduduk Indonesia, dikcnol ol h .Jurusun Pajak, 
dan dapat dipercaya, 

(3) Dalarn rnelaksanekan Pen -itaan, .Jurusitn Pajak harus: 

a. mcmperlihatkan kartu Landa pcngcnal Jurusit.n Pajak; 
b. mempcrlihatkan Surat Perintah Mclaksanakan Penyitaan: dan 
c. membcritahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan. 

(4) Setiap mclaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara 

pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak. 
dan saksi. 

(5) Dalarn ha1 Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara 
pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut 
dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita 
tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi. 

(6) Serita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap sah 
dan mernpunyai kekuatan mengikat. 

(71 Penyitaan tetap dapat clilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak had.ir, 
sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal 

dari Pemerintah Daerah setempat paling rendah setingkat Sekretaris 

Kelurahan atau yang sederajat 
(8) DaJam hal pelaksanaan penyitaan tidak d.ihadiri oleh Penanggung Pajak, berita 

acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan 
berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan 
mengikat. 

(9) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat diternpelkan pada barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tcmpat barang 
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di ternpat 
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Pana] 76 

( 1) .Jurusita Pajnl< dnpnt mclnksannknn Pcnyitann di wilaynh Daerah dan cJ1 luar 

wilayah Dacruh. 
(2) Dalarn hat .Jurusita Pnjnk mclaksanakan Penyitaan di luar wilayab Daerah. 

Pen itaan dilaksanakan berdnsarkan koordinani dcngan Pejabnt yang wilayah 

kerjanya mcliputi tcmpat objck situ. 

Pasal 77 

( l) Penyitaan terhadap kendaraan, eleklronik, logam mulia, perhiaoan emas, 

pcrmata dan sejenisnya, barang kesenian, mebel, clan uang tunai 

dilaksanakan dengan: 

a. mcmbuat daftar bara.ng yang disila;dan 
b. mernbuat berita acara pelaksanaan sita. 

(2) Daftar barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a paling 
sedikit memuat: 

a. jenis barang yang disita; dan 
b. jumlah barang yang disita. 

(3) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan 
dengan menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita. 

Pasal 78 
( 1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap hart.a kekayaan Penanggung 

Pajak yang disimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan dengan 
melakukan pemblokiran terlebih dahulu. 

(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh Pejabat 

secara tertulis kepada WK sektor perbankan. 
(3) Permintaan pemblokiran sebagaimana climaksud pada ayat (2) dilakukan 

sekaligus dengan perrnintaan pemberitahuan secara tertulis atas: 

a. seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan 
b. saJdo harta kekayaan Penanggung Pajak. 

(4) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 

penyampaian: 
a. salinan Surat Paksa; dan 
b. salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyiiaan. 

-49- 

( 1 I) lnstnnei tc1 kntt sebngnirnann dimakaud pncln t1yn1 ( I OJ rhdaaorknn pndn Objek 

Sitn. 
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Pnsnl 79 

( l) Atns pernuntnun pemblokirnn dun permintann pcmlx-i itahunn, pihnk LJI< 
sekior perbnnknn: 

n. melnkuknn pemblokirnn sebcsnr jumlnh utnng Pajnk don binya Penagrhan 
Pnjnk tcrhndnp P nnnggung Pajak yang identitasnya tcrcaruurn dnlam 

perrnininnn pcrnblokirnn: 
b, mcrnbcritohuknn scluruh nomor rekcning keuangan Penanggung Pajak: 

dnn 

c. mcmberitnhukan saldo harta kcknyaan Penanggung Pajak yang terdapat 
pada scluruh nomor rekening kcuangan Pcnanggung Pajak. 

(2) Pcmblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara 
sekctikn serelah permintaan pcmblokimn diterirna oleh pihak WK sektor 
pcrbankan dan dibuatkan bcrita acara pemblokiran. 

(3) Salinan berita acara pemblokiran sebagairnana clirnaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak. 

(4) Pihak WK sektor perbankan mcmberitahukan seluruh nomor rekening 
keuangan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
dan sa.ldo harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c paling lama l (satu) bu Ian terhitung sejak tanggal diterirnanya 
permintaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 78 ayat (3). 

(5) JurusitaPajak memberikan bukti penerirnaan atas pemberitahuan selurub 
nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak 
kepada pihak WK sektor perbankan. 

Pasal 80 
(1) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya 

dilakukan terhadap: 
a. yang diperdagangkan di bursa efek ; dan 
b. tidak diperdagangkan di bursa efek. 

(2) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaksanakan setelah Pejabat 
mengajukan permintaan pemberitahuan nomor rckening keuangan 
Penanggung Pajak dan pemberitahuan saldo harta kekayaan Penanggung 
Pajak kepada WK sektor pasar modal. 

(3) Setelah mengetahui nomor rekening keuangan clan saldo harta kekayaan 
Penanggung Pajak, Pcjabat menyarnpaikan pcrmintaan pernblokiran rekening 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

Sl 

keunngnn ) nng terdapat pada LJJ< sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. 

(•I) Jurusita Pajak men. arnpaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada 

Pcnanggung Pajak dan pihak WK sektor pasar modal. 

(5) Pcnyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efck 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. melakukan inventarisasi clan mcmbuat rincian tentang jenis, jumlah, dan 

nilai nominal atau perkirnan nilai lainnya dari surat berharga yang disita 

dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan 

sita: 
b. membuat berita acara pelaksanaan sita: dan 

c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari 

Penanggung Pajak kepada Pejabat. 

Pasal 81 

(1) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi 

dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam 

suacu daftar yang rnerupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita. 

(2) Daftar sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a. nama Penanggung Pajak; 

b. nama pernegang piutang; 

c. nilai nominal piutang; clan 

d. tanggal jatuh tempo piutang. 

(3) Dalam melakukan Penyitaan terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Pejabat melakukan pengambilalihan hak menagih piutang dari 

Penanggung Pajak. 

(4) .Jurusita Pajak mcmbuat berita acara pclaksanaan sita sebagairnana dirnaksud 

pada ayat ( 1) dan berita acara persetujuan pengalihan hak mcnagih piutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban 

membayar utang, 
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Pasal 84 

Dalnm hal Penanggung Pajak rnerupaknn Sadan, make berita acara pelaksanaan 
sita dnandatangani olch pengurus, kepala perwakilan, kcpala cabang, penanggung 

jaw ab, permlik modal, atau pegawai tetap perusahaan. 
Pasa.l 85 

( t) Barang yang disita dapat ditempeli a tau diberi scgel sita. 

(2) Penempelan segel sita sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 

dengan mernperhaukan jenis. sifnt dnn bentuk barang sitaan. 

(31 Segel sita sebagaimana dunaksud pada n)at (I) mcmuat paling sedikit: 

a. kata ·01srrA·: 
b. nomor dnn tanggal berita acara pclnksonnnn sita: dan 
c. larnngan untuk memindahtangankan, mcmindnhkan hak, merninjarnkan, 

atnu merusak barang yang drsna. 
Pasa186 

( 1) Pcne4bullm sita dJlnksanakan dnlnm hat: 
a. penanggung Pajak telah melunasr Utang Pajak dan Biaya Pcnagihon Pajak: 

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak, 

do.n 
c. terdapat kondisi tertentu. 

(21 kondis: tertentu sebagaimana dirnaksud pada aynt (I) huruf c meliputi: 

52 
PnMI 82 

Ptn~ 1t, an lt't hndap pt't1\l'1 tnnn modal padn perusahaun lnin dilaksannknn dcngan: 

n. melakukan 11wc ntarisasr dnn ruernbunt rincinn tentnng jumlah pen) crtnnn 

modnl padn perusnhnnu lmn clnlnm clnnni yang mciupnkan lnmpiran bentn 

acara pclnksnnnan sun: 
b. mcmbunt bcntn ncaru pelaksanann slta: 
c. membunt nktn persetujuan pcng.nlihnn hak pcnyertaan modal pada 

pcrusahnnn lain dnri P nnnggung Pajnk kepada Pcjabat: dan 
d membuat salinnn akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal yang 

drsnmpaikan kepada perusahann tcmpat penycrtaan modal. 

Pasal 83 
Pcnyitnnn terhadnp barang milik Pcnanggung Pnjnk dilaksanakan sarnpai dengan 

jurnlnh mlni barang yang disita dipcrkirakan cukup untuk melunasi utang Pajak 

don bm) a Penagihan Pajak. 
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2. hnrta pernnggalan WaJ1b Pajak sebcsar Utang Pajak dan Biaya 
r · nagihan Pajak ) ang menjndi dnsar dilakukan Pen) itaan: 

f. Pennnggung Pajak yang rnerupakan para ahli wans Wajib Pajak, bagi harta 

wansan yang telah drbagi. telah menyerahkan Barang lam mehpuu 

n. barang sitann musnnh karena tcrbakar, huru-hara, gagal teknologr, dan 

bencana alnm: 
b. penanggung Pajak ) ang rnerupaknn pemcgang saham, pcrnilik modal, atnu 

sekutu komnnditcr/sckutu pasif telah mernbayar Utnng Pajak dan Braya 

Penagihan Pajak secarn proporsional berdasarkan porsi kepernihkan saham 

atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang mcnjadi dasar 

dilakukan Penyitaan. kccuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pernegang 

saham, pemilik modal, atau sekutu komanditcr/sekutu pasif dimaksud 

bertanggung jawab alas seluruh Utang Pajak tersebut: 

c Penanggung Pajak mcnycrahkan Barang lain meliputi dokumen bukti 

kepernihkan Barang bergerak, scrtifikat tanah, serifikat deposito, dan/atau 

Barang lamnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan 

Bray a Penagihan Pajak yang rnenjadi dasar dilakukan Penyitaan; 

d Penanggung Pajak yang merupakan pcmegang saharn, pemilik modal, atau 

sekutu komanditcr/sckutu pasif rnenyerahkan Barang lain meliputi 

dokumen buku kepemilikan Barang bergcrak, sertifikat tanah, sertifikat 

deposito, dan/ntau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama 

dengan Utang Pajak dan Biaya Pcnagihan Pajak secara proporsional 
berdasarkan porsi keperniltkan saham atau modal terhadap Utang Pajak 
Wojib Pajak Badnn yang mcnjadi dasar dilakukan Pcnyitaan, kecuali 

Pejabat dapat membuktikan bahwa pernegang saham, pcmilik modal, atau 

kutu komanditcr/eekutu pasif dimaksud bcrtanggung jawab atas seluruh 
Ut.ang Pajak tersebut, 

e. Pcnnnggung Pajak ) nng merupr knn salah scorang ahli waris, pelaksana 

wa int. atau ynng rnenguru hnrta peninggalan, bagi harta warisan ) ang 

belum terbag, bagai tu k •natunn mcnggnntikan yang berhak, tclah 
mcnyerahkan Barang lain melipuu: 

I. seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalom hal Utang Pajak den Biaya 

Penagihan Pajak lebih besar druipado harta pcninggalan Wajib Pajak; 
a tau 

53 
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1. scluruh harta warisan eesuar dcngan porsi yang drtenrna oJch rnasmg­ 

m.,~ing ahh eris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Pcnagihan Pajak 

bih besar d, np:'ldn harta warisan: atau 
2. hart ... warisan sebesar Utang Pajak dan Biava Penagihan Pajak yang 

IDf"nJ=td1 dasar dil.akukan Penyitaan: 

& Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak Jang bclum dewasa 

telah menyernhkan Ba.rang lain meliputi 

1. luruh harta anak yang belurn dewasa yang berada dalam 

perwalianny a da1am hal Utang Pajak don Biava Penagihan Pajak lebih 

besar danpada harta anak yang belum dew asa: 
2 harta anak yang belurn dewasa sebesar Utang Pajak dan Biava 

P nagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan.atau 

3. seluruh harta anak ) ang belum dewasa yang berada dalam 
perwahannya dan harta pribadi \\ ah yang bersangkutan yang jurnlahnya 

mencukupi untuk melunasi seluruh Ut.ang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak, dalam hal Pejabat dapat mernbuktikan bahwa wali yang 

bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta 

tersebut: 
h. Pcnanggung Pajak yang rnerupakan pcngampu bagi orang yang berada 

dalam pcngnmpunn telah menyerahkan Barang lain rneliputi: 
1. luruh han:n orang )Mg berada dolam pengarnpuannya dalam hal 

Utang Pajak clan Bii,ya Pcnagihan Pajak lebih besar daripada harta 
orang )&ng berada dnlnrn pengarnpuan: 

2 h.arta orang yang berada d lam pengarnpuannj a sebesar Utang Pajak 

clan BIB}n Pi nagihnn Ptl,Jok yang mcnjndi dasar dilakukan Pen) itaan: 

UlU 

3. uruh harta orang yang berada dnlam pengarnpuannya dan harta 

pribadr pengampu yang bersangkutnn yang jumlahnyn mencukupi 
untuk rneluna 1 luruh ULAng Pajak don Bmya Penagihan Pajak. dalarn 

hlll PeJttbat dapat membuktikan bahwa pcngampu }ang rnendapar 

manfaat d n petekeanaan kepenguru n harta tersebut: 

,. Penanggun't Pajak dapat meyakmknn Pejabat dengan rnembuktikan bahw a 

dalam kedudukannya udak depat dibebani Ltang Pajak don Biava 

Penagihan PaJak: 
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Pnao.J 88 
(1) Pencegahan dim/atnu penynndcu nn dnpat dilakukan terhadap Wajib Pajak 

don/at.au Penlillcgunr. P Jttk yang mernpunyru jurnlah Utang Pajak paling 
di.kit Rpl00.000 000 00 ( eratu jut.n rupiah) dan diragukan itikad baiknya 

dolam melunnsi Utang PoJ k. 
(2) Pencegahan dt1n/auiu penyanderann dnpal drlnksanakan tcrhadap beberapa 

orang txtgai P ·nonggunu P.iJnx WnJ1b Pajak Bodon atau nhh waris. 

(3) Pcnc gahan dan/atau penynnd rann tcrhadap Pennnggung Pajak tidak 
mcngr kibnt.Jt;m ~ pucnya Utn.ng Pajnk dan terhcntiny a pelaksanaan 
Penagihan PnJ k. 

Paragraf 4 
Pencegahnn dnn/ntnu Pcnyanderaan 

Pasal 87 
{l) Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat pcncabutan sita yang 

drterbitkan oleh Pejabal. 

(2) Surat pencabutan sita sebagairnana dimaksud pada ayal (I) sekaligus 

berfungsi sebagai peucabutan Serita Acara Pclaksanaan Sita. 
(3) Surat pencabutan sita disampaikan olch Jurusita Pajak kcpada Penanggung 

Pajak dan instansi ) ang terkait, diikuti dcngan pengcmbalian penguasaan 
barang yang disita kepadn Penanggung Pajak 

-55- 

j. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dcngan membuktikan bahwa 
Barang snaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak clan 
Bia) a Penagihan Pajak; 

k Barang sitaan digunakan untuk kepent ingan um urn; 
1. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi 

dasar dilakukan Pcnyitaan telah daluwarsa penagihan: dan/atau 
m. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara Letang penjuaJan, 

dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecuaJikan dari 
pcnjualan secara Lelang: 

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan 
huruf h merupakan milik Penanggung Pajak dan tidak sedang dijaminkan atas 
pelunasan utang tertentu. 
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d. piu ng; 
e. ~n~ rtaan modal pad peru haen lain: atau 

f. SU rot lx-l"NlJ"P in 0) 

((>) Entita lain bagnmum, dimaksud padn O)ilt (3) huruf b angka 2 rncrupakan 

badan hukum 8"peru perseroan tcrb: t s atau yayusan atau non badan 

hukum seperu persekutuan atau trust, yang melnk annkan kcgiaian selam d1 

sektor perbankan pnstlJ' modal, dan peraauranuian yang dikat gonknn sebaga, 

lembaga keuangan sesuai tandar pertuknran lnformasi berdasarkan 
JX"l'J njian internasronal, 

1, ham, dun sejcnisnya yang udak 
I modal: 

m lipuu obli 

di WK .ktor 

c. urnt berhtt 
diperd 

tunai: 
. l.JK Lainnya, dnn/otnu enutas loin yang mcmtliki nilai pernnuran 

Passi 89 
( 11 Dalam ha.I utnng Pajak darr/atau biaya Penogihnn Pajak udak dilunasi setelah 

dilaksanakan Penvitaan, Pejabat berw enang melaksanakan penjualan secara 

Letang terbndap Bamng yang disua melalui Kantor Letang. 

(21 Dikecuahkan dari penjualan secara Lelang scbagaimano dirnaksud pada ayat 
( l) rnebpuu 

a. uang tunai terrnasuk mata ueng asmg dan uang clektronik atau uang 
dalam beniuk lainnya: 

b. barang vang mudah rusak atau ccpat busuk: dnn 
c surat berharga. 

(3) Pcnjualan secara Lelang dilaksanakan poling ccpat setclah 14 (ernpat belas 
hari] terhitung sejak pcngurnurnan Letang. 

(4) Pengumumnn Lelang sebagarmana drrnaksud pada a -at (2)dilaksanakan paling 
cepat setelah 14 (ernpat betas) hari terhuung sejak Pcnyitaan. 

(51 Surat berharga sebagaimana dimnksud pada ayat (2) huruf c. rneliputi: 

h:lJ'Ul keka) n Penanggung Pajak yang tersirnpan pada WK scktor 
perbanknn meliputi dcpo uo berjnngka, tabungnn, saldo rekcning koran, 
giro, otnu bentuk 1 mny yang dipersamakan dengan itu: 

b. hBJ1l\ kt • } n Pen nsgung Pajak yang dikelola olch WK sektor 

-56- 

Paragraf 5 
Lelang 
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Pa J 93 
f I J H untuk melalru n penagihan pajak kndaluw mu •tel. h melnmpui jungka 

\\ ktu S (hm ) t hun terhuung J&Jc t terutangnyu pajak, I 1·cu,1h • pulnla 
W ib l j. k melakuknn und t pid no ch bid ng pcrpajakan duernh. 

P mgr I I 
Knd, IU\\ Pt·n (Dh n J> J k 

Bog, u } 1 lUJUIJ 
Ju d n f't•ng.l1c pus n P,1jol< 

l r nu ) mg telnh dilclnng bcrpindah kcpada 
.l(el[Xl{Jtnn) n Ri lnh Leln ng ) nnJ~ rneru pa knn bu ku 

pendnf r n dan pengahh n hnk. 

15) 

n olch Pcj bat kcp dn Penanggung Pojak -geru (4) SI 

Paso! 92 
(I J Hnsil Lelang dipergunakan terlcbih duhulu untuk rncmbayar Binyn Pcnugihan 

P, jak )Bng belum dibnynr dnn .,.- nyn untuk mernbayar Ut.ong Pajnk. 

(2) Dalam h 1 hasil Lelnng udnh mcncnpai jurnlah vnng cukup untuk mclunaoi 
01 ) Pcnegihan P,lj k don Uumg P,,jnk,pclnk annnn Lelang chh ntiknn olch 

Pejn l " .. lnupun b.'11 ng) nn nknn clilt'lons mnsih ada. 

(3) K I< IJih n u ng h rul I lnng dikembahkan olch PcJob.it kepada Penanggung 

PnJ k p, ling ml t 3 ( ) h ri tc:Jnh peluk mnan Lt-long. 

57- 

(7) B unng )ang dtsita berupa uang tunai digunnkan untuk mcmba~.ir Ut.t,n~ 

Pajak dan 810) n Pcnagihan Pajak dengan ca, ,l d, .. sctor kc hns Daeruh. 

Pasal 90 

Apabila act lah lcwat waktu 14 (cmpnt belns) hari scjak pengurnumnn L<·lnnl{ dun 

Penanggung Pajak udak melunasi utnru; Pajak don b1uyn Penngih.m Pajnk, Pejnbnt 

rnclakul nn pcnjualan Barang sunan melnlui I untor Lelang negarn. 

Pasnl 91 

Cl) Letang dnpat dilak anakan tanpa dihncliri olch Pcnanggu ng Pnjak. 

(21 Lelang tidak dil k mnaknn dnlam hut: 

n. P nnnggung Pajak I Juh melunusi Utang Pajak dan Bm) a Pcnugihan Pajak: 

b. berdasarkan putusan pengndilnn: nrau 

c. ol>J ·I, Letang rnusnah. 
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Plu1 ng P jn.k Daernh ynng tidnk dapat duagih sebagmrnan., dirnnksud dalarn P .. t~:.il 
123 dapar diajukan penghnpu , apabita: 
3. WaJib PaJak/Perui.nggung ~Jn.k m ninggal dunia dengan tidak meninrcgnlkJ,n 

harta w ri n a u kekayaan; 

b SKPOKB: 

c. SKPDKBT, 

d. Sur t Keputu n Pcm.lx-tulLtn: 

e. Sur t Keputu n Kebern n; 

(. J>utu u 

a Sumi K putu n Pcngurnngan. 
Po 195 

h ) ng d pat dmjukan pcnghapusan sebagaimana 

uni dengan j ng tcrcnnturn dalarn: 
(2J Piut.nng ~ D 

dirna d pad 
STPD, 

Pasal 94 
( l J Piutang Pajak Daerah yang udak do pat ditagih Iagi karcna hak untuk 

mclalrukan penagihan ud. h kedaluwarsa sebagairnana dimaksud dalarn 

Pa 93 <UIJJ3t dinjukan penghapusan setelah dilakukan penelitian 

ndrninistm • . 

Pamgrnf2 
Pcnghapusan Piutang Pojnk 

58- 

(2) Kcdaluwarsa penagihnn pajak sebagnlmana dimnksud pada ayat (I) 

tertangguh apabila: 
n. diicrbnkan Surat Teguran dan/etnu Surat Paksa; atau 
b. ndu pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung moupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam hal due: biikan Surat Tcguran dan/ntau Surat Paksa sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (2) huruf a. kadaluwarsa pcnagihan dihitung sejak 

tanggaJ penyampaian Surat Tegurnn dan/atau Surat Paksa tersebut. 
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagairnana dimaksud pada avat (2) 

huruf b adalah Wajib Pajak dengnn kcsadarannya rnenyatakan masih 

mernpunyai utang pajak dan bclum melunasinya kcpada Pcmerintah Daerah. 
(5) D lam hal terdapat pengakunn Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagalmana 

dimaksud pado oyot (3) huruf b. kedaluwarsa Pcnagihan dihitung scjak tanggal 
pengakuan. 
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l •r ma in n t rk JI dnn ho ilny: dilnporkan dularn Berna Ar: u a 
Pcnehtian. 

(3) D ftar u ulan peng}' p I n Plut nr, J>, JUk Daeruh scbagairnana dtmak~ud 
pad > l (lJ, ~ lku memum: 

. n ma WnJ>b Pc1Jak/ Penanggung P jok; 

b ti m t Wajib P j k/pcmnnggung pajak, 

c. jcrus PnJ k D erah: 

t (l). pad 

rmau 1 dimaksud dalarn Pnsal 96 kepada 
u kedu bu Ian Descrnber. 
n Pnnang P ,j k Doer h scbagarrnnnn dima.ksud 

belum d1 rnpaiknn kcpndn Bup HJ dilakukan vcnfiknsi 

n lrun Uu u 

{21 D nnr u 

n men> m ikan d Itnr usulnn pcnghnpusan Piutang Pajak (II Kc 

.59. 
b. \\'~1b P, jak bu bar. likuidasi, atau pail it: 

c. hnk untuk rnelakukan penagihan pnjak sudah kcdaluw arsa: 

d. \\'oJtb f>aJak/Pcnanggung Pajak udak mempunym harta keknvaan lagi: 

e. WnJib Pajak/Penanggung Pajak ndak dapat diternukan lagi antara lam karcna: 
) . Wn11b Pajnk/Pcnanggung Pajak pindnh alarnat dan sulit ditemukan lagi; 

atnu 
2. Wejib Pajak/ P •nnnggung Pajak rneninggalkan Negara Jndonesm untuk 

selnma-Iamanya. 
f. dokumcn sebagai dasar penagihan pajak tidak ditcmukan dan telah dilakukan 

penelusuran sccara optimal sesuai dcngan kctcnruan pcrundang-undangan di 

bidnng perpajakan: atau 

g bab lain sesuni dcngnn hnsil penelitian. 

Paso.J 96 
(l) Untuk mernastikan kcadonn Wn.Jtb Pajak atau piutang pajak j ang tidak dapat 

du.igih 1. gi sebogairnana drrnaksud dalam Pasal 94, wajib dilakukan pcnclitian 

olch Tim )Mg dibentuk olch Bupati. 
(2) Hasil penehuan sebagaimana dunnksud padu ayat ( 1) dituangkan dalarn 

laporan hasil penelitian. 
(3) Laporan hasil penelitian bagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mcngur iknn kc. d n Wajib Pajak d n piutang pajak yang bersangkutan 

bagai da r untuk rnenenrukan be rnyn piutang pajak yang tidak dapat 
dungih ln.&l d, n diu ulkn.n untuk dih puskan. 

Pn 197 

D. cmh dnn T1m 
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Jenis Pa.JAi<, Ma.sa Pa.Jak ateu Tahun Pajak, Tanggal Jatuh Tempo, atau 
kNal4luin rulis lmnnya yang tidak mempcngaruhi jumlah pajak terutang, 

(4J K h.itung siebagaimana dirnaksud pAda &)Bl (2) huruf b meliputi: 
lahan yang bcra.sal dari pmjumlahan dan/atau pcnguranpn dan/auiu 

· n dan/atau pmibagltul euatu bilangan; atau 

mmui dunaksud padJl ayat (2) huruJ a berupa 
Nama. Ale.mat. NPWPO, ~omor Surat Ketetapan Pajak, 

(3) K~ han tul.a.s 

k~~uh 

8agian Kedl'lapan 
Pembetulan dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak 

dan STPD yang tidak benar 

Pasal 99 
Ill Kepela B penda da t membetulkan STPO. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan 

SKPDLB ata.8 pennohonan Waj1b Paj k atau ka~nn jabatannya yang dalam 
pencrbitnnnya terdopat tuli1, kermla.han hitung, don/atau 
kekehruan pmnn n ketcntuan tertentu dalam pcratura.n perundang- 

undangnn perJXlJ Daerah. 
(2) Ruang lingkup pcmbelu dimak1ud pndn ayat ( J) melipu u: 

kcsalohan tulia; 

b. k caJ4ha.n hJtung; dnn/ u 
c. kekeliru n pcnerape.n ketentuan tertentu dalrun peraturan perundang- 

undangllll perJJ8Jakan. 

Pasal 98 
11 l Pcnghapusan Piutang Pajak Oaerah dilakukan oleh: 

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan RpS.000.000 000,00 [lima rnilyar 
rupiah): clan 

b. Bupeti dengan persetujuan Dewan Perwakila.n Rakynt Daerah Kabupaten 

Butan Tengah untuk jumlah Jebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah). 

(2) Pcnghapuaan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

d. Tahun Pajak; 
e. jumlah pokok PaJak yang akan dihapuskan: 

r. jumlah sanksi adm1mslraai berupa bunga dan/atau kenaikan: dan 
g. A1a.san drhapuekan. 
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Pasal 100 

( 1) Pennohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayot ( 1) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau 

surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan; 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepa1a Bapenda; 
d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan 

pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang 
perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut 
tidak dapat dipenuhi karena kcadaan di luar kekuasaannya; 

e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi 
tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut 
keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pernbetulan: 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 
g. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang 

terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan; 
h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajtb Pajak 

dalam hal dikuasakan; 
2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat 

ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan 
bidang perpajakan tidak benar; 

3. surat pcrmohonan ditandatangani olch Wajib Pajak, dan dalarn hat surat 
pennohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri 
dengan Surat Kuasa. 

-e 1 
b. k l hnn hitung ·nnR dlnkfbatkan oleh ndnnyn penerbrtan surat ketr-tapan 

J)t\)nk, STPl>, aumt keputusan vnng terl nit cl ngan bidang perpajaknn, 

Putueen Banding. ntau Putu n Pcninjauan Kernbali, 

(5) Kekeliruan penernpan ketentuan tertcntu dalam 'peraturan perundang­ 
undangan pcrpnjakan sebagatmena dlmaksud pada ayat (2) huruf c berupa 
kekeliruan dalam pencrapan t.arif atau kekcliruan penerapan aankS'i 
administrant, 
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Pasal 101 
( 1) Permohonan pcmbetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaunana 

dimaksud dalarn Pasal 100 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan 

pennohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak 

atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai aJasan yang mendasari 

daJam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak 
tanggal pennohonan d iterima 

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d. 

Pasal 102 
(1) Kepala Bapenda dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

pennobonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang 

diaju.kan. 
(2) Keputusan atas Pembetulan yang diajukan sebagaimana climaksud pada ayat 

(1) adaJah Surat Keputusan Pcmbetulan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kcsalahan 

atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau 
menghapuskan jumlah pajak yang terutang; atau 

b. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui clan 

Surat Kcputusan Pernbetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan 

dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan seeuai dengan pengajunn 

Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 

sebogaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 

·62 
(2) Tnngpl penenrnaan permohonnn yang telo.h dinyatakan lengkap menjadi 

dasn.r untuk memproscs penyelesainn pernbetulan. 
(3) Dal m hal perrnohonnn disampaikan rnelalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pcngirimo.n surat dalom bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan 
dinyatakan lengkap. 
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Pasal 105 

( 1) Kepala Ba pend.a atas permohonan Wajib Pajak a tau karena jabatannya dapat 
membatal.kan: 
a. SKPDKB atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi 
Dasar Pengenaan Pajak; 

b. STPD dengan pcngenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya 
dilcenakan; atau 

c. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan yang 
diterbitkan tanpa penyampaian Surat Pernberitahuan Ha.sil Pemenksaan 
(SPHP) atau tanpa Pembahasan Akhir Hasil Perneriksaan dengan WaJib 
Pajak. 

(2) Pennohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat t 1) harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 
b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD, 
c. diajukan kepada Bupati melalui Kf'peJa Bapenda, 

Pasal 104 
Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain 
yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pernbetulan, harus 
dibayar dalarn jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan. 

-63- 

Pasol 103 

(l) KeJ>ala Bapenda m nerbit.kan Surat Keputusan Pernbetulan secara jabatan 
dalam hal telah dik tahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum 
diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak 

(2} Dalam hal Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabat.an 
sebagaimana dimaksud pada nyat (1) yang mengakibatkan jurnlah pajak yang 
masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat 
mengajukan J<ebemtan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara 
jabatan tersebut. 

(31 Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat 
Kcputusan Pcmbetulan. 
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PasaJ 106 

( 1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan ctianggap bukan 

sebagai pengajuan permohonan seh.ingga tidak dapat dipertimbangkan dan 

kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai 

alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima. 

(2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

Pembat.alan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu yang ditetapkan. 

PasaJ 107 

( 1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

pennohonan diterima, harus memberi keputusan atas pembatalan yang 
diajukan. 

-64- 

d. diajukan dalam jangka waktu l (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan 

pajak atau STPO, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu 

tersebut ndak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

c. Wajib Pajak tidak mengajuken keberatan, mengajukan keberatan tetapi 

tidak dipertunbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut 

keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan pennohonan; 

g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan; 

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 

2) dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat 

ketetapan pajak atau STPD tidak benar; 

3) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal 

surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(3) Tangga] penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 

dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan. 

(4) Dalam hal permohonan disarnpaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan 

dinyatakan lengkap. 
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a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; dan 
e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) terhadap jumlah besarnya pajak yang terutang atau jumlah pajak 
) ang dipotong a tau dipungut berdasarkan perhitungan wajib pajak. 

(3) Dala.m hal terdapat alasan keberatan selain mengenai jumlah besamya pajak 
yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, alasan tersebut 
tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. 

Pasal 109 
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) 

pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 

Pasal 108 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati rnelalui Bapenda atas 

suatu: 

Bagian Kesembilan 
Keberatan, Banding, dan Gugatan 

-65· 

(2) Keputusan atas pernbatalan yang diajukan sebagairnana dimaksud pads ayat 

( 1) adalah Surat Keputusan Pembatalan berupa: 
a. mengabulkan pennohonan Wajib Pajak dengan mernbatalkan STPD atau 

membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah 
ditentukan; atau 

b. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan 

keputusan belum cliterbitkan, pengajuan pernbatalan dianggap dikabulkan 
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalarn 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) berakhir. 
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Pasal 110 

(11 Pengajuan Keberatan yang tidak rncmenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan 

Keberatan schmgga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada WaJ1b Pajak atau 

Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam 

-65- 

c. diajukan kcpada Bupati melalui Kepala Bapenda: 

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan 

pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak olch pihak ketiga, 

kecuali Wajib Pajak dapal menunjukkan bahwa waktu terscbut tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang a tau jumlah pajak yang dipotong 

atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan 
yangjelas; 

f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pernotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan; 

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak 

dalam hal dikuasakan; 
2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumJah yang telah disetujui Wajib 

Pajak berdasarkan pengh.itungan pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 

3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa 

Badan 
4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa 

Badan; 
5. fotokopi bukti pcndukung lainnya; 

h. surat pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilarnpiri 

dengan Surat Kuasa. 
(2) Tangga.J penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 

dasar untuk memproscs penyelesaian keberatan. 

(3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan rneJalui pos atau perusahaan jasa 

ekspcdisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan 

dinyatakan lengkap. 
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Pasal 113 

(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 112 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat: 

a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan 

materi Keberatan; 
b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang 

berkaitan dengan materi Keberatan: 

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada 

pihak kenga yang mempunyai hubungan dengan WaJib Pajak; 

Pasal 112 
(1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyarat.an sebagairnana 

dimaksud dalarn Pasal 109 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat 
menugaskan tim untuk rnelakukan penelitian penyelesaian permohonan 

keberatan. 

(2) Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda. 

(3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas 

memberi bahan pertimbangan dalam pcngambilan keputusan oleh Kepala 

Bapenda. 

Pasal 111 
(l} Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat memint.a 

keterangan secara tcrtulis mengenai dasar pengenaan dan/ at.au penghitungan 
pajak yang terutang kepada Bapenda. 

(2} Keterangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam 

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan 
Wajib Pajak diterima. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka 

waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) 
huruf d. 

-67- 

Jangka waktu paling lama 15 (limn belas) hari kcrja dihitung sejak tanggal 
penerimaan Surat Kcbemtan. 

(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat clipcrtimbangkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak rnasih dapat rnengajukan Keberatan 
kcmbali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109 ayat ( l) huruf d. 
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d. meminta dilakukannj a penelitian kantor atau lapangan untuk menguji 
data objck dan administratif Wajib Pajak; 

e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal 
pengajuan Keberatan terhadap SI PD atau Keberatan terhadap pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga; 

f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk melakukan 
penelitian atau Pemeriksaan. 

(2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau pennintaan keterangan atau 
penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggat surat permintaan peminjaman 
dan/ atau surat permintaan keterangan dikirim. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan 
perninjaman dokumen tambahan dan/atau perrnintaan keterangan atau 
penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap 
di proses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima. 

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis 
untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah 
disampaikan bail< atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun 
dalam rangka memenuhi perm.intaan Bapenda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, sebelum Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan 
untuk hadir. 

(5) Penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disa.mpaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari keria sebelurn 
tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengkcta perpajakan dengan 
dilampiri: 
a. pemberitahuan daftar basil penelitian keberatan; dan 
b. formulir surat tBnggapan hasil penelitian keberatan, 

(6) Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf a uclak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas 
keberatan yang daajukan oleh Wajib Pajak. 

(7) Dawn hal Wajib Pajak oda.k memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (5): 

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; da.n 

b. proses keberatan tetap disetesafkan tanpa kehadiran Wajib Pajak. 
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Pasal 115 
( 1) Dalam hal kcbcratan Wajib Pajak ditolak a tau dikabulkan sebagian. Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dan jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi 

dengan pejak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
(2) D lam hat Wajib Pajak mengajukan permohonan gugatan pada pcngadilan 

pejak, maka sanksi administratif berupa denda eebesar 30% (tiga puluh 
persen) sebegaitnrul8 dimaksud pada ayat (I), tidak dikenakan. 

\31 Wajib Pa.Jal< yang mengajukan pcrmohonan gugatan aebagaimana dirnak ud 

P. d &)at (2). tertebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada 

Pasal 114 

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
tan•l Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan etas keberatan 
yang diajukan. 

(2) Keputusan aebagaimana dimaksud pads. eyat (1) dapat berupa menerima 
seluruhnya, mcnerima sebagian, menolak, atau menamba.h besarnya jurnlah 
pajak yang terutang, 

(3) Ap btla jongka waktu eebagaimana dima.ksud pada ayat (1) terlampaui dan 
keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan 

ditcrbitkan kepuursan scauai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka 
waktu 1 (satu) bulan sejak jang.ka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
bcrakhir. 

-69- 

(8) iim Penyelesatan Keberatan mcmbuat risalah hasil pembahasan, yang 

berisikan sekurang-kurangnya: 
a. hasil pembahasan; 
b. penjelasan Wajib PajRl<; 

c. penjelasan Petugas P meriksa Pajak yang menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelttian 

kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau penjelasan Petugas 
Pemeriksa Pajak yang rnelakukan perneriksaan dengan tujuan lain 

terhadap pengajuan keberatan; 
d. simpulan: clan 
e. usulan pcrtimbangan keputusan keberatan. 

(9) Tim Pcnyelesaian keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan 
kepada Kepala Bapenda, 
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Pasal 117 

(l) Dalam hal pcnnohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kcJebihan pcmbayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah irnbaJan bunga 
sebeear 0,6°'b (nol koma enam persen] per bulan dihitung dari Pajak yang lebih 
dibGyar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puJuh empat) bulan serta 
bagian dMi bulan dihitung penuh I (satu) bulan. 

{2) lmbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayet ( 1) dihitung sejak bu Ian 
pclunasan sampai dengan ditcrbitkannya Putusan Banding. 

(31 Da m Wajib Pajak mengajukan pcrmohonan banding. sanksi admmistratif 
berupa ~nda eebesar 3~ (tip puluh persen] sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal J 15 a) at ( 11 tidak dikenakan. 

-70- 

Kepala Bapenda dengan dilampiri bukti tanda terima pendaftaran gugatan dari 
Pengadilan Pajak, paling lama 14 (ernpat beJas) hari kerja sejak diterimanya 
Surat Keputusan Keberatan. 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan tanda bukti pendaftamn gugatan, atas sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tetap ditagih dengan STPD. 

(5) Dalam hat pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kclebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung pcnuh 1 (satu) bulan. 

Pasal 116 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan 

peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan 
diterima dengan dilampiri saJinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan banding ecbapimana dimakaud pada ayat ( 1) diajukan secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan dieertai alasan yangjeJas. 

(3) Permohonan banding ecbapimana dimakaud pada ayat (1) menangguhkan 
kewajiban membayar Pajak aampai denpn 1 (satu) bulan sejak tanggaJ 
pencrbitan Putusan Banding. 

(4) Pcngajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
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Pasal 119 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dalam hal: 

a. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau 
b. terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak 

yang terutang. 
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak scbagaimana 

dima.ksud pada ayat (11 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut 
a. diajukan dengan surat permohonan secara tertubs dalam Baha 

Indonesia; 
b diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
c dtkemukakan alasan yang rnendukung pcngnjuan permohonan: 

d. dilampm ash SSPD yang telah dtvalidasi; 

e. meny rtakan nomor rekernng bank ntas nama Wa,Jtl> Pajak, 

Bagian Kesepuluh 
Pengajuan dan Penyelesaian Pennohonan Pengernbalran 

Kelebihan Pembayaran 

71 
l4l 1' ilam hal pcrmohonun b llullng ditolnl ntnu diknbulknn l rJ n, WnJtt, 

P i k dikenni • nk i ndrnini lt ut if l I upn rlendn be r t,O''a (rru m puluh 
per. n) dnn jumlnh PnJnk be, In. 1 kan Putu n B ncJmg d1kurAng> dt"fls,ln 

l\'tjnk vnng telah dibayar sebelum mengnjukan keberm n. 

Pasal 118 

W jib Paink atau Penanggung Pajak dapat rnenqajukan Ougatan terhadnp 

pelaksanaan Sun t Paksa. surat perintnh mclaksanakan pcnyit an, ateu 
pengumuman lelang: 

b, keputusan pcncegahnn dalam mngka Pcnagihan Pejok; 
C'. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. lam 

yang ditetapka dalam Pasal 138 8\'0.t ( 1) dan Pasal 146. dnn 
d penerbitan surot ketetapan pajak atau Surat Keputusa.n Keberatan yang 

dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cera yang telah 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat 
diajukan ke badan peradilan pajak. 
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Pasal 121 

(1) Terhadap permohonan pcngembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 119 ayat ( 1 ), harus dilakukan 

Pemeriksaan. 

Pasal 120 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dianggap bukan 

sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipert.imbangkan dan 

kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai 

alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima. 
(2) Dalam hal pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak 

dapat dipertimbangkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). Waj1b Pajak 

masih dapat mengajukan pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak kembali sepanjang memenuhi pcrsyaratan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 119 ayat (2). 

7?.· 

clnlnm h I \V1\J1h Pnjnk nu·nr,lwnclnld dllnkuknnnjn kornpen i, dt rtnkan 

data utnng ~\Jnk dnn/ntau p; [nk ) nng nknn lf'Tuhmg nt11. narn W 111, 

1\tjak, 

n dilnmpm dokurnen penrlukung aebapm berrkut: 

Iotokopi idenntns Wajih Pnjak, don fotokopi idrntitEI Kunao Wajih Pa1ak 

dnlam hal dikuasaknn: don 

2. fotokopi sumt ketctapan pajak, STPD, ntau surat keputu n Jain yang 
tcrkait dengan bidnng perpajakan. yang terkait dengan kelebihan 
pernbavaran pajak. 

h. surnt permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilamplri 

dengan Surat Kuasa. 

(3) Tanggal penerirnaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi 

dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan. 

(4) Dalam hal pennohonan disarnpaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengirirnan 

surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan 

dinyatakan lengkap. 
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Bagian Kesebelas 
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan 

Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya 

Pasal 123 
Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan 
kompensasi untuk utang pajak dan/ a tau pajak yang akan terutang atas nama 
Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemindahbukuan. 

7.l 

(JJ Ktpelll 8apend11 dalftm jnngka wt1ktu palin« hurut 12 (du11 fJl'laaJ huJ,,n J•k 

tAnMftl permohonan dittrimn, harus mernberi keputuaan 111,u, p-nvmt•ltAn 

kelebihan pembeyaran J)ftjak yang diRjukAn. 

(3) KtputUMn w\Jqftimana ditn11kaud p,1da eyat (2J dapel berupe ~TN!rbitan. 

"· SKPDtB apabilft jumh\h pajak yang di1Ja~·•u ternyata w.tnh bfo•r dari 
jumlah ~ak terutang: 

b. SKPDN aptlbilR jumlah pRjak yang dibayar sama dtnpn jumlah pajak 

terutang; 
c. SKPDKB apabile jumlah pajak yang dibayar temyata kurang dari jumlah 

pejak terutang, 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan 

kepuruean belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKPDLB sesuai dengan pengajuan 
Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. 

Pasal 122 
(1) Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian denpn 

disertai lampiran SKPDLB. 
(2) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKPDLB harus dilakukan 

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, 

pengernbalian kelebihan pembayaran bclum dibayar, Kepala Bapenda atau 
pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma 
enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk 
paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh l 
(satu] bulan. 
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Pnsol 124 
( l) 0 l m mendukung k't'b1j kan kernudal n berinvesta ,, Bi , da t 

membenkan in nnf fiskol kepada pelaku u h 

(2) lnsentif ftskal se gainuma drmaksud pade avat ( IJ berupa P"n«tm:m· -i. 

l..""'ringannn. dan pernbeba n, atau penghapueen ataa pokok P11jok. dan/•tau 
sanksinya 

(3} lnsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J dapat dibenkan At.as 

permohonan Wajib Pajak atau diberikan SN:ST1l jabetan oleh Bupeti 
berdasarkan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak; 

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, 
kebakaran, dan/atau pcnyebab lainnya yang terjadi bukan karena adan.} 
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak Jain 

yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mi.kro dan ultra rnikro, 

d. untuk mendukung kebijakan Pernerintah Daerah dalam mencapai program 

prioritas Daerah: dan/ atau 
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalarn mencapai program 

prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagairnana dimaksud pada ayat (31 merupakan 
kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 
(S) Pernberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagairnana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor. 

a. keparuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 
(duaJ ta.hun terakhir: 

b. keamambungan usaha Wajib Pajak; 

c. kontribusi usaha dan penanarnan modal Waj1h Pajak terhadap 
perekonomian daerah dan lapangan kerja di dot-rah yang bersangkutan: 

d. ringkat Iikuidnas WaJ1b Pajak; 

e. lahan pertanian yang sangat rerbatas. tanah dan Bangunan ~ ang ditempan 

Waj1b Pajak atau Wajib Rernbusi dan golongan tertentu, mlai objek f>,\Jak 

fl UtU 
Pu R• f I 

lnlW'nllf l•'ll\k~ J f't\J~k berujx Pc ngun ngnn .kcnn1 nan, c1 n Prml:Jf't 
J 1 iapu n t Pokok f>AJRk d,m/, t. u S nk n\ 
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Pasal 125 
(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat ( 1) 

diberitahukan kepada DPRD. 
(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. 

Pasal 126 

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 124 
ayat ( 1) merupakan pennohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau 

Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain. 

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {l) bertujuan untuk 
memasti.kan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal 

berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (SJ. 
Pasal 127 

(1) Permohonan pemberian Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, 

sebagaimana dimaksud daJam Pasal 157 ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. diajukan dengan surat pennohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 

b. satu surat pennohonan untuk 1 (satu) STPO, SKPDKB, atau SKPDKBT: 

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda: 

• mpm dcngan bntns tertentu, don objck Pajak vang lcrdnmpak bencana 

alam, kcbakaran, huru ham, dan/atau kerusuhan: clnn/otau 
f. faktor lam yang duentukan oleh Bupati. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro don ultra 

mikro sebagairnana dirnaksud pada ayat (31 huruf c, dilakukan sesuai dengan 

kritcria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ft) at (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam 

rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

(8) Pcmberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek 
strategis nasional. 

75 
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-------------- ..... 

PasaJ 128 

(1) Pennohonan pemberian insentif fiskal yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dianggap bukan sebagai 

pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipert.imbangkan dan kepada 

Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung 

sejak tanggal permohonan diterima. 

(2) Dalam ha1 permohonan pemberian insentif fiskal tidak dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 

permohonan pemberian insentif fiskal kembali sepanjang memenuhi jangka 

waktu sebagaimana. 

76 

d. diajuknn dalarn jnngl<a waktu I (satu] hulan ecjal< tanggal STPD, SKPD, 

SKPDKll, atau SKPDKBT, kccuali Wajib PnJak dnpat menunjukkan bahwa 

waktu tersebut tidak dapat dlpenuhi karena keadaan di lua.r 

kekunsaannya; 
e. wajib pajnk tidak rnengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi 

tidak dipert.imbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mcncabut 

keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pernbetulan; 

f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan; 

g. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan 

pengurangan sanksi adminstratif; 

h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak 

dalam haJ dikuasakan; 

2. fotokopi bukti pendukung lainnya; 
i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilarnpiri 

dengan Surat Kuasa, 
(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap mcnjadi 

dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administratif. 
(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengirirnan 
surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan 

dinyatakan lengkap. 
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Pasal 132 
(]) Permohonan pemberian angsuran a tau penundaan pembayaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 131 diajukan dengan persyaratan sebagai bcrikut: 

a. diajukan dengan surat pennohonan secara tertuhs dalarn bahasa 
Indonesia; 

b. satu surat permohonan untuk l (satu) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau 

STPD; 

c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda: 
d. diajukan selambat-Iarnbatnya 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal jatuh 

tempo pembayaran, kecuali apabua WnJ1b Pajak atau kuasanva dapat 

Pasal 131 
Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan kepada Bupati melalui Kepala 
Bapenda untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, 
daJam haJ Wajib Pajak mengaJarni kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di 

luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak 

pada waktunya. 

Paragraf2 
Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran 

11 

Posnl 12() 

(I) Bupau melnlu: l(C'pnlu Hapcudn dulnrn jangka wnktu p hng I mn 2 (du J bulnn 

sr.1nk tnnggnl per mohonnn ditr-nrn . hams mernben keputu n ata• 
permohounn pembennn insentif lit1knl )nng rhajukan. 

(2) Kl'putusan scbagairnana dlmaksud J>.1da oyflt (I) dapat berup rnengabulk n, 

mengabulknn sebngian, atau mcnolak permohonan Woj1b Pajak. 
(3) Apabila jangkn wakt u sebagaimana dimek ud pada ayat (]) terlampaui dnn 

keputusan belurn duerbitkan, pengajuan permohonan pembenan in nnf 

fiskal dianggnp dikabulkan dan diterbitkan keputusan snua, dr.ngen 
pengajuan Wejib Pajak dalarn jangka waktu I (satu) bulan scjak jangka waktu 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berakhir. 

Pasal 130 
Ketentuan pernberian insenlif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan 

pernbebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya aecara 
jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 133 
(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh 

Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 132 ayat 
(1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dala.rn jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya 

penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui seba.gian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran 

atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 

-78- 

menunjukkan bahwa batas woktu pengejuan tersebut tidak dapat dipenuhi 
karena kcadean di Juar kekuasaannye: 

e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun eebclumnya; 
r. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan: 
g. dilampiri fotokopi SPTPD, SJ{PDKB, SKPDKBT, atau STPD yang 

dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya; 
h. disertai dengan penghitungan: 

1. jurnlah pembayaran pajak yang dirnohon untuk diangsur, rnasa 
angsuran, dan besarnya angsuran; atau 

2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka 
waktu penundaan; 

i, dilampiri dokurnen pendukung sebagai berikut: 
1. foto copi NPWPD; 
2. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan 
3. fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalarn hal dikuasakan; 

(2) surat permohonan clitandatangani oleh Wajib Pajak, dan dsJam haJ surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan 
Surat Kuasa. 

(31 Pcrmohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang 
tidak memenuhi persyaratan sebaga.imana dimaksud pada ayat (11, dianggap 
bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertirnbangkan, dan kepada Wajib 
Pajak atau kuasanya d.iberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 
mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
permohonan tersebut diterima. 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 135 

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 24 (dua puluh empat] 
bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran 
Pemba.yaran Pajak, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa 
pajak yang masih harus dibayar. 

(2t Penundaan atas utang pajak dapat diberikan pa.ling lama 24 (dua puluh 
empatl bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan 
Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa 
pajak yang masih harus dibayar. 

-79· 

c. menolak pennohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebegaimana dlrnaksud pada ayat (I) 

telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan suatu keputusan, 
permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Surat 
Keputusan Persetujuan Angsumn Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan 
Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling Jama 5 
(lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir. 

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran. 

Pasal 134 
(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib 
Pajak dimaksud diterbitkan sumt ketetapan/keputusan/putusan yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan 
bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunga 
tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan 
pembayaran pajak. 

(2) Dalarn hal besamya kelebihan pembayara.n pajak dan/ atau pemberian 
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan 
permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang 
dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan 
penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan 
pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembeyaran paja.k dibtrikan 
dengan mempertimbengkan berakhimya tahun anggaran. 

Pasal 136 

( 1) Besamya pembayaran angsuran atas utang Pajak ditetapkan dalam jumlah 
utang Pajak sesuai Pajak terutang untuk setiap angsuran. 

(21 Besamya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang 
pajak yang ditunda pelunasannya. 

(3) Terbadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0.6% (nol 

koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan 
saldo utang pajak. 

(5) Bunp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clitagih dengan menerbitkan 
STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, 
atau pada tanggal pembayaran. 

(6) Bunga sehagairnana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap 
angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD. 

(7) DaJa.m hal permohonan Wajib Pajak untuk mcngangsur atau mcnunda 
pembayaran pajak sudah diterbit.kan suatu keputusan, dan kepada Wajib 
Pajak dimaksud diterbitlcan surat ketetapan/keputusan/putusan yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan 
bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan bunp 
tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang 
belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya. 

(8) Dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besamya 
angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan: 
a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah ~tiap 

angsuran yang telah disetujui; dan 
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah 

disepakati. 
(9) Penetapan kembali besamya angsuran dan/ atau masa angsuran sebagaimana 

dimaksud pada ayat {2) dilakukan dengan prosedur: 
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Bagi.an Keduabelas 
Pelaporan Pejabat 

Pasal 137 
(1) Pejaba.t pembuat akta tan.ah atau notaris sesuai kewenangannya wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum 
menandatangani akta pemindahan Hale atas Tanah dan/atau Bangunan; 
dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual bell dan/atau akta atas 
tanah dan/ atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat 
usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari. 

(10) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b Kepala Bapenda tidak menerima usulan perubahan angsuran dari 
Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbit.kan keputusan persetujuan angsuran 
pembayaran pajak dengan: 
a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa 

angsuran;dan 
b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui 

sebelumnya. 
(11) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) berfungsi sebagai pemba.talan atas keputusan persetujuan 
angsuran pembayaran pajak sebelumnya. 

(12) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian 
imbalan bunga. tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, 
wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama 
sesuai dengan jangka waktu penund.aan. 

angsuran 
keputusan 

angsuran; 
b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan 

angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat 
pemberitahuan; 

c. Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan 
pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan 
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a. Kepa)a Bapenda memberitahukan secara tertulia kepada Wajib Pajak 
tentang perubahan saldo utang pajak serta pennfntaan usulan perubahan 
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(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notarfs melanggar kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan sanksi administratifberupa: 
a. denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau 
b. denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setlap laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
Pasal 138 

(1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: 
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum 

menandatangani risalah lelang; dan 
b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 
(2) Kepa]a kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 139 
(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak 

atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak 
menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketigabelas 
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data 

Pasal 140 
(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat 

melaksa.nakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah lain; dan/ a tau 
c. pihak ketiga. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, 

perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 
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(1) Pemerintah Daerah dapat: 
a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana 

dimaksud ds]sm Pasal 140 ayat (I); dan 
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 140 ayat (1). 
(2) Kerja sama sebagairoana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dituangkan 

dalaro dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati 
parapihak. 

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana diroaksud dalam Pasal 140 
ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati 
bersama mitra kerja sama. 

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit mengatur ketentuan mengenai: 
a. subjek kerja sama; 
b. maksud dan tujuan; 
c. ruang lingkup; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terhbat; 

perundang-undangan; 
c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, khususnya di bidang perpajakan; 
d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; 
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur at.au sumber daya 

manusia di bidang perpajakan; 
f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan 
g. kegiatan Iainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik 
serta saling menguntungkan. 

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau 
Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g. 
(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga 

sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai denga.n huruf g. 

Pasal 141 

-83- 
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Pasal 144 
(1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas: 

a. Retn"busi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaba; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 
dipungut meliputi: 
a. Pelayanan kesehatan; 
b. Pelayanan kebersihan; 
c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; clan 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB III 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 143 
(1) Proses kerja clan baga.n alur Pemungutan Pajak Daerah t.ercantum pada 

Lampiran I yang merupakan bagian talc terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(2) Bentuk, isi, dan tata cam pengisian formulir dan contoh dokumen yang 

digunakan daJam pemungutan Pajak Daerah tercantum pada Lampiran I yang 
merupaka.n bagian talc terpisahkan dari Pemturan Bupati ini. 

Bagi.an Keempatbelas 
Proses Kerja dan Contoh Formulir dan Dokumen yang digunakan 

Pasal 142 
(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat 

meminta data dan/ atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana 
komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. 

(2) Data. dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data 
dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang 
terdaftar dan memiliki peredaran usaha. 

e. jangka waktu perjanjian; 
f. sumber pembiayaan; 
g. penyelesaian perselisihan; 
h. sanksi; 
i. korespondensi; dan 
j. perubahan. 
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(2) Pendaftaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian 
kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaft.arkan 
dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi 
dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan. 

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala 
Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk mendapatkanjasa pelayanan. 

(4) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir 
pendaftaran. 

ini. 

Pasal 145 
(1) Setiap Perangkat Daerah pemungut retribusi dapat melakukan pendaftaran 

dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah 
maupun di luar Daerah yang memiliki objek retribusi di Daerah dengan 
menggunakan form model BPD.001.Ret sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Bagian Kedua 
Pendaftaran dan Pendataan 

d. Pelayanan pasar 
(3) Rctribusi Jasa Usaha sebagaimana dimakaud pada ayat (J) huruf b yang 

dipungut meliputi: 
a. Penyediaan tempat pelelangan lkan, temak, hasil burnl, dan hasiJ hutan 

termasuk fasilitas lainnya daJam lingkungan tempat pelelangan; 
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jaJan; 
c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 
d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 
e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dcngan menggunakan 

kendaraan di air; 
g. penjualan basil produksi usaha pemerintah daerah; dan 
h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas 

clan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah 
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. persetujuan bangunan gedung; dan 
b. penggunaan tenaga kerja asing; 
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Pasal 148 

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 
a. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal 

ini Perangkat Daerah pemungut retribusi untuk mendapatkan jasa 
pelayanan dengan menggunakan form permohonan model BPD.002.Ret 
sebagaimana tercantum daJam Lampiran m yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

Pasal 147 
(1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan: 

a. SKRD; atau 
b. dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) SKRD sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh 
Kepala perangkat daerah. 

Bagian Ketiga 
Penetapan Besaran Retribusi 
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(5) Wajib Retribusi mengisr dan menandatangani formulir pendaftaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta 
melampirkan dokumen yang di persyaratkan. 

(6) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari: 
a. fotokopi identitas diri; 
b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan 
c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 146 

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun 

anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek 
retribusi da]am 1 (satu) periode tertentu. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran 
data dalam 1 (satu) periode tertentu. 

(3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Perangkat Daerah pemungut Retribusi. 
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(2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimeksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapat persetujuan 
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b. Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan permohonan jaaa 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan 
menetapkan besamya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan 
Retribusi Daerah sesuai Form 1 sebagsimana tercantum dalam Lampiran 
Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
dan 

c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, Perangkat Daerah pemungut retribusi menetapkan retribusi 
terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form model 
BPD.003 seba.gaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan 
bagian ti.dale terpisabkan dari Peraturan Bupatl ini, dengan rlncian sebagai 
berikut: 
1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi; 
2. Lembar ke 2 untuk Peranglcat Daerah; dan 
3. Lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut 

retribusi. 
(2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, temyata Wajib Retribusi tidak 

mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undengan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap, meka Perangkat Daerah pemungut retribusi mengeluarkan 
kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama. 

Pasal 149 
( 1) Penetapan retnbusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan 

sebageimena dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) hurufb dapat berupa: 
a. karcis; 
b. kupon; 
c. kartu Iangganan; 
d. surat perjanjian (kontrak/perjanjian); 
e. nota penetapan 
f. surat pemberitahuan pemba.yaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan 

elektronik (Kanal/Dokumen Digital). 
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Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan 
retribusi. 

(3) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dampai dengan huruf f, harus mendapat persetujuan 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau pejabat 
yang d.itunjuk untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi. 

(4) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat 
a. logo pemerintah daerah; 
b. cap perangkat daerah pemungut retribusi; 
c. nomor clan seri; 
d. nilai nominal; 
e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan 

Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan 
f. Kode/Perforasi sebagai alat Pengamanan. 

(5) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa 
legalisasi/Perforasi oleh Bapenda. 

(6) Setiap perangkat daerah pemungut retribusi harus mengajukan pennohonan 
pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling 

sedikit: 
a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan; 
b. nilai nominal; 
c, nomor dan seri; dan 
d. keterangan lain bila dianggap perlu. 

(7) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimsna 
dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada perangkat daerah 
pemungut retribusi. 
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Pasal 151 
Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan 
menggunakan SSRD sesuai model BPD.011.Ret. sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 
dengan tahapan sebagai berikut; 
a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SK.RD yang telah 

diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi. 
b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut: 

Bagian Kelima 
Pembayaran Retribusi 

Pasal 150 
(1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a 

dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi. 
(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman SKRD disertai dengan alasan­ 
alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SK.RD asli dan fotokopi 
Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

(3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan 
Inspektorat dan Bagian Hukum serta Kepala Bapenda dimungkinkan untuk 
melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas 
objek retribusi yang dimohonkan pemba.talannya. 

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 

Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani 
bersama. 

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Perangkat 
Daerah pemungut retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD. 

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, 
kepada Perangkat Daerah pemungut retribusi harus menerbitkan surat 

pembatalan SKRD dan selanjutnya disampailcan kepada Wajib Retribusi 
sebagai pemohon pembatalan SKRD. 
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Bagian Keempat 
Pembatalan Penetapan Retribusi 
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1. lembar ke-I, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib 
Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan 

2. lembar ke-4 pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi yang 
bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran. 

c. SSRD yang diterbitkan oleh petugas pemungut retribusi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi meJakukan 
pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank Penerima ata.u 
melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 
1 (satu) bulan sejak diteta.pkan SKRD. 

d. Apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c 
pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja 
berikutnya. 

e. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib 
membubuhkan teraan leas register, cap dan ditandatangani oleh petugas 
penerima uang pada SSPD dan didistribusikan dengan rincian: 
1. Lembar ke-I untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran; 
2. Lembar ke-2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan 
3. Lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah pemungut retribusi. 

f. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada OOPD 
Pemungut Retribusi yang bersangkuta.n; 

g. OOPD Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD 
sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SK.RD; dan 

h. Dalam ha1 pembayaran dila.kukan melalui Bendahara Penerimaan 
Pembantu/Bendahera Penerirnaao pada Perangkat Daerah pemungut 
Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu 
menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan 
paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima. 

Pasal 152 
Perangkat Daerah pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib 
Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas. 

Pasal 153 
Dalam hal pembayaran Retribusi dengan menggunakan dokumen yang 
dipersamakan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) melalui Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerirnaan Pembantu Perangkat Daerah Pemungut 
dilaksanakan sebagai berikut: 
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PnllB) 154 

U) Dalmn h.al W,ajib retribwn rldBk dnpcu m"ml!'nuhi kew"ajib:ln membayar 
~l:ribusi )1Ul£ dil..etapkan dahtm SKRD zecera ae.bli81J11 dapat menpJukal, 
pcrmahcmari panbnymo.n ongsumn k~pnda Bupati ~Wu.I lCcpala ~Rb1 

Damlh r,fmung1.u. Mlribuai denpn mengguMlcan fOT'll'I model !BiP0.004.~. 

~b&gairna.nm t:en:8Jltumn dftlam Lampinm llJ Pe:nttunm Bupati Inl, 

(2} Pl!!mmhcnan pe:rn bayarmt nngtl.Ulm Nbal,l\iman dimllka.ud pad.a ayat l 1 ). 

cliaju.kan paling lammt 10 IRpuluJtl hnrl l!lbrlum Jatuh tempo pmibe,_'Wlnm 
YMI lrrcanrum da]sm 9KRD dtnp.n datenai alamm-.al.uan yang dapat 
diJrrtanp,gUngjflwabka.n. 

13) Bertla1Arkan permahonnn pcmbaynrnn anlllJran aehqaiman dim.aklud 
p,adn. nyat (2) 11.epaJa Pffansbt D.EJJrrah pemv.ngul 1rmbu8-l mmyampeilum 
usul kepa1dn Bupati u-ntuk menclia.patka:n 131"rvurjuan ate.u penol4.kan. 

141 A.pabilo. permohomm uebagahnann dimnk1Ud pada Byal (JJ diutlak Bupa1i, 
P't'rangkat DMmh pemun1ut JYtnornli menerbttbn lteputusan penolakan 
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W'njib Rebibu1I fflit'm~·•r r~trhru ~ru111n1 ato-.ld df'flpn nit.Id nomfnl.l 
ytmB ~rantum dlllam dokumt"n YADi dtp!l"lllmab'l"l ••d• ~,. 
r'enmirnum/Bmd•han Penertmun Ptmbl.ntu Pnanp I Ds«•h pmrungut 
T1!'trl bual; 

h. Bend111han Peoerimaan {Benda.hara F\merimu n ~'btmtu Pttlrngbt O.nih 
petnW11UI retrib1111I waJ~b n:rmberikan dokumm J&nl df(J!TIGITlllt.n ~ 
Wrtj;b RffltbUli "bnpl Wida pembityarnn :n!tribull: 

e, ""ran&bt 0.enh pemun..,.t retrtbwri mnnbe'h"lwl ja1a pelaya.nani ..-bila 

Wlljlo Rmibu• mm1pl!l'Hhtnbn bulcti pembeynran ttb'ibulli bap.iman• 
dimnldiud. pada huruf h: 

d. Bcod1hara Perirnmun/ Bend.ahara Peoerimun Pemmmru Petmll,kllt Daere 
pemungu1 etribu~t 1Unyetorkan halil punguum rcm'"bulli 1ebllpimn n.a 

dfrn.lksudi pad& h\lruf hi atta.Tll bruto kfrpadl. Bink F\-nnima dm.pn 
mmgunb.n f"Mm SSRD a!fllat AXidel BPD.O 1 l.Ret acbapiJD8.M tiercanrum 
dalam LampiT\UI m y•ng rnerupa.kart bagillR tfdak ter'pluh.kan dart Pera.tu.-..n 
Bupati in!i d.nn 

e, Pftl~m.n hmDJ ~rimaAn rttribusii sebepimana. dimakMJd JM1da hwuf' d 
d.itakuka:n imh BentEllhua Pi:!nerlmDiln/ Bend.llh.am Pt!m!runaan ~1-llfl.li 
OOPD Prmungu t Rt!tribum paling lama 1 x 2.q, jam aejDk saat d.'iteriman)'a u.-ng 

nl'Lribum dari Wajib ~trib1uri. 
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pembeyaran angsuran, dengan menggunalcan form model BPD.005.Rct. 
aehagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan hagian tidak 
tcrpiaahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

(5) Apabila permohonan aebapirnana dimaksud peda ayat (3) dilletujui 
Bupati_ Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan keputusan 
peraetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model 
BPD.006.Ret. aehagafrnaoa tercantum delam Lampiran m yang merupekan 
bagian tidak terpfaahkan dari Peraturan Bupati ini . 

(6) Keputusan peraetujuan angsuran eebagaimana dimakaud peda ~t (5), 
dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang 

sama besamya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terbitung mulai 
d.itetapkannya SPARD. 

(7) Ataa daaar .keputusan anpuran aebagaiman dimabud pada ~t (5) Wajib 
Retnl>usi membuat dan ~paikan 8UJ11t pemyataan keaangupan 

pembayaran anpunm dengaD mengunakan form model BPD.006.Ret. 
aebagajmana tercantum dalam Lampiran m yang merupalcan bagian tidak 
terpisahlam dari Peratm1m Bupati ini • 

(8) Peranglart Daera.h pemungut retnl>uai benlaaarkan eurat pemyataan 

eebepD'IVDJ8 dbnekwud pad.a ~t (7) menerbitkan SPARD dengan form model 
BPD.007.Ret eehaphnana tercaD1Um datern Lamplran m yang merupatam 

bqian ddak tefpiMbklm dart Feraturan Bupeti ini mlampir dalam n.ngkap 4 
(empatJ denpa rindan •blpt berikut 
a. Lauber ke-1 clan !ember ke-2 diaampaOcan ke W~ib Retn'buai eebagai alat 

untuk memb8yar retribum; 
b. I,:rnmr ke-3 pertingal peda Perangkat Daerah pemungut retn'busi 

eebapi Ult kendali pembayaran. dan 
c. I,m,bu ke-4 diberikaD kepada Bapenda. 

(9) Peraapat Daerah pmumgut mribuai memberlkan jua pe~ apebila 
W~ Retribusi teJah membayar lunaa eelunih anpuran retribuai. 

Pua1155 
(1) Odem hal WIQl'b Retnbwli tidak dapat mem~ retribusi aeauai denpn 

janpa waktu pem~ yang telab ditmtu.kan daJarn SKRD, dapet 
mengaJulam pmmohonan pennndean pemblyaran bpada Bupati melaJui 
Kepa)a Penmgkat Daerah pemungut retnlnl8i denpn mengunakan form 
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model BPD.008.Ret. sebagaimana tercantum dalaJn La.mpiran III yang 
merupakan bagjan tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupe.ti ini. 

(2) Permohonan penundaan pembayaran sebapimana dimekaud pada ayat (1) 
diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan 
dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Berdaaarkan permohonan penundaan pembayaran aebapimana dimaksud 
pada ayat (2) Kepa)a Perangkat Daerah pemungut retribuai menyampaikan 
usulan kepada Bupati atau pejabat yang dituttjuk untuk mendapatkan 
persett.Quan. 

(4) Apabila permobonan aebepimana dimaksud ayat (3) ditalak oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. Peranpat Daerah pemungut retribusi menerbitkan 
keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan form 
model BPD.009.Ret. aebagatmana tercantum daJam Lampi.ran III yang 

merupalcan bagian tidak terpieabkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Apabila permohonan aebepi1JM1oa dimalcaud pada ayat (3) diaetujui Bupati 
atau pejabat yang ditunJuk, Perangkat Daerah pemungut ~tnl>uai 
menerbitkan Kl!putumm Penet\tjuan Penundaan Pemba.yaran denpn 
mengunalam farm model BPD.009.Rl!t. eeba.gaimana tercantum daJam 
Lampi.ran m yang merupeJam bapn tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
inL 

(6) Ketentuan Pendlqu.m Penuode•n Pembayanm mehepjrnana dimakaud pada 
apt (5) dapat dfbertJam peUna lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tangaJ 
jatuh rempo yang ditetapcan dawn SKRD. 

m Atu da.l8r Keputu.wl Penetqfuan Pmmnd•en Pembayaran aebagaimana 
dhnekwld pada .,ai (5) W-.Jlb retribwlf membuat aurat pemyataan penundaan 
pembeyaran denpn mmaw,akan form model BPD.010.Ret aehapimana 
tercantum clelem ••mpuan m yang merupebo hegian tidak 1erpiaabJam dari 
Peratunm Bupatf ml 

(8) W~lb Retribusi membaym'mrfbuli denpn menguna1can SKRD melalui Bank 
Penerima dengan Keputuean Peraetujuan Penundaan 

~ 
(9) Penmgkal Dmnh pemungut retribuai memberikan jaaa pelayanan apabila 

W~ib Retn"buli teJah membayar lleluruh ketetapan retribusi. 
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BPD.014.Ret aebegaiuwoa taamtum daJarn Lampiran DI yang merupakan 
begiao tidak terpiublcan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (t\tjuh) hari 
eetelah jatuh tempo pembayaran Watjib Retribusi tidak melakukan 
mnjiban pembayaran n=tnbu.81 terutang. 

(2) Wttjib Retribu8i ~1, mehmui retnlnlai terutang paling lama 7 (tltjuh) hari 
eetelah tangp] 8mat Tecamm ditertJftlam eebapfmana dirnakaud pada ayat 
(1) buruf'b. 

(3) Penerbitao Surat Pemberitahuan dao Swat Teguran eebagahnana dimakaud 
pmda ~ (I) drnpo rinrieo abapl berikut; 
L 1,mbu lie-I uab•k W-.,0, lletribumi: 
b. Lembu ke-2 1111t11k Peranpat Dllerah pemunsut retribuai, dan 
e, l,mber lm-3 lmtUk a.a,,,,,d1 melalu.l Bidanc Pengembangan dan 

~ 

(4) f9nmllmt DIMnb ...,,.ffllld Ntrlbuli menerbitkan STRD denpn 
mengnneb:o form BPD.016.Ret. _....,,,..,. ten:antum d•J•rn Lampinm Ill 
111111 menapuaD bqha ddak ~ dari Peraturan Dupe.ti ini apabila 
mribu8l tendllDg tidak mu lmnma dilJ9yar eunpei peda tangpl jatuh tempo 

Y9118 telab cti,..,.pbn dawn SKRD. 
(5) STRD ...... ;.,...,. dimlhud pad& ayal (4) ditamhah denpn aankai bunp 

eebeear I'M. (utu penen> per tw•Jan dari Retribuai terutang yang tidak atau 
kunmg dibayar dibihm& dari tan& 1 jatuh tempo pembap.ran wnpe.i dengan 
taftGII) pembayamn, lllltllk Jan&b waktu peHng lama 24 (dua pulub empat) 
buJan.. 

({>) ApabiJa w.i, Relnlllllli tidak meb•neei retribUli tll!!nltang Mmpai denpn 
bataa wa1du 8ffllllliowm ctimeklud pada ayat (5) maka Wajib Retnbum 
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Bagian Keenam 
Penagihan Retribusi Terutang 

Pasal 156 
(1) Perangkat Daerab pemungut R.etribusi wajib: 

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan deJam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
eebelum jatuh tempo pembayaran yang t.ercantum dalaJn SKRD dengan 
mengunakan form BPD.014.Ret aehegaimana t.ercantum dalam Lampiran 
m yang merupakan begum tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini; 
clan 

https://v3.camscanner.com/user/download


I} Dipindai dengan CamScanner 

Pua) 160 
(1) Dstlem peb\ener PaaasO! a ..,..,mene ctimlke.ad deJam Pual 195, 

l\Q\1811 ~It I m 

(3) PmBi1r rn mmak t1Q1111D lmn etrsr•nwne dtrnekwd pada ayat (2) meliputi 

L plD.Jeie ien ,.. .............. ..,, W-,a, Retribua; 
b. pw+c,w+ea _.. dla/l!laU alM lllacmenpn; dan/atau 

(2) Pemel9 s n unb•k -,...., Ilda .....,..,_ne dtmenud pada 8Y&t (1) 

dOekvbn pelfnl MdQdt m,tu1c 

,-J 159 
(I) IC.epala Pam...., Dllr!llb base..,. .,,...lo,kan Pemerfkeean untuk mengaji 

lmplblhen r-nenvbm •will._• Rmtbul dUI tqluan lam d•Jem rangka 

PINl158 
Penyampum Swat TtllUf'U Relrtbu9' -.,.t dllakukan melalui: 
L eecaral8Qptms 
b. ~ 
e, IW'at eJektn,alk; .... 
d. pm&Nbaan jlm .. ...., ............. kwtr deqan bukd pengiriman au.rat. 
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dinyatakan merugDam keuangan daerab dan aJcan diproaea eesuai dengan 
ketentuan peraturan perundan1-undanpn. 

Paaal 157 
( 1) Hak untuk melakuJam penagiban retribuli kadaluwaraa aetelah melampaui 

janpa waktu 3 (tip) tahun eejak -t terutangnya retribusi, kecuali apabila 
Wajfb Retribuli melakukan unct.Jc pidana di btdang retribual 

(2) Kadaluw8na penegilvm mribum mehegahnene dhnekaud pada ayat ( 1) 
teat•ngub apabila: 
L ditertatkan Surat Tepran; atau 
b. tenlapat peapkuan utans retribual darl WI\Jlb Retribusl balk lanpung 

maupun ddak ... .,,. 
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b.. mcllpM t e • .,,,_,, ••• ............ ter1Utia dart Wt,Jlb Retrtbum, 
balk 1m a ,,,. nw•pm lfdak knrma 

(3) Dw ....... clileibid r Surat ,........., ..... !MD. dinwkwd pe.da ayat (2) 
buruf a. ...,.,aaua ,.,..._, diMIDnl -,U tangal ditstmanya Surat ,......_ 

........ 
(1) Hak un!Uk mt :rte "" .,_ ..._. meqledl bdaluwara eetelah 

mt seul _,.,,,, 3 Cd9rl -,.'" ....,,,. ...- wt terutananYa Retrlbuai, 

...,,., Jllla ·-. ti ... --« ...... dndek pldene di bidan& R.etribu.li. 
(2) Kedeb•uw I'll...,_, •nlNIII ....,. ..... ,. dtPNkeud pida ayat (1) 

......... jlllll: 

b. me+n•ota laeplda pemerilma QIIIQ" memberfkan ~Juan tent.ans alaean 
dan bdwm ~'\zssn; clan 

e. mmertma dobnneo bull Pemer9reeen eerta memberfkan tangapan atau 
peoJel r r+ .... bMiJ hmerlll m. 

(3) Dwm bel W-Jib ....._ ddu mememald bwaJfbu •bqlimana dimakaud 
Pllda _... fll, 11 ~ ama.,a ...... llllnllmll dl18tapbn -=ara Jabetan . 

a. me11lnta MenU•ee da bukti penugaaen PemmikN•n Jcep.da pemerilma: 

-96- 
a. aw:oq,edibatbn dan/atau merninjamlrao buku atau ca.tatan. dokumen 

yang .mmjadi duamya. dan dokumen lain yang berhubunpn dengan 
objek RetribUlli yang mutang 

b. memberilam Jse I NMipldaD untuk fflllllJ'VISllki tempat atau ruanpn yang 
die....., peJ1u dan mmaberilam bantuan pma kelancaran Pemerilcaan; ... , ..... 

e, memberilam laetemnpn J8DI ctiperlukan. 
(2) 0-Jam peJebene•n Pm.ertkMen ebapinvme dimekwd d•Jam Paul 159, 

WeJib RetribU8I yang dipertba bermlc 
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d. ,.,,_. elm tae a 1 SDD. STRD, ..aa bpdJ•een pant.wan. aum 

L Dllllla Wliib fttriblm; 
b. •hmet -.b ntribulli am Pffl8111111PII retribuli; 

ti) Tim '"Vlb ..,.,.lb a - Pllfalab ,_. d.ll8rtlitkan oJeh ICepaJa Peranpat 
DMlab. 

(7) HuO ~ dm "8.Ml•ien Tim dleempetkan 1reJ*1a Bupad melalui 
ICep9.la Pera•t&te• DMnll dehm INmh•k t.poND tenuUa yang pellna eedildt 
memuat: 

(S) 
Pamew• ,... unftalr --• 
Juna Biia .-ite-.•w 1'111 dehe metehsrneken na•• 

Parqraf'2 
f'englwpllU Piutana Retn'bu8i 

Pual 162 
(1) Piutang Rmibua JUI ddak muopio ditqlb Jagi lau'ena bak untuk 

meLeJodmn lfflq:ibeD •+b lmdahnral'la dapat clihapuakmL 
(2) ffflatal"IND pknans Rell'lbuli yana 8Udah kedaluwana .ebapinwna 

diekeud pilda ayllt CI) diletapaD dwm keputulml Bupad. 
(3) Ullb.lk men SCiken !reedeert retribua eerutaaa yana tidak munglrin ditagih 1agi 

11ets1 ••• dime'e:wd ,_.. .- Cit~ diltkvbn ~ admini8traai dan 
penel"'en 1q-., ,.... dPekl•ken oleb Tim Yana ditetapkan denpn 
l.epvb• I I Buped 

(4) Tim....._.._..,,..,,,,..., Ian Mu4nwaut dan Pmelldan Lapanpn 

1at+Aep •• ......... ,.... ... dehm delftar ue•Jan penlhapu.u Piutana 
Rllnbulll dllD dr •• ce1a:s pt..-,.1Mn s,iutana Ntn'bua. 
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(4) flronpkwm 1111mg Rdribuai aecara Janpnng aebepirn•na dimakaud pada ayat 
(2) bunlf b merupaJam Wajib Retnbua:i denpn lcesadaran menyatakan masih 
OEM·qiUDJ8i lllaDg Retnbwli dan belu.m melunui kepada Pemerintah Daerab. 

(5) lfflalJa,en utwng Retribllli w:aia tidak 1angsung aehe.ga:irnana dimakaud 
pilda ayat fl) bunaf' b dapmt diketahui dari pengltjuan peJNDOhonan anpur8ll 

atau pemmdeeo ~ mm permobonan keberatan oJeh Wltjib 
Retalbwl 
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t f t t f I I II lletweMn ....,trrerw dtnMkPld peda ayat (l) 
Kf!Plh a.aw• .,.. Kepeh Peeenpwt o.sah pammavt Mr1bu9' dapat 

"• I n liel uaam wl bdren ,-,e1;c-a peayelusten pesmohonan ... , 

,.,.. ..._ 3 ..., ...._ 11111* dtlw•f4dcannya S1'RD dlll9ID melampirkan 
.......,..,., 'b I IL .......... ...und pallM91 ... D W-Retribu8l. 

dbnekeHd Plda ~ (l) duvukan 

..... ... 
(1) W~ .......................... par11»homn Keberatan atu SKRD 

....... Buped n I •d Klpeh ...,.. tie MIU lepela 1'9ranpat Daerah 

(3) 8eldwrllm .... Alma 111111 YerSC:csd _.,., fmeM dbnekmd pad& ept 
(2) 4:C 1 a+en 11110 I ,., •• 8upllA ... .,. ._..,.pu.., Piut.ana ......... 

di •n••Os:en _., 8upilli c I lad Kep,le Annpat Dunh. 
(2) Ullll.lm ,..,,..., A L .... ws., leww dtawhud pMla ~ (1) huua 

llll1el6 fhhplu AaflJrr; allb ....... , •• ,_.. dituanpan d•Jazn bentuk 
Balla Amlll HMI Va'9Nf 

fulll 163 
(1) 8enSwrlmn ........ baO ...... edndntatrui dan penelitian lapmipn 

oleb 1'a, OPD.....,...... ..._ ue,w Pfflal,epawn piutana Retribuai untuk 

&, ..... mribUlll a1aa1 tahun n:tribu8i; 
h. tiadeba P"'M&'lwn yang permb dilekvkao; 
i. •heen penglMpWD pol .... rettibwli; clan 
j. kem@IIIID buil 1Je9telmm wtariailltui clan penetid•n lapengan. 

peaCJrmnpn, pmgtwp,ao PDkBi administrasi berupa bunga dan/atau 
-98- 
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'I Bfli IO•• ........ '4 $ 1 8'ip21t w I tel "-Pfth S.,,,4e awa l(epala ,.._at F Os • s • s •tses I •s•n •l'IIIN•kao 1111'118 model 

........ 7 
• j .. ---- "''* ..... ...,, lr.elebiban (It ....... _._ ..... 

Pas I p11lub 
11••2 I\ tom•lleatbu9i 

(21 fmbe9tn lNle,J 8' I 2 E di 7 eed Plda IVII& (11 dQdtuJII eeJak bulan 
,., s n M 1•1 di 1 49? tN .. ,,. .11)1..8 

'3) KlpJIU n 1111 k I; t- I s I ,- aP • DMnb peanmpt retrilnud 
.,...,11a111J r ._. ........ UI ..._ 1*llpa ......_. eelunahnya • 

...... P, I 1111 - 2 0 S I .......... ........ 
(II JO. ..,.., _ n P• s rs • J at , .... 111uru1my9, kelebiban 

I M n F I •• a.b hnbeten lunta •bew 
0,6 11, 4• .._ - J t PII' ...._ clut N1ribu1A ,ans lebftl 
.....,_ ...... r:lfal 12 ... I S 1 ....,,, clan bulan 

(2) Apmbh ,....., ;, re _..,, 6 ... I bu1m _. pa.a.obmu keberatan 
aeb I ..,__ dfsnelrwd .,.. (l) 1'.epeh __. awa Kepala Peranpat 
.,..... ......... w /ddak ....... bputulllll, maim 

.._. alllU IC,pele hie.., Dunb pemunaut retnbusl. 
PMal 165 

(IJ ~ '- t -. Kepele ~ Deemb pemunaut retribuai dlJam 
....- wutD ,....,. 6 ••• bulan ll;ju bm1111J permobomn 
...._ •en 4ts bea ............. lleputuwl penetl\luan a1au 

(5) 
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(4) ,mnak melaimkm JJeHeJitien penyelesavm peimohonan 

lielE+•eo ael4 · ,wcw ctimeJrmd pmda avat (1) ditetapkan oJeh Kepala 
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ctipea ...... M ...... •w11ee ..... · ...... aw .... llill •wbuL 

•. t,,,n.., la,:. I ,,,,,,,., ·- ~ 
b. Le bar~ UDbdr Fwwa:t w• Dee ab; "•" mdbulll; den 
e, • ...... b-3 """* -..,..,,. mrlslnl ...... ~ dan ..... 

Pt ..., .... •lliib Rltiaa.i - 5.,,.,....,.. nrillulll IDlke llelebftml 

' I t ~- dsl SDDL8 eel! I . dtlMhvd a,-t (2) """9unl 

Bapmde ..... I t•II ,W.z- ca Os mt ...,P...,. IWllflN.t dap.i melakuka.n 
pemer0, Stt llitwhpaJldd ............ k IWb1bull )'afll dbMklNd. 

(2t Ape,,. ............. llssl 1 1l an rt •••mna cflmekeud ,-da ayat (1) 

........ 
(1) AW pennatw ----- 41 swlll dewn Alml 203 ayat (l), KepaJa 

PMal 168 
(1) ~ Bependa atau ~ Peran.glcat Dllerab pemungut retn1>u.ai d•Jam 

~ waldu petina ..._ 6 ....,..,,, buJan ~ peaawbanan pengembalian 

kelebbm ~ ~ •b J bnuM dtmabud dalem Paaa1 203 
dltabaa hanaa ...,.,beillAD lmputmm. 

(2) Apeblla jln&tm ...... ct J .... ,. dbneJread Pllda ayat (1) telab dP•mpeui 

Kepe)a e.a-•• atllll IL, h Pa•••• Dalnb pemunaut retribuai tidak 
memberllllm ............... petli ..... MD cUaiPP dtterlma clan Kepala 
a.p.wte elllU ~h ,._,... Dllnh ,-mmpt retrfbull de\em Janak& 
WMtll ..... .... I ............ ....,. awrmtlitkan SKRDLB denpn 
menaunhn llnD e 11111 BPD.013.AIII ......... M tercantum dawn 
Lampnn m ,.... ............ ....,. Ilda tl!lplllah1ran darl Peretunm Bupati 
lnl. 

-100- 
BPD.012.Ret •bapioaana reicantum daJarn Lampiran DI yang menipakan 
bapta ddak terpiMbkao dari Perat:unm Bupati ini. 

(2) Fa iiidloM•n eebapbmma dilmlkwd pada ayat ( 1) dutjukan 9eC8l'8 tertulis 
oleb W- Retrfbulli J11DC benanputan paling Jama 1 (satu) bulan aejak 
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e, ....... oli* dllD .............. dan 
b. .,,,,,.,,, .. STRD; 
L tara ) ptWlllilaa 8TRD; 

t ... 
e. IUWlliQWt,wJ·dmD I 

b. tan& lldlllDIIDdllft ....... 
c. .... , . 
cl Juehb,... dillllllllDlllm~ ......,.. jenta, nomor, dan 8eri: 

(3) o+men J11111 ..... IDIIIIIID dftJl&lcuken "'•" memuat palln1 med.ildt! 

e. , .. 0 b,-et ,... 

,....171 
(l) Bent1eben llmeiml/Bmdebera Pmertma Pembentu Paanpat Daerah 

pmpmpt llltr1bUIII nwnlNkvken eeaa1• BIRD, dokumen yana ctipermmakan 
clan STRD IDIINIUt ......... jema cla 11111111 tinpvp Retribuai. 

(2) BKRD d(bukukn .....," m V?lte! peffna eedQdl· 
a. -dim sn w• C-.. lllatbull Du Bubjek Retribum: 
b. ....... ,.., 

fklianKwbelaa 
Peaalll•-bMD dan '-laparan Retrfbua 
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PaSlll 170 
( 1) Kepala Bapenda atau ICeplla Perangkat Daerah pemungut retribusi 

mrtekuken JSOlleil pembaymaD J>f911rrnbeJian dengan disertai lampiran 
SKRDIB wbapia•woa ctimakald de1em PasaJ 205 ayat (2). 

(2) PenruJ-Jian ebeppnaoe 1el'CUltUID delam SKRDl.B ban.ta dilakukan paJina 

lama 2 ~- bul8D 8ejak ditabitlamnya SKRDIB. 
(3) Apabila janab walma eebqrirneM dimek-..d pada ayat (2) telah dilampeui, 

pc,wi a•batien llelebiban ~ belum chlJayar, Bupati at.au pejabat yang 
ditunjuk memberilam tmbeleu b\mp •bear 0,6 % (Doi lcoma enam pen.en) 
per bum dOdbq dllri Retribul JaD1 lelab di~ untuk paling lama 12 
(dua belal buJlm llel1a bqien dart bulan dibituDg penuh 1 (•tu) buJan. 
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clia t tri a..ll P::: st a 
141 M a I Al rwll!a-+,-. .._h er ,..,,.... Dwab ,-wnaut 

... llilll ... --· •• 1 hli hll die su- 9 • IYpe.. Pb•-· DMrah 
r •• ll!lribuli .--i s 2 en ...- •• illml .tunab penertaw•n 
._ 110ai Iii ,.... .._ ••• ....,n ,......mehen dolnrmen ,ana 
dipa teens« •,-,i111 ..... 1:,•1t_..,.,, ..... .._ 
T & I 10 I J +• 'b I ._._...,.. 

I J tta- I ,.... ...,d MSMWII Jumhb 1WJ1 yana telah ............. 

a. jmf9..-e '* 
2. nn .__ ....... an tw·dllD 
3. j,• I t - ,- S 7 ._ ,- ....._ .. 8apmda clan Ku 

DI •-s a s111111,-1Nn J+ 
(2J Dal Ml_. prah a rn/,1E¢11atm dOekuken IDllillut Duk Peaerima, 

IIIIDk ............ a 1 J MtD I ,.... KIJ!lh 8apmda l*la akbir ban ...... -- PJ hpsth B11 t tr ;,,- e ,nssai ,...... Jema tan111• 10 (apuluhJ buJan 

11111111.-. ollb JJeGlll9 pemunaut/Bendahara 
............. berd&lutcan dokumen 

JIIQl----l•e•,... SI I I I m ttft':MID Ml.I .. blrflaat: 

.__.taia MDkei yang 1mCaDtWD d•J•m SKRD clan 

BTRD,..m +wtriNwn•s•iblrikut 
l ..... dllD ewwe, Gliek ..._ daD aabjek mrlbuai; 
2. Jlllla••lawl. 
3. nasn:dllntrzpJIMRDdmDITRD; 
4. • & 1 jllula I J , 
5. 1111 ..... , 1 J dlll M·dl?I 

•as••· 

-102- 
cl. bcwuya p,lmlr mribu.mi yang mutan& ciao saoksi administrasi. 

Pual 172 
u, fa•·wJcwt o.nb P"f'PDW1t Rmibllli melaparbn peneriawan retribusi 

pelng wnbet tar,pl 10 (epulubl bul8D berikutn.ya denpo mengunakan 
bm IIIDt1el BPD.017.Rl:t clan Imm model BPD.018.Ret. .ebepimlna 

tac-M•m dehin ••MDi•AD m JAD& merupuan Mgien tidak terpia.hJran dari 
Pelatlm BMplti ial ~ Bupui metebai KepaJa Bapenda denpn 
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1 n c IJinctrap lllllja --. 
4 ........... ,> ...... pl ... 
~. JE&MWDIN..,.w; 

b. Apllbll ........ - a I SM diPne'cllwl .... bunal. menertm&. reocana 
lllrja - lll'mllill CS..- cli••,..llc:an denpn membuat keepebtan 
ba dill m 1 41"4 Z I 8 •• plljll~•• llelja mu Y111W paJinl ledildt 

..,,.,. ............ mm 1•-•n •-•• kajeenw; 

.... 175 
(3) PemuJwutm1 .......... ,... dlehenehn ollb pOlak ketip dilakN.nakan 

........., pelltfnalw a ddrsrw 4ID •kdvl• Pemun,utan Retribuai 

........................... W_llllrb.la 
..... 176 

1'ata Cana leljl - p .............. Dllerah YIIII dikelja MDNIVD denp.n 

Plbak ldWI net •' ~ 
a. Kepala ,........ DI U ,.... ....... Nllil,um alaU .Jab •tu pChak dlls-t 

.. """"' Fu--· .,.,..,, ,..,..,... retrftlult; du 
b. ..... 

(2) Bentvk - ........... ntrtbult ........ dhuanpan dalam bentuk ~---- 
dmsabeS hlr 

Pua1173 
(1) Peleklllnun Fmnmptan Retnbuli dapat dilcerjalamalam denpn Pihak 

Ketip. 
(2) Kaja ..... at.au penunjubn p01Ak 1a!dp ebqlfmana dimakaud pada ayat 

(1) ddu tmnuuk penetaplll tarif, penaawalUI, dan PemerikUID, 
(3) Mlheneen Pmnmptan Retrtbu8' ,-,. dilcerjuamabn denpn Pihak 

~ berpebwn p.da pmllUIIID perundana-undanpn. 
,.._ 174 

(l) Plbu,.... e-ptll 1111Jjd lllllja w de)lm kllja wna pelll\lDIUtan retn'buai 

Bagian Keduabelaa 
Pemungutan Retribuai Yang Dikerjuamalcan Denpn Pihak Ketiga 
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Pual 178 
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang me1akukan Pemerikaaan untuk 

m.eJ181.tji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pltjak dan Rettlbuai atau untuk 
tujuan lain daJam ranpa ~ ket.entuan peraturan penmdang­ 
undangan mmgenai pel)Mtjakan. 

8&3ian Keaatu 
Umum 

BAB IV 
PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 177 
(1) Bapenda berfungai sebagai koordinator dan Pembina teknia operuional 

pemungutan retribusi. 
(2) Koord.inasi pemungutan retribusi diJaksanakan beraama dengan Tim 

Kocmlinasi Perenamaan dan PengendaUsn Pemungutan Retnlmsi yang 
pembenbakan, susunan keanggotaan, tugas clan tanggung jawabnya 
ditetapkan dengan Keputuaan Bupati. 

(3) Pembinaan telmis opera.aional pemungutan retribusi diJaksanakao dengan 
memperhatikan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang berlaku di 
masing-rnasing Perangkat Daerah pemungut retribusi. 

(4) Ket.mtuan lebih Janjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan 

retnbu.si di maaing-maaing Perangkat Daerah pemungut retribusi 
bagaimana dimakaud pe.da ayat (3) ditetapkan denpn Keputuaan Kepa]a 

Penm,kat Daerah pemungut Retribusi. 

Bagian Ketigabelas 
Koordinaai dan Pembinaan Telmis Operaaional 

Pemungutan Retnbusi Dacrah 

6. penplduran kerja um.a; 
7. keedaan memakaa; dan 
8. pmyeleaaian peneliaihan. 

c. Haail kerja eama pemungutan retribuai daemh wajib diletorkan ke Ku 
Daerah aebapi Pendapatan Aali Daerah aeauai dengan penrturan perundang­ 

undanpn. 
d Pemberian imbal jua kepada pihak ketiga dilaku.kan melalui beJanja aD8IPIJ8D 

pendapatan dan belanja daerah. 

-104- 
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Pasal 179 
(1) Da1am pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud deJarn Paaal 178, 

Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. memperlihatkan dan/ atau memJnjarnlam buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang berhubunpn denpn 
objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang; 

b. mernberikan keaempe.tan untuk memasuki tempat atau naangan yang 

dianggap perlu clan memberikan bantuan guna kelancaran Pemerik:saan; 
dan/atau 

c. memberikan ket.erangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelakeanaan Pemeri.kao.an aebapirnau• dirnaksud d•tarn Pasal 178, 

Wajib Pejak yang diperikaa bcrhak: 
a. rneminta identitaa dan bukti penugaean Pemerikmn kepada pemeriksa; 
b. meminta kepeda pemerikaa untuk memberikan peztjelaun tentang alasan 

dan tujuan Pemerikeaan; dan 
c. m.enerima dokumen huil Pemeriksun aerta memberikan taJllPpan atau 

penjelasan ataa haail Pemorikuan. 

-105· 
(2) Pemeriku.an untuk menl',Ui kepatuhan pemenuhan kew~ben ~ 

eebapimana dimakaud pada ayat ( 1) dDakukan dawn hal: 
a. Wltjib Pltjak mengajukan penaembalian atau kompenlUI keleblhan 

pembeyaran P8Jak; 
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjuklcan bahwa 

Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau 
c. W~ib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemerilcl88D berduar1wl 

analisia risiko. 
(3) Pemerikaaan untuk tajuan lain sebapimana dimakaud pada ayat (1) 

dilakukan paling sedikit untuk: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. pengbapusan NPWPD; 
c, penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
e. pemeriksaan daJern rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan Jain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 
penentuan, pencocokan, atau pengumpuJan materi yang berkaitan denpn 
tujuan Pemeriksaan, 
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Pasal 181 
(1) Pemeribaan aebagaimana dimakaud dalarn Pa.sal 5 barus dilaksanakan 

sea, lai dengan standar Pemerikaaan. 
(2) Standar Pemerikaaan eehageirnana dirnaksud pada ayat (1) digunakan 

aebagai ukuran .mutu Pemerikuan yana merupakan capaian minimum yang 
haJUs dicapai deJam m.eJabanakan Pemerikeaen. 

(3) Standar Pemeriksaan eebagairnana dimakaud pada ayat (1) meliputi: 
a. atandar umum Pemerikl8.8D~ 
b. stand&J' pelakaanaan Pemerikaaan; dan 

Bagifm Ketiga 
Standar Pemeriksaan 

Paaal 180 
(1) Pemerikaaan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 178 diJakaanakan oleh 

Petugaa Pemerilala Pajak Daerah dan/ a tau Retribuai Da.erah yang tergabung 
dalam Tim Pemerikaa ~ak Daerah dan/atau Retribuai Daerah. 

(2) Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) ditetapkan dengao Keputusan Bupati. 

(3) Tim Pemerikaa Pajak Daerah clan/ atau Retribusi Daerah sebagannana 
dirnaksud pada ayat ( 1) d.ibentuk oleh Kepala Bapenda dengan menerbitkan 
SP2. 

(4) SP2 sehagairoana dimsksud pada ayat (3) diterbitkan untuk satu atau 
beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak terhadap satu 
Wsjib Pajak dan Wejib Retnl>usi. 

(5) Da1ain hal susunan Tim Pemerik.sa Pajak Daerah dan/ a tau Retnbusi Daerah 
diubah, Kepala Bapenda harus menerbitkan surat yang berisi perubahan Tim 
Pemerikaa Pajak Daerah dan/ atau Retnl>usi Dael'81L 

(6) DalaJn bal Tim Pemeriksa Pajak Daerah dim/ atau Retnl>usi Daerah dibantu 
oleh tenaga ahli. tenap ahli tersebut bertugas berdasarkan aurat tQgU yang 

dit.erbitkan oleh Kepala Bapenda. 

Bagian Kedua 
Pelak:aana Pemeriksaan 

-106· 
(3) Dalam hal Wajib Pajak ttdak memenuhi kewajiban 1ebagaimana dimakaud 

pada ayat (1). beaamya Pltjal< cHtetapkan secarajabatan. 
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Bagum Keempat 
Penolalcan Pemeriksaan 

Pasa1183 
(11 DaJ•rn ba1 Wltjib Pltjak atau Wajib Retribuai, kuasa dari Wltjib Pajak atau 

Wajib Retribulli yang dilakukan Pemerikuan Lapengan untuk menguji 
ke tuhan pemenu.han kew8'jiban perptjakan dan retnbusi menyatakan 
menolak untuk dilakukan Pemeribaan termaeuk menolak menerima Surat 
Pemberitabn•o Pem.erikeaen Lapangan, Wejib Pl\jak atau We\jib Retnbusi, 
wakil. atau kuaaa dari Wttjib Pltjak atau Wajib Retribuai harua 
menandatanpni aurat pemyataan peno1akaD Pemerikaaan, 
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e, atandar pelaporan haail Pemeriksaan. 
Pual 18~ 

Pemerikaun aeblpimana dimaksud dalam Paaa1 harua dilaporkan dalam bentuk 
UIP yang di8\laun eeauai tatandar pelaporan basil Pemerikeaan, yaitu: 
a. UiP diauaun eecanl ringlau dan jelaa, memuat ruang lingkup atau pee yang 

diperiJma aeauai dengan t\tjuan Pemeriksaan, memuat simpulan Petugaa 
Pmnerilma .,.;Ilk dan/atau Retribuai Daerah yang didukung temuan yang 
INat tenta.ng ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 
penmdang-undanpn perpajakan dan retribuai, dan memuat pula 
pengungkapan informaai lain yang terkait dengan Pemerikaaan. 

b. UiP untuk m.eD8\Ui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

clan retribuai daerah peJing sedildt memuat 
1. penugasan Pemeriksaan; 
2. identitas Wltjib Pltjak atau Wajib Retribuai; 
3. pembuku.anatau pencatatan Wajib Pajak atau Wajib Retnbusi; 
4. pemenuhan kewejiban perpajakan daerah dan retribusi daerah; 
s. data./informaai yang tersedia; 
6. buku clan dokumenyang dipinjam; 
7. ma.teri yang diperiksa; 
8. uraian basil Pemeriksaan; 
9. ikhtisar basil Pemeriksaan; 

10. pengbitungan pajak dan retn"bu.ai terutang; dan 
11. aimpulan clan u.su1 Petupa Pemerikaa Pajak dan/ atau Retnbusi Daerah. 
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(2) Dalam ha1 Wl\iib Pajak atau WsJib Retribuli, wakil, atau kuaaa darl W8Ji1> 
Pajak atau Wajib Retribuaf menolak menandatanpni 1urat pemyataan 
penolakan Pemeriksaan eehagatmana dirnaksud pada ayat (1), Petupa 
Pemerikaa Pajak Daerah ds.n/ atau Retrlbuai Daerah membuat berita aaua 
penolakan Pemerikeaan yang ditandatangani oleh Tim Pemerikaa Pajak 
Daetah dan/ atau Retribuai Daerah. 

(3) Dalam bal Wttjib Pajak atau WsJib Retribusi, wakil, atau kuua dari Wajib 
Pajak atau WeJib Retnbusi tidak ada di tempa.t maka: 
a. Pemeriksaan tetap dapat dilakulcan aepanjang terdapa.t pegawai atau 

angota keluarga yang telah dewaaa dari WsJib Pajak atau Wejib Retribu8i 
yang dape.t dan mempunyai kewenanpn untuk mewakili Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; 
a tau 

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilaajutkan pada kesempatan berikutnyL 
(4) Untuk keperluan penpmanen Pemerikaaen, sebelum dilakulcan penWldaan 

sebagahnene dirnakswl pada ayat (3) huruf b, Petugas Pemerikaa Pajak 
Daerah dan/atau Retribuai Daerah dapat melakukan Penyegelan. 

(5) Apabila seteJah dilakulcan Penyegelan dalam jangka waktu yang ditetapkan, 
Wajib Pajak atau Wejib Retn1>uai tetap tidak berada di tempa.t dan/atau tidak 
memberi izin kepada Petupa Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau Retn"buai 
Daerah untuk membuka atau memasuki tempat atau niangan, barang 
be?Berak atau tidak bergerak, dan/ atau tidak memberikan bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau Retribusi 
Daerah meminta kepada pegawai atau angota keluarga yang telah dewasa 
dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan. 

(6) Dalarn bal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewaaa dari Wejib 
PeJak atau Wajib Retribuai aebagatrnana dimakaud pe.da a_yat (5) menolak 
untuk membantu kelam:aran Pemerikaaan, Petupa Pemeriksa Pajak 

Oaearah dMt/atau Retribuai Daaah menJinta pepwai atau angota keluarga 
yang telah dewaaa dari Wajib Pajak atau Wejib Retribusi untuk 
menandatenganj aurat penolakan membantu kelancaran Pemerikaaan. 

(7) DaJarn bal pegawai atau ~ta keluarp yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribuai m.enolak untuk menandatangani aurat penolakan 
membantu klelancaran Pemerikaaan eebagaimana dimakaud pa.da ayat (6), 
Petupa Pemerikaa Pajak Daerah dart/ atau Retnbuli Daerah membuat berita 
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Pual 185 
(1) Wejib Pajak atau WeJib Retnbuai wajlb memberikan t.angapan tertulis atas 

SPHP clan daftar temuan basil Pemerik8aan eebagaimana dimakaud dalsrn 
Pasal 99 ayat ( 1) de Jam bentuk: 
a. Jembar pemyataan penetujuan huil pemerilalaan datarn hal Wajib Pltjak 

atau Wajib Retribuai menyetajui aeluruh haail Pemerikeaan; atau 

Paaal 184 
(1) Hasil Pemerikaaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wajlb 

Ret:nbuai melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan 
basil Pemeriksaan. 

(2) SPHP dan daftar temuan basil Pemeriksaan sebapimana dbnaksud pada 
ayat (1) disarnpailcan oleh Petugas Pemerikaa Pajak Daerah dan/atau 
Retnousi Daerah secara Iangsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jaaa 
pengiriman lainnya. 

(3) DalaJn bal SPHP disampaikan seca.ra Iangsung dan WajJ.o Pajak atau Wajib 
Retnbusi, wakil, atau kuasa dari Wsjib Pajak atau Wajib Retribusi menolak 
untuk menerima SPHP, Wltjlb Pajak atau Wajib Retn'busi, wakil, atau kuaaa 

dari Wajib Pajak atau Wejib Retribuai harus menandatangani swat penolakan 
menerima SPHP. 

(4) Da1am hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retnbusi menolak menandatanpni surat penolakan 
menerima SPHP sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), Petugas Pemeriksa 
Pajak Daeerah dan/ atau Rebibusi Daerah membuat berita acara penolakau 
menerima SPHP yang clitandatangani oleh Tim Pemerik8a Pajak Daerah 

dan/ atau Retribusi Daerah. 

Bagian Kelima 
Pemberitahuan Hasil Pemerikaaan clan Pembahaaan .Akhir 

Hasil Pemerikaaan 
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acara penolakan membantu kelancaran Pemerikeaan yang ditandatangani 
oleh Tim ~merikaa Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah. 
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Pasa1186 
(1) Dalam nmglca melakBanaJam pembahasan ataa basil ~meriksaan yang 

taamtum dalarn SPHP dan daftar temuan basil Pemeriksaan eebegairnana 
dfmaksud daJarn Pa.sa1 99 ~at (1) kepada Wajib Pl\jak atau Wajib Retribusi 
hmua choerikan hak badfr dalam Pembahaaan Akhir Hasi1 Pemerikaaan. 

(2) Hak hadir aebapirnana dimskaud pada ~t (1), cliberikan melalui 
penyampaian undangan aecara tertuli1 kepada Wajib Patjak atau Wajib 
Retribuai dengan menc.anturnkan hari clan tanggal dilabanakannya 
Pembehasan Akhir Hull Pemerikuan. 

(3) Uadanpn eehegeimana dirnakaud pada ayat (2) harua diaampaikao kepada 
Wajib Pajak atau Wajib Retribuai da1am jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

hari kerja terhitung aejak: 
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b. aurat llllllglLhan, daJam hal Wajfb Pltjak atau Wajlb R.etribusf ddak 

menyet\tjui eebagian atau aeluruh basil Pemerilaman. 
(2) Tangapan tert\llia aebapimana dimakaud pada ayat (1) harua disampaikan 

dalarn jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja aejak tangal 
diterimanya SPHP oleh Wejib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Wajib Pajak atau Wajib Retnouai dapat melalcukan perpartjangan jangka 
waktu ~ tangppan tertulia aebagaimana dimsksud pada ayat (2) 
untuk janglm waktu paling Jama 3 (tiga) hari kerja terhitung aejak jangks 
waktu mebagaimana dimakaud pada ayat (2) berakhir. 

(4) Untuk me1akukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan 
eehapirnana dimakaud pada ayat (3), Wajib Pajak atau Wajib Retn'busi harue 
menyampailcan pemberitahuan t.ertulis sebelum jangka wa.ktu sebapimana 
dirnaJcsud pada ayat (2) berakhir, 

(5) Tangs.pan tertulis sebagairnana dimaksud pad.a ayat (1) dan pemberitahuan 

tertu.lis aehegairnana dirnaksud pada ayat (4) disempsilcan oleb Wajib Pajak 
atau Wsjib Retnl>usi secara langsung atau melalui kurir, faksi.mili, pos, atau 
jaaa pengiriman lainnya. 

(6) Dalam ha1 Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyampaikan 
tangapan tertulia ata.a SPHP, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retn"busi Daemh membuat berita aca.ra tidak disampaikannya tangp.pan 
tertulis atas SPHP yang ditandatangan.i oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 

da:a/ atau Retnousi Daerah. 
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Pasal 187 
( l) Pemeriksaen dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetajuan Kepala 

Bapeode. 
(2) Instruksi atau persetajuan Kepala Bapenda untuk melakaanakao 

Pemeriksaan ulang dapat ch'berikan apabila terdapat data baru termasuk data 
yang aemula beJum terungkap. 

(3) DaJarn hal basil Pemeriksa.an Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengaJdbatkan adanya tambahan atas jumlah pajak atau retribuai yang 
tel.ah ditetapkan dalarn aurat ketetapan pajak atau retribuai aebelumnya, 
Kepala Bapenda menerbitkan SKPDKBT. 

(4) Delarn ha1 haafl Pemen"kuen ulang aebegaimana dimabud pada ayat (2) 
tidak mengakihatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan daJam eurat ketetapan pejak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang 
d.ihenttlcan dengau membuat LHP Sumir dan lcepada Wltjib ~ atau Watjib 
Retribuai diberitahulcan mengenai penghentian teraebut. 

Paaal 188 
Bentuk, ia. t.ata cara pengisian fonnulir dan mntoh dolc:wnen yang di&unakan 
daJam Pemerikaaan Pejak Daerah dan Retn'buai Daerah tercantum daJarn 
Lampiran yang merupuan begian tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini. 

-111· 
a. diterimanya tangapan tertulla atas SPHP darl W~ib Pajak atau Watjib 

Retnl>uai eeeuai jangka waktu aebagafmana dimakaud dalam Pa181 38 
ayat (2) atau ~t (3); atau 

b. berakhimya jangka waktu aebagairnena dimakaud dalam PuaJ 38 ayat 
(2), dawn hal W"1ib Pltjak atau Wltjlb Retnouaf tidal< menyampaikao 
tangapm tertulia ataa SPHP. 

(4) Undanpn aebapimana dimakaud pada ayat (2) dapat diaampai)can oleh 
Petugaa Pemerilcaa Pltjak Daerah dan/ a tau Retribusi Daerah 8ealJ'8 leng&ung 

atau melalui kurir, fakaimili, pos, ataujasa pengiriman lainnya. 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN BUTON TENOAH TAHUN 2024 NOMOR 545 
PENJELASAN UMUM PASAL DEMI PASAL 

Diundangkan di Labungbri 
pa.da taogaJ 12 Januari 2024 
SEKRETARIS DAERAH 

Dit.etapkan di Labungkari 

Paaal 190 
Peiaturan Bupati ini mu.lai berlaku pada tanggal diundangkan. Apr aetiap orang 
mengetahuinya, m.emerintebkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya daJam Betita Daerah Kabupat.en Buton Tengab. 

BABIV 
K.ETENTUAN PENUTIJP 

Paaal 189 
Pada eaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan Bupati yang 
berlcaitan denpn tata cara pemungutan dan pemeriksaan Pajak Daerah dan 
Retnl>usi Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidal< berlaku. 
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Petupa pendataan yang dimsksud adslab pegawai pa.da bidang 

pendataan yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda. 
Paaal 11 

Cukupjelas. 
Pual 12 

Cukup jelaa. 
Pual 13 

Ayat (1) Cukup jelaa. 
Ayat (2) Culcup jelu. 
Ayat (3) Cukup jeJu. 
A.yat (4) CUkup jeJaa. 

Ayat (5) Rentang bari yang dirnakaud adalah hari kalender. 
Pual 14 

Cukup jeJaa. 
Pua115 

Paull 
Cukupjelaa. 

Pual2 
Cukupjelaa. 

Pasal 3 
Cukup jelaa. 

Alsal 4 
Cukup jelaa. 

Pasal 5 
Cukup jelaa. 

Pa8816 
Cukup jelaa. 

Pasal 7 
Cukup jeJas. 

Paaal8 
Cukup jelas. 

Paaal 9 
Cukup jelaa. 

Paaal 10 
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Cukupjelaa. 
Pasal 16 

Cukupjelaa. 
Paul 17 

Cukupjelaa. 
Paaal 18 

Cukup jelaa. 
Pasal 19 

Cukup jelaa. 
Paaal 20 

Cukup jelas. 
Paaal 21 

Cukup jelaa. 
Pasal 22 

Cukup jelaa. 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelaa. 
Pasa125 

Cukup jelaa. 

Paul26 
CUk:up jelu. 

Pasal27 
Cukup jelaa. 

Pua128 
Cukupjelu. 

Paul29 
Cukup jelaa. 

Pual30 
Cukup jelas. 

Pa.1a131 
Cukupjelae. 

Pual32 
Cukup jelaa. 
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Pual44 
Cukup jelaa. 

Pual 45 
Cukup jelaa. 

Paaal 46 
Cukup jelaa. 

Pual47 
Cukup jelaa. 

Pau148 
Cukup jelaa. 

Paaal 33 
Cukup jelaa. 

Paaal 34 

Cukup jelas. 
Paaal3S 

Cukup jelaa. 
Paul36 

Cukup jeJaa. 
Pual.37 

Cukup jelaa. 
Paaal38 

Cukupjelaa. 
PasaJ 39 

CUkup je1aa. 
Paaal40 

Cukup jelaa. 

Pasal41 
Cukup jeJas. 

Paaal42 
Cukup jelaa. 

Pua143 
Ayat (1) 

Cukup jelaa. 
Ayat (2) 

Pejabat yang ditunjuk yalcni bendahara atau bagian keuangan. 
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Paaal 60 
Petupa pendataan yang dimakaud adalah pegawai pada bidang pendataan 
yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda. 

Pual 61 
Cu.kup jelaa. 

Pa88162 
Cukupjelaa. 

Pua163 
Cukupjelu. 

Paaa164 
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Paaal 49 

Cukup jelaa. 
Pua150 

Cukupjelaa. 
Paaal 51 

Cukup jelaa. 
Pasal 52 

Cukup jelaa. 
Paeal 53 

Cukup jelas. 
Pasa154 

Cukup jelas. 
Pasal SS 

Cukup jelas. 
Paaa156 

Cukup jelas. 

Pa.sal 57 

Cukup jelas. 

Pual 58 
Cukup jelaa. 

Pa.sal 59 

Cukup jelas. 
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Cukup jelae. 
Paul65 

Cukupjelaa. 
Paaal 66 

Oulrup jelaa. 
Paul67 

Cukupjelaa. 
PaM168 

Cukup jelaa. 
Paaal69 

Cukup jelaa. 
Pual70 

Cukup jeJaa. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pual 72 

CUkupje]aa. 
Pual 73 

Cukup jelaa. 
Pual74 

Cukup jeJaa. 
Pua! 75 

CUkup jelaa. 
Pual76 

Cukup jelaa. 
Pua! 77 

Cukupjelu. 
Pull 78 

CukupjcJu. 
Paul 79 

Cukup jelaa. 
Pual80 

Cukup jelaa. 
Pual 81 

Cukup jelaa. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 

NOMORS45 

Paul82 
Cukupjelaa. 

Paaal83 
Cukup jelae. 

Paaal84 
Cukup jelaa. 

Pasal 85 
Cukupjelu. 

Paaal 86 
CUkup jelaa. 

Paaal 87 
Cukupjelaa. 

Pasa188 
Cukup jeJaa. 

Paaal 89 
Cukupjelaa. 
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Kete,.ngan: 
A Wajib Retribusl: 

1. Membayar blaya pemertksaan umum: 
2. Membayar blaya tindakan medis dan pemeriksaan penunjang. 

e. Petugas Loket : 
1. Menyerahkan karcis dan kuitansi rincian biaya kepada waJib retribusi; 
2. Menyerahkan uang retribusi kepada Bendahara Penerimaan FKTPJPuskesmas. 

C. Bendahata Penerimaan FKTPIPuskesmaa : 
1. Merekap dan mencatat penerimaan ke dalam buku register 
2. Membuat Surat Tanda Setormi (STS) 

Bank 

! t 

! t 
I Bendabara Penerima I OPO DiDu Keehatan 

l l 
Bendahara Penerima 

UPTO Puakemiu 

l t 
Pmapa Loket 

! t 
W~ib Retn"busi 

1. Palden Umwn : 

LAIIPDWI D 
PERA'IURAN BUPATI BUTON TENOAH 

NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 
PE'I\JNJUK PELAKSANMN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSf PELAYANAN KESEHATAN 

PADA FKTP/ PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SEBAOAIMANA TERCANTUM DAI.AM 

LAMPIRAN PERAnJRAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANO PAJAK DAERAH DAN RETRJBSI DAERAH 

ALUR PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
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Kanlngan: 
A. BPJSKrV-11181, 

1. •••Siter dlNI..,....... lnUli had Yllfflkali klaim FKTP Ice rekenng Oinu KeMhllan 
.... bulan; 

2. Mentrurnr dana upbsi FKTP l8tilp bulan ~ kinerja, j11111ah kepellftaan, 
~ dolder-, keCerpeneilanlce Alkenng FKTP. 

B. 8endlfllla Penerimun OPO Dina t<elltlllan 
1. 1ite1mut STS 18111111 denQll'I dlrla Yll'IQ dtblriml; 
2. ~ U11'1Q bNert11 STS yang l!Jdlll clotonuli ke Kia Oenh mela~ bank yang 

~ 
3. Mencmt pene,imun llldlln B&Acu l<u Penlrtrnun; dan 

"· e .... c11npe11ponn. 

SNS lieeebata 

-140- 
3. ~ Ull\g be111111 ST8 kepedl Bendlhara Penlrtm91n OPO 
o1. e-...a dan p119pcnn 

O 8encllhm'I P9nef1maan OPO Dina Knettatan : 
, . Memwntbli penlf1mMn 
2. ,..,,,.,.._.. kuftlnli tlr\dl lltnn kep11da Bendah1ra Panertmun FKTP 
3. Menyeatan uq beNfta STS yang ludah dio1Drt111I ke Kat DNrah mellM bMc yang ~- 
... Mencmt ............. ~ ..... .., llldlllfn lk*u Kia Ptnettmaan 
5. Evami a.n pelaipot•• 

&. Badian Pffldapatan o.nh : 
I. ~bn laud1 atau kwitanai rincian biaya •bepi NraDa a1at pemungut 

ffllibua di FKTP/P\1u-m .. ; 
2. Mencnehkan STS dim di8enbbn kepada Bendab.,. Pmerimaan OPD eebapi bukti 

pan~ retribum ke Ku Danh 1&n1 uh: 
F. a.nil: 

l, Nela1c1,..., b'mdler miu.mlah u-a retnlnuli pelayanan keeehatan dari Beftdabara 
Palen.ma F1CTP/PulkNma• ke rckenin9 Dinu Keeehatan eeauai STS; 

2. Mele\mkan tnmafer eejumlab uana retribum pelayanan kellebatan dari Beodahara 
Paierima DiDu K.-ebatan Ille Ku De.cnh eeeuai den1an STS 1811& tdah dmilid.ui 
oleh Bepmda; 

3. Memberikan bu.kti buil tramfer Ille Bendehera peaerimaan FKI'P clan OPD. 
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IIDMDffPATM DIUII DPBATM 
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~~l>Mrah 8endMubD Pwatwao DMnh 
Komar l 'hbwl :»24 Nomor I 'hmm 2024 

.... l.DAIDOr ... 10.000.- 
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l:lllllllllta.MJI-·- RAWAT .J&ATI UIIUll 'P&UWff,smM I 
Bel'lldMarkan Pencurao o..aJI 

Nomor I Tabun 2D'l4 

~ ,as11111T.A11 KMUPATIIII IIVTCl9 TaGAII 
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•ma,w, ... A't .&AUii UIIUll l'aAWAT/IIIIWI 
~PnturaDC..... 

"- 1 Tabuo :'Dl4 
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- 0 IWl'AII.SMUPAft8 IIIJTOS fl:ICWI 
~ DIIIMCT-ATM 

l. conoa IODAT URCD ....... Ad PASm:11 MW.AT J&U VIIVII 

C. Badan Pend.,.tan Daenh: 
Nelakukan wlid.ut ST9 dan d18erahkan ke Sendah.,.. Pemrtmun OPD. 

D Banlc 
I. Meluukan tranaf'er eejumlah uan1 retribuai pelayan.n keeehatan dllri Bendahara 

Penerima OPD .-uai 8T8 yang telah divalidam oleh S.penda: 
2. Membe:rilcan bula.i tnnmf'eran ke Bendahara Pl,nerim.un OPD. 
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Nomor l Tahun 2024 
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•maA\ll WCWC'f/VGD Dmmla/DO&fta GIGI ..... AM 
a.r.tuulrm F'lnturan 0-U 

Namor 1 Tllbun 2024 

Homer: . 

.... 11.000,. 
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Dipindai dengan CamScanner 

-- - ---------------------------------- - - ---··------- . - -· 

, ......... Alli: Uatuk ...... 
2. s.Jiam : ....._Unit ............ 

( ······· ) 

Petugas Unit, 
••.•••..••....•.••........ , 20 ...•. 

Rp. TOTAL 

................................. Rp. 5 . 

............. ················ .... 
Rp. 4 ····················································· . 

Rp. 
.................... . 

3 . 

Rp . 
....... ' . 

2 ..............•............... ··············· . 

l . 

................................................. NamaPasien 
Umur 
No. Kanu 
Kategori 

Rlncden Maya tlad•bn (Tuilwaal Penta 1'0.1 Tahun 2024) 
Rp . 

RDICIAII IIIAYA 
Nomor 

PEMERJNTAH KABUPATEN BtrrON TENGAH 
DINAS KF.sEHATAN 

UPTD PUSKESMAS KEC .. 
Alamat :IL ..... No. Oesa/Kel ...... Telp/Fax =-· ICode Pos : .. 

PE'llJNJUK PELAKSANMN DAN PEMANFMTAN TARIF RETRJBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

PADA F'ICfP/ PUSKESMAS DAN JARJNOANNYA SEBAOAIMANA TERCANTIJM DAI.AM 

LAMP1RAN PERAnJRAN DAERAH KA.BUPATEN BUTON TENOAH NOMOR 1 TAHUN 2024 

TEN'l'ANO PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
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NIP. NIP. 
( ) ( ) 

8endahara Penerimaan 
Pembantu, 

Mengietahui : 
Kepala Puakamas, 

............................ , 20 . 

... -· ·---·-· - - -·- -- r-----·- - - KOMPONEN TARIF 
JASA JASA 

NO. NAMAPASIEN JENJS TINDAKAN SARAN A PELAYAN JUMLAH 

(Rp) AN 

(Rp) ---- - - ·- ,__ __ 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
1 

8 
9 

chit 

mAPITULASI BOEH PBIIMYARAII RBTRIBUSI PELAYAIIAII Kl'BBIIATAJr 
PASIBII UIIUII RAWAT IIIAP PUamllAS 

PEMERINT AH KABUPA TEN BUTON TENOAH 
DINAS K.ESEHATAN 

UPTD PUSKESMAS ....... KEC . 
Alimat :JL ..... No. Oesa/Kel ...... Telp/Fax :,M, ICode Pos : .. 

~UK PELAKSANMN DAN PEMANFMTAN TARIP RETRJBUSI PEI.AV ANAN 

I\ESEHATAN PADA PrtP/ PUSKESMAS DAN JARINOANNYA SEBAGAIMANA 

TERCA.N'ruM DALAM LAMPlRAN PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN Blfl'ON TENOAH 
NOMOR 1 TAHON 2024 TENTANO PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH 
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Dipindai dengan CamScanner 

( ) ( ) 

Bendahara Penerimaan 
Pembantu. 

Meneetahui: 
Kepala Puakeamaa. 

............................ , 20 . 

NIP. NIP. 

KOMPONEN TARIF 

JASA JASA 
NO. NAIIA PASIF.N JEHIS 11NDAKAN SARAN A PEL.AVA JUMLAH 

(Rp) NAN 
(Rp) 

l 
2 
3 
4 

·-s--· ·--- ---------- -- 
6 

7 
8 
9 

Oat 

RBKAPltOLUI BOKH PBIIB&YARAll UTRIBOSI PBLAY.All.All KBBBIIAT.All 

PASID UIIUII RAWAT J.ALAII POSKBSIUS 

PEMERJNT AH KABUPA TEN BlfTON TENOAH 
DINAS ~EHATAN 

UPTD PUSKESMAS ••••••• KEC ...... 
Alamat :Jl ..... No. Desa/Kel ...... Telp/Fax : .... Kode Pos : ..•..•.. 

PE'I\JNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRJBUSJ PELAYANAN KESEHATAN 
PADA FKTP / PUSKESMAS DAN JARJNOANNY A SEBAOAIMANA TERCANTUM DAL.AM 

LAMP1RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN Bt1I'ON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2024 

TFJ'ITANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
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( ) 

Petugas 
Puekeamaa Pembantu/ 

Poakadea/Polindes 

·••·•••·•···•••··•·••····•••• ..•.••........•...• 20 ••...• 

KOMPONEN TARJF 

NO. NAMAPASIEN JENIS TINDAJCAN JASASARANA JASA PELA YANAN JUMLAH 
(Rpt (Rp) 

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

<lat 

mAPlTOLA8I Bu&'tl PWBA.YAJtAB ltB'l'HIBU81 PBLAYAIIAII KBSBIIATA!f 

PASIBII tJIIUII RAWAT JALAJI PU8D8MA8 PDDWrrO. 
P08KBSDB8/ POLIIIDBS 

PEMERINl'AH KABUPATEN BUTON TENGAH 
DINAS KESEHATAN 

UPTD PUSKESMAS KEC . 
Allffilt :JL -- No. ~ ...... Telp/Fu : .... Kode Pos : .. 

PE'IUNJUK PELAKSANMN DAN PEMANFAATAN TARIF RETRIBUSI PELA.YANAN KESEHATAN 

PAD.\ P'lcrP/ PUSKF.SMAS DAN JARINOANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DAI.AM 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAH\JN 2024 
TENTANO PAJAK DAERAH DAN RETRJBUSI DAERAH 

I, Lemhs Aali : Ulduk Dlnaa IC.e•bahUJ 
2, s.JiDaD : Anip PulkeMDM 
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Ci} Dipindai dengan CamScanner 

NIP. 
( , (----------· 

NIP. 

UPl1) ,.,. \M 

Pmyetor 
Petupe Lokd/Unit 

Nawnb•ri: 
Bct1 i+Mafbaaimun/ 

lka::lehe,. Fbaaiaawaa Pembmtu 

-····-···································································· ..... r. ~ ctitaima uan• 

0. SOM•••llt& Usal.lm Pineda Objell JamJaJa (Rp) 

1. 4.1.2.01.01 ':'"-:r..lli Pdayanan JC..eMh•tan Dinu 
Kceeha!an 

!i. 
Jamlall 

-· 

....................................................................................................... 

. . . 

..................................................................................................... ····-·-· ... ··· .. ···-······· ... ······························································· 
e. ,.,...,,.., buru.r _ •••••••••••••.••••••••••••.•..•.•••••••.•...••.••.•••.....•...•••••••.•••••••••.• 
b. Telm. malG'ima um,1 m nnr Rs, . 
L 8encteh ... Pti:w:aim,a/Beacl ... ftell.erima, J>anban.tu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOIIIIJI' : •••••••••••••••••••••••••• / 20 •••• 
TAB'DA BOKTI PDIBAYARAI! (TBPI 

PEMERINTAH KABUPATEN BtrTON TENOAH 
DINAS KF.SEHATAN 

UPTD PUSKESMAS ....... KEC . 
A&mNt :Jl ..... No. Desl/lCel ...... Ttlp/Fax :- Kode Pos : .. • 

PETIJNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFMTAN TARIF RETRJBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA FICf'P/ PUSKESMAS DAN JARINOANNYA SEBAOAIMANA TERCArm.JM DAI.AM 
LAMPIRAN PERATURAN OAERAH KABUPATEN BlTfON TENOAH NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANO PAJAK DAERAH DAN RETRJBUSI DAERAH 

: Untuk PulbsmM laduk 
: Anip PwhMnA 

1. l.embm' Alli 
2. SdDm 

NIP. 
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i} Dipindai dengan CamScanner 

NIP. NIP. 
l··--···----·---1 ( ) 

Dllactmbui : Penyetor, 
Kq,ala UPl"D Puekneo-. Bendahara Penc:rima 

UPTD Puekamu 

Uang te:r11e:bllt diterima IBD_.I .•••..••••••••.••••••.••••.•.••••••.••••••••••.••.•.•...••...••.•••...... 

lo. Ko11ea111: ... V ..... mDd•a Objell .Jumlala (ltp) 

I. 4.1.2.01.01 iribum Pdey.aan KeeeJwan Dinu Keeeh.atan 

i. ., ......... 

····-·······-· ... ··-·-············································································· 
. . --·-·--···-··················································································· 
: Rp . H.llnlp ta'ima uaq •II Mf 

Denpnbwul 

Bank : Sultra Cabang Bau·bau 
No. Rekenina : 211.01.02.000002.1 

STS No.. : ~ ..... -....- ....... -----· ......... 

IUBAt 1AIPA QTOBAI f8T81 

Allrlllt :JL - No. 1>11.tk,tt """' Tllp/Fa =-· Kode Pos : ........ 

PEMEIUNT AH KABUPA TEN BlTTON TENOAH 
DINAS KESl!HAT AN 

UPTD PUSKESMAS em ... KEC ...... 

P£'IUNJUK PELAICSANMN DAN PEMANFMTAN TARIF RETRJBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA fl'tn'P/ PUSKESIWJ DAN JARINOANNYA SEBAOAJMANA TERCANT\JM DAL.AM 
LAMP1RAN PERA'IVRAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENOAH NOMOR l TAHUN 2024 
TENTAKO PAJAK DARRAH DAN RETRJBUSI DAERAH 

I. i.au., Ml : Untuk Peallleywtm/peaywtor/Plbak blip 
2. SaJ1am : Untuk Bmdabera pemrima/penerlma pembatu Pwik,wmH 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

I. 
2. 

NIP. 
( - ) 

Beodahara Panerima/pembantu 
OPD Dinu Kclebatan, 

Tangal Terima: 
No. Buku Ku : 
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